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Pengukuran pencapaian output sasaran dilal 7. d %/
yang telah ditetapkan pada penetapan indikator ¢(/:/'/f'/ '
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sela /{ﬂ’

terlihat seberapa jauh tingkat pencapaian o/.;/‘
Utama (IKU) Direktorat Jenderal Politik dan Peme / ’

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan/pe :
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum taf#

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018, diharapkan dapat terjadi optimalisasi
peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh
jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan

Umum pada tahun-tahun selanjutnya.

Sekian dan terima kasih.
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RINGKAS!

peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa d '
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), utamanya dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Politik dan Pemerintahan Umum serta
menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan Kementerian di bidang bina
ideologi karakter dan wawasan kebangsaan, fasilitasi politik dalam negeri, organisasi
kemasyarakatan, ketahanan ekonomi sosial dan budaya serta kewaspadaan nasional,
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai andil dalam merespon
arah kebijakan khususnya dalam stabilitas politik dan keamanan melalui visi “Terwujudnya,

Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wa

ke dalam Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2018.

tersebut, Direktorat Jenderal Politk dan Pemerintahan U ;u/}

.......




Sasaran 1

Jumlah peristiwa
gangguan
keamanan dalam
negeri berlatar
belakang ideologi
radikal, isu
separatisme,
sumber daya
ekonomi
(sengketa lahan
dan sumber daya
alam)

<20
(berdasarkan
indikator
kinerja Eselon

D)

200% 200% 200% 200%

Terpeliharanya
persatuan dan
kesatuan bangsa

<83
(berdasarkan
indikator
kinerja utama
Menteri)

58 68 78 47 130,12% | 118,07% | 106,02% | 143,37%

Sasaran 2

Jumlah Konflik
berlatar belakang
Isu SARA

180% 160% 200% 200%

Sasaran 3

Persentase
peristiwa konflik
berlatar belakang
Pemilu dan
Pilkada

< 10%

170% 200% 130% 120%

Capaian terkait indikator kin

gangguan keamanan dal

sumber daya ekononr
Nomor 7 Tahur
sel !

ari sasaran

eri berlatar belaka

engketa lahan dan sumber
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amanan dan disintegrasi sosial sehingga

sy

gangunan nasional. berdasarkan definisi konfii
konflik yang terjadi di .ta:ﬁi;jnfzbl's berjumlah 58
stiwa, tahun 2017 berjumlah 78 peristiwa, dan tahun

k ada yang berstatus skala nasional. Oleh sebab itu,



target dari sasaran program unit kerja eselon’l hanya sebatas peristiwa ko 'yang selesai

penanganannya di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; sehingga target yang telah ditetapkan

sebesar <20 tercapai.

Akan tetapi jika dibandingkan target sasaran-indikator kinerja utama Menteri atau
tingkat Kementerian di Tahun 2015 persentasenya sebesar 130,12% dari target sebesar <
83, di Tahun 2016 persentasenya naik menjadi 118,07%, sedangkan di Tahun 2017 naik
menjadi 106,02%. Sedangkan untuk konflik yang berlat@rbelakang Isu SARA pada tahun
2015 terdapat 1 (satu) konflik, naik di tahun 2016 menjadi 2 (dua) konflik, di Tahun 2017
tidak ada konflik atau 0, begitu pula pada tahun 20198 juga tidak ada konflik atau 0. Pada
tahun 2015 peristiwa ini sempat menjadi isu nasional dikarenakan kehadiran Presiden untuk
turun langsung dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian konflik, dan di tahun
2016 2 (dua) konflik Isu SARA tersebut selesai di tingkat Provinsi. Hal yang demikian secara
jumlah terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah peristiwva gangguan keamanan dalam
negeri. Perlu diketahui dari jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri di tahun
2015, 2016, 2017 sampai 2018 tidak ada yang sifatnya berskala nasional dan dapat
dikatakan bersifat aman. Analisis ini dapat diperkuat dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Bab |
Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa, Definisi Konflik Sosial yang-selanjutnya disebut
Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan. kekerasan antara dua
kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan
berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga
mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahtf 2015 tentang Peraturan Pelaksana.d
Undang Nomor 7 Tahu_r_1 }DA::Q Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat
(1) menyebutkan bahwa ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pencegahan Konflik”. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi

bahwa "Pencegahan Konflik sebagaimana di a ayat (1) aii:ékukan melalui:
a) 4memelihara kondisi damai dalam rakat; b) mengembangakan sistem
penyelesaian secara damai; ¢) meredamypotensi Konflik; dan d) membangun sistem
peringatan dini;
P turan Menteri Dalam Negeri fNomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
sial pada Pasal 6 ayat (1) bahwa:Menteri, Gubernur

Inasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penetapan




Status Keadaan Konflik; b) tindakan darufat penyelamatan dan pe.rql_i ﬁgan korban;
dan atau c) bantuan penggunaan TNI;

Penetapan status keadaan konflik dapat’ dikatakan berskala nasional jika telah
dilaksanakan secara berjenjang, sebagai contoh: apabila suatu Kabupaten/Kota terjadi
peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/Walikotatidak sanggup menghentikan konflik
dimaksud, maka Bupati/Walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik
skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan te san kepada Menteri serta DPRD
Kabupaten/Kota. Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggu menyelesaikan, maka
Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi
kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk
penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik
sosial;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 salah satu tugas
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yaitu menyelenggarakan fungsi antara lain: a)
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pencegahan dan
penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; b)
Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencegahan dan
penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; c)
Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan
penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; dan; d)
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidan

pencegahan dan penghentian konflik dan‘pemulihan pasca konflik serta monitoring

evaluasi; :
Berbagai upaya yang Wﬂ oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

beserta Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat
Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta SKPD terkait lainnya untuk menekan jumlah

peristiwa gangguan keamanan dalam negeri ndonesia. Secara umum,

masyarakat pun turut terlibat di dalam for
FKDM, FPK, PPWK, KOMINDA, dan Ti

gangguan keamanan dalam negeri

um yang ada di daerah seperti FKUB,
erpadu telah berpartisipasi dalam menjaga
ang berlatar belakang ideologi radikal, isu

P
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antara lain: e
Penetapan pasangan calon sehingga mengga f,lv/
i
y

(3

2. Penembakan oleh kelompok kriminal berser

terhambat;

3. Intimindasi oleh kelompok pasangan calon yang tidak 1ol verifikasi di KPU sehingga
masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya;
4. Demonstrasi menolak pelaksanaan pilkada serentak dengan calon tunggal; dan

Surat suara yang sudah tercoblos.

Perlu diketahui bahwa pagu awal Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada saat
penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 masih berpedoman pada Pagu
APBN sebesar Rp. 131.333.816.000,-, tetapi Pagu mengalami revisi sebanyak 4 (empat)
kali sepanjang Tahun Anggaran 2018, berikut penjelasannya: ‘

1. Revisi pertama pada tanggal 23 Mei 2018, revisi dilakukan karena terjadi penambahat

240.078.184.000,-.
2. Revisi kedua pada tanggal 13 Agustus 20
.. Ditjen ‘.,
belanja modal tetapi untuk total pa . itje
240.078.184.000, - . &
3. Reuvisi ketiga pad

pergerakan pada pagu anggaran di Sekret

10 Oktober 2018, revis

N Ditien Poln ".-_._

AUp LILClI mUipu

NAa |
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en|e
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— . Yale N
| Rp. 140.269.368.000, - berkura
e st
o ST

i . .8
“Organisasi
Aty ;

/Negeri dialinkan ke Sekretariat Ditjen Polpur
! Rp. 51.601.580.000,- bertambah menjadi Rp.
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4. Revisi keempat pada tanggal 26 Oktobef 2018, revisi dilakukan' ; pemenuhan

kebutuhan Tim Survey Pemantauan Kondisi Politik-di'Daerah. Pada revisi keempat ini

semua Satker mengalami pergeseran dengan rincian sebagai berikut:

a. Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan' -Wawasan Kebangsaan dari Rp.
12.250.000.000,- berkurang menjadi Rp. 11:850.000.000,-.

b. Direktorat Politik Dalam Negeri dari Rp. 139.847.566.000,- bertambah menjadi Rp.
141.306.169.000,-.

c. Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dari Rp. 7.337.227.000,-
berkurang menjadi Rp. 6.654.686.000,-.

d. Direktorat Organisasi Kemayarakatan dari Rp. 13.558.141.000,- berkurang menjadi
Rp. 13.056.607.000,-.

e. Direktorat Kewaspadaan Nasional dari Rp. 14.350.000.000,- berkurang menjadi Rp.
13.969.152.000,-.

f. Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dari Rp. 52.735.250.000,-

bertambah menjadi Rp. 52.941.270.000,-.

Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan pagu anggaran Ditjen
Polpum pada Tahun Anggaran 2018 terjadi kenaikan dari alokasi anggaran pregram dalam
APBN sebesar Rp. 131.333.816.000,- bertambah menjadi Rp. 240.078.184.000,- dengan

persentase realisasi sebesar 99,80% dan sisa anggaran sebesar Rp.490.962.348,-.

No. Unit Kerja Pagu Awal Pagu Akhir (Revisi V) Realisasi %
(Perjanjian Kinerja)
1. | Direktorat Bina Rp. 12.250.000.000,- | Rp. 11.850.000.000,- | Rp. 11.533.314.856,- | 97,33 %

Idelogi, Karakter
dan Wawasan
Kebangsaan

2. | Direktorat Politik Rp. 31.525.000.000,- | Rp. 141.306.469.000,- | Rp. 141.286.299.079,- | 99,99 %
Dalam Negeri

3. Direktorat Rp. 7.337.227.000,- | Rp. 6.954.686.000,- | Rp. 6.878.009.651,- | 98,90 %
Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya

4. | Direktorat Rp. 14.270.000.000,- | Rp. 13.056.607.000,- | Rp. 12.691.169.250,- | 97,20 %
Organisasi
Kemasyarakatan

5. Direktorat Rp. 14.350.000.000,- | Rp. 13.969.152.000,- | Rp. 13.832.444.827,- | 99,02 %
Kewaspadaan
Nasional

6. | Sekretariat Ditjen Rp. 51.601.589.000,- | Rp. 52.941.270.000,- | Rp. 51.539.642.657,- | 97,35 %
Polpum

Total Rp.131.333.816.000,- | Rp. 240.078.184.000,- | Rp. 239.587.221.652,- | 99,80 %

T
s 7
‘.’.
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Adapun realisasi anggaran Ditjen Politil
Berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut: -~

1. Belanja Pegawai Rp. 31.748.514.000,- Rp. 30.600.417.000,-
Belanja Barang Rp. 208.112.873.000,- Rp. 206.825.549.610,- 99,38
Belanja Modal Rp. 2.163.311.000,- Rp. 2.161.254.627,- 99,90
Total Rp. 240.078.184.000,- Rp. 239.587.221.652,- 99,80

Demikian gambaran pelaksanaan kinerja pada Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum Tahun 2018 yang secara lengkap capaian diatas akan diuraikan dalam
dokumen Laporan Kinerja (LAKIN). Capaian tersebut menggambarkan komitmen jajaran
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terhadap program/kegiatan yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Pelaksanaan program/kegiatan
tahun berikutnya diperlukan kesinambungan dan komitmen serta dilaksanakan secara
sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Politik

Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

I —
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Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Laporan Kinerja 2018

BAB |
=ENDAHULUAN

A. LATAR BELAKAN

e N WA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasgo ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap K/L wajib

menyelenggarakan SAKIP yang meliputii Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan

Evaluasi Kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Penyelenggaraan SAKIP merupakan salah satu wujud komitmen organisasi
penyelenggaraan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumberdaya yang selanjutnya pada tahap pelaksanaan berdasarkan
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Perjanjian Kinerja.

Dengan memperhatikan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, bahwa
Akuntabilitas Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerj
dengan memenuhi kriteria spesifik, dapat terukur, dapat dicapai berjangka

tertentu, serta dapat dipantau d

dokumen Laporan Kinej AKIN) sebagai bentuk perwujudan kewajlban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

program. dan kegiatan yang telah diamanatkan pa kepentingan dalam

rangka mencapal misi organisasi secara te rukur.de gan sasaran/target kinerja yang

telah dltetapkan melalui klnerja instansi pe intah yang disusun secara periodik.

Politik dan Pemerintahan Umum pada Tahun

~_ Penyusunan Laporan Kinerja Dit]
/ ” :,201_8- ini_diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja sebagai fasilitator yang
bungkan antara Stakeholders Pemerintahan dan Pembangunan, mulai dari
: | hingga yang menyentuh langsung pada masyarakat. Program dan

kegiatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dilaksanakan sebagai salah upaya

<
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Pemerintah Pusat untuk mendukung fundamental pembangunan"'pada Tahun 2015,

dilanjutkan dengan percepatan pembangunan  di Tahun 2016, pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah NKRI pada‘Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018
merupakan kelanjutan dari pemerataan pembangunan serta persiapan dalam
menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, hingga pada periode 4 (empat) tahun dapat
terpotret pelaksanaan Nawa Cita didalam Pgehﬂjian Kinerja Ditjen Politik dan
Pemerintahan Umum Tahun 2018.

Dengan demikian, Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan
program/kegiatan di Tahun 2019 sehingga pelaksanaan program/kegiatannya dapat

berjalan sesuai komitmen untuk menuntaskan target pembangunan sampai dengan

tahun 2019 dengan tetap memperhatikan kendala/hambatan dalam pencapaiannya

yang kemudian didukung dengan optimalisasi sumberdaya yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik® dan

Pemerintahan Umum Tahun 2018 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pemberi Kewenangan
dan Pengguna Anggaran Kementerian Dalam Negeri atas Kinerja Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018;

2. Menggambarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja guna memberika
informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam ra

mewujudkan visi, misi, tujuan @édh sasaran Kementerian Dalam Neges#melalui
perjanjian kinerja pada«@iffen Politik dan Pemerintahan Umum;

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan
capaian kinerja atas pelaksanaan program danAkegiatan yang menjadi tanggung

jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemeri mum Tahun 2018.

n kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya
Pemerintahan Umum khususnya dan Kementerian
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2. Terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan.sesuai denga.rllﬁ program/kegiatan
kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi
penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum;

3. Menyediakan referensi berupa hasil evaluasi yang akuntabel dan berkualitas
kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan bagi perbaikan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja serta se®agal bahan masukan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan

Umum pada tahun anggaran berikutnya.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum berkedudukan sebagai komponen pelaksana Kementerian Dalam
Negeri di bidang poitik dan pemerintahan umum, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah
merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan
bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan
ideologi Pancasila, fasilitasi organisasi masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaa
dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan keruk
antar suku dan intra suku, umat b 'éma, ras, dan golongan lainnya sesuai*tengan
ketentuan peraturan pe_ru;ﬁa?@ﬁ:::gan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang politik
dan pemerintahan umum; (3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang politik dan pemerintahan umum; (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

anaan admiﬁistrasi Direktorat

di bidang politik dan pemerintahan umum; dan
- Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Selanjutnya berdasarkan strukt rganisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan

Umum sebagaimana Permendagri N

>

or 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

a Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

.6 (enam) Unit Eselon Il yaitu 1 (satu) Sekretariat yang mempunyai 4

(empat) bagian"'dan masing-masing bagian mempunyai 3 (tiga) Sub Bagian serta 5
: y

3

7

7
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(lima) Direktorat yang masing-masing ”/Z//

masing mempunyai 2 (dua) seksi, kecuali pe /,,
terdiri dari 4 (empat) sub Direktorat dan 2 (0 /’///‘/

dengan bagan sebagai berikut: C

Gambar .
SOTK Direktorat Jenderal Politik dan

tahan Umum

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN Iil : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL NOMOR  :
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM TANGGAL
DIREKTORATJENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN
UuMum
{ SEKRETARIAT DITJEN ]
|
| 2 1 1
BAGIAN BAGIAN "" o BAGIAN
] | | SUBBAGIAN PR SUBBAGAN
Ii DAN. FROGw ANGGARAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL A Mum ‘SUBBAGIAN. SUBBAGIAN I -I SUBBAGIAN |
vty "ADVOKASI KEPEGAWAIAN
1 SISTEM, PROSEDUR RUMAK TANGGA DAN
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I = Spey RS 1 v |
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SuBDIT SUBDIT SuBDIT
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v
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISAS|I SERTA-PERMASALAHAN U:I'AMA

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagal salah satu
komponen di Kementerian Dalam Negeri yang-menjalankan tugas pokok fungsi yang
salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik “lndonesia (NKRI) secara utuh dan
berdaulat, serta melanjutkan pengembangan :}éfn politik yang demokratis dan
berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tantangan ini merupakan
titik awal untuk menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembinaan politik dalam negeri melalui aspek strategis organisasi yang

kemudian dituangkan ke dalam program/kegiatan selama setahun, antara lain:

1. Pembinaan dan Pemberdayaan peran Organisasi Kemasyarakatan yang berfungsi
sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam memelihara, menjaga, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;

2. Perbaikan regulasi bidang politik sebagai bagian dari perbaikan proses politik
melalui penyiapan perangkat peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait
Penyelenggaraan Pemilu dan Partai Politik, penguatan ruang dialog di masyarakat
melalui komunikasi politik agar pemahaman dan kesadaran politik masyarakat
menjadi lebih baik, pendidikan politik bagi masyarakat, bantuan keuangan dan
peningkatan kapasitas kepada partai politik, serta pola hubungan kerja antara
eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan demokra;
berdasarkan Pancasila secara efektif.dan efisien;

3. Peningkatan kepeWgyarakat terkait upaya m(?n' nilai-nilai
kebhinnekaan ataukemMajemukan bangsa dengan menggunakéalpéndekatan sosial
dan budaya, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan

politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk

_kekerasan dalam penyelesaian permasala am masyarakat;

P Penguatan dan pemberdayaan foru m melalui dialog dan komunikasi sosial

dalam rangka kewaspadaan nasional (penanganan koflik sosial) serta penguatan
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa melalui peningkatan kapasitas aparatur
dan masyarakat dalam rangka mendukung revolusi mental dan restorasi sosial;

Upay. berantasan korupsi dan pungli yang didukung oleh Aparatur Sipil Negara
denganinteé'rftas dan kapa/ tas mumpuni di bidangnya, serta memiliki indepedensi

5

7

7
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dari berbagai benturan kepentingan dalam-menjalankan tugas' dan wewenangnya

sehingga dapat membentuk lingkungan’ kerja yang sehat sebagai Wilayah Bebas
Korupsi (WBK); dan

6. Melakukan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi
pemerintahan yang profesional dengan' berberapa program/kegiatan yang
mendukung upaya pemerintahan dalam randka“menciptakan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM).

Mendasari hal tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dapat

mengidentifikasi permasalahan utama yang ada di masyarakat, antara lain:

1. Masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa secara
nasional, sehingga berkembangnya iklim saling kurang menghargai partai politik
sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung
dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta
perkembangan lingkungan eksternal;

2. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap
mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik, sehingga
diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan
mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan
mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus’-menerus meningkatkan
kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian
dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Masih diperlukanannya penanaman dan pemantapan terhadap wa
kebangsaan dan ciWﬁada masyarakat sebagai bentyk : s
dini/tolak ukur dala nghadapi ataupun mengelola potensi kf;ﬁflik yang terjadi di
beberapa daerah, serta diharapkan dapat menjadi upaya konkret untuk-menekan

tingkat fluktuasi dari eskalasi suhu politik yang berdampak luas pada beberapa

_kejadian-kejadian tertentu maupun kejadi. S seperti ancaman terorisme dan

lain sebagainya.

alah yang dihadapi bangsa Indonesia serta

Menyadari akan kompleksitas

,{,,3?’.’ ~ dampak yang terjadi di masa mengatang, Ditien Politik dan Pemerintahan Umum

>

erlu untuk melakukan sinergitas atas pelaksanaan program dan kegiatan agar

lebih-komprehensif dan saling terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

untuk mengeduka;é'i'danmeng

/-

lorakan kembali rasa kebangsaan, paham kebangsaan

6

,.

7
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: ‘ : ."- A - " "_ :
dan semangat kebangsaan melaluipemberdayaan ma _ . Pemerintal

memiliki komitmen yang jelas tentang keberac _ f t | : agal salah
prasyarat penting tercapainya konsolidasi u% ¢ ia - {—Wé\ft’ n |
kebangsaan sebagai terapi ideologis dalam rangka ps ingan karakté?'da&;’gti _d‘iri‘“é

. —
S

bangsa Indonesia, guna membentuk tekad, sik ¢ }"yang dapat menjamin tetap et TR
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 7
Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis nasional yang ada, Ditjen .

Politik dan Pemerintahan Umum memiliki program kegiatan yang sejalan dengan isu- \ .

isu strategis serta diperlukan perhatian di Tahun 2019 antara lain:

1. Penyusunan pokok-pokok pikiran regulasi/kebijakan revisi Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Penyusunan Naskah Akademik dan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik;

3. Penyusunan Revisi Permendagri No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman // ':'. 0
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib "5??’-:3‘#?'-.,’{%( ¥/ /7
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Peng »W I,
Keuangan Partai Politik; s 7 7

Penyusunan Modul Strategi Perlindungan dan Pgngemb

Penyusunan Modul Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan se

pada forum PPWK; v / 7 .?

Penyusunan kebijakan bidang ideologi : awasan kebangsaan;

Ve

N
\C

~~~~~~
N Al

Nyata Ravolusi Mental;
lasional Revolusi Men_ta'lf di"_Daér-ah';i
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

. Penguatan komunikasi sosial kemas

Penyelenggaraan kemitraan pemerin C
rangka penguatan ideologi, karakte We
kewaspadaan nasional, penanganan konflik
dan penyusunan kinerja ormas;

ot

Penyelenggaraan kemitraan dan peningkat pasitas

perempuan, penyandang difabel dan kelompok§entan/marjinal lainnya;
Penyelenggaraan dialog kebangsaan dalam rangka kéwaspadaan nasional terkait

masuknya orang asing/sindikat internasional ke wilayah Indonesia; 7
Penyelenggaraan bantuan keuangan kepada partai politik dan peningkatan
kapasitas partai politik;

Penyelenggaraan Pendidikan Politik untuk politisi perempuan, pemilih pemula,
disabilitas, kaum marjinal dan kelompok marjinal,

Penyelenggaraan Pendidikan Kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni

dan budaya lokal;

yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan na
(10

pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong ”’//.’4/‘/'//‘//

;5 al

akuntabilitas ormas;
Pengembangan kapasitas kemampuan intelijen bagi ap
Penguatan komunikasi sosial terhadap masyarak:

penyelenggaraan pemerintahan umum;

N\
tacs) dim
1O UILQAAO -

:p;. ‘arakatal

e / y

- A

.férﬁéaa"”Eg‘um-i”fj‘:_‘éfugj-‘:‘

’

: yang telah | efbentu di

répa‘daérah: yang belumterbentukforumfo um di
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peningkatan kompetensi/kualitas of nelalui pen
kaderisasi yang berwawasan kebang‘ aan dan r
serta pengembangan keterampilan dalam -ﬂﬂ'
akuntabilitas ormas ;' =
Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Penanganan ik Sosial melalui penyusuna
qerah (RAD);
Pelayanan prima pada masyarakat pada Unit Layanan Administrasi terkait

Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana AKS

Rekomendasi Penelitian Dalam Negeri, Surat Pemberitahauan Penelitian Orang . -;l "
Asing dan Lembaga Asing, serta Surat Keterangan Terdaftar Organisasi
Kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi
di Daerah sebagai bukti tekad Pemerintah dalam mewujudkan konsolidari
demokrasi sebagai bagian dari pembangunan bidang Ideologi Pancasila, Wawasan

Kebangsaan, dan Politik di Daerah;

dengan memberikan pemahaman pentingnya Ideologi Pancasila -’,// :

keberlanjutan Ormas melalui pengawasan eksternal %ﬁf/ 7
1

7
.

- ' i /.‘ =1/ “ry
masyarakat diantaranya melalui forum-forum di masyarakat seperti FKDM, FPK;

FKUB, Majelis-majelis Agama, Tokoh Masyarakat, am-fa
masyarakat;

Dukungan aktif dalam upaya mensukseska entak

2018 maka Pemerintah Daerah dihi membentuk Tim Pemantaudh,
Pelaporan dan Evaluasi _ | /W/W :

.........

berkembangnya politi

A0Al . DAaNnNan. anltisic

~ ~ ~ harnm e A Al
L;.S"‘P‘;--llsﬁmﬁ_-. narmonis ale
M > , vt .“N
K tata kelola pendirian run
A2

u L A AN
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peningkatan kualitas isi dan keter .
pemerintah pusat dan daerah; | : |
Pengembangan edukasi politik dan
persatuan dan kebangsaan kepada masyal
Penguatan kohesivitas sosial melalui kegia a
Pelestarian dan pengamanan nilai-nilai bu@ya nasional beserta hasil-hasil
kreativitas turunannya, termasuk pengalihan (pengaku'an) nilai budaya oleh pihak
asing; 7
Menyediakan ruang-ruang publik untuk memfasilitasi penyelesaian masalah sosial
kemasyarakatan oleh masyarakat sendiri, seperti Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

Pemeliharaan situasi sosial kemasyarakatan yang sudah kondusif pada daerah
pasca konflik; !

Peningkatan kualitas dan efektifitas media center di daerah pasca konfl

perbatasan, pulau terpencil dan terluar; /;//}/7

2

Penguatan peran institusi kemasyarakatan dan kelompok/lembaga usaha €

di daerah dalam menopang ketahanan ekonomi nasional sebaga

.

terhadap solusi konflik berlatar belakang sumber daya ekonomi

7

sumt

daya alam.

- % | 4 4
] ﬁm"“!‘?‘?zIp~:‘.;l.rail|lg".'§";‘m:.i i

A s, At ST A P
- TS e ) P ™
L T—
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c. Meningkatkan kerjasama pemerintah 4f'r-‘;a‘-'_ Jun a
memperkuat daya saing kegiatan -7._:'
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,; / A

d. Meningkatkan kualitas dan peran fasilitasi
keamanan dalam negeri melalui pengu /
kewaspadaan nasional di seluruh daerah-daere
Indonesia;

e. Memantapkan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas serta profesionalisme
aparatur Negara di pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional
melalui penguatan terhadap seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai bentuk
tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui revisi Permendagri Nomor 43 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
umum, yaitu pelaksanaan tugas FORKOPIMDA,;

g. Tindak lanjut dari pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

1.

‘struktur politik  (sup

w#ile AAal
POIUK  ddal
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BABHII

RERENEANAANRKY INERA

Dalam penyelenggara:em perintahan ] i erangka” Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya
sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan

dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai

™

bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik

(Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan
berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada good

governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi
pembangunan pada tahun 2015-2019 sebagai tolok ukur dan alat-bantu dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan pemerintahan umum dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan: dalam negeri.
Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan
Ditien Politik dan Pemerintahan umum untuk secara konsisten melaksanakan
program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bida
pembinaan dan perumusan kebijakan Relitik dan Pemerintahan umum.

2015-2019

dimaksudkan sebagai .panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai

Penyusunan Renst itjen Politik dan Pemerintahan U

instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Um sudkan dalam rangka

pehyiapan dokumen perencanaan pemb n 5 tahunan, serta bertujuan untuk

memantapkan terselenggaranya kegiat egiatan prioritas sesuai dengan visi, misi,

tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan umum
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secara menyeluruh dan terintegrasi dalan ‘%,%w
Negeri khususnya dan kebijakan pembangun ﬂ‘/w:"‘w; |
1. Visi '

Direktorat Jenderal Politk dan Pemeri

mengenai keadaan yang ingin diwujudkan di

“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik
Yang Demokratis Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Misi
Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan upaya-

upaya untuk mewujudkan visi sebagai berikut:

a. Memelihara dan memantapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupe

Republik IndoneS|a
b. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokrati
c. Menjamin, memelihara dan mengembangkan nilai-ni
karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan U

3. Tujuan
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5. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen F’
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerinf’ An Ur
I dilingkungan Kementerian Dalam Neg
Tujuan, dan Sasaran Strategismenetapkan At %V

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sertam tapkan sistem politik dalar

negeri yang demokratis.” dengan strategi sebagaiberikut:

a. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan B/
nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi R
sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan
pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum;

b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk
memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI;

c. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan

serentak tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mendukung & ah

“Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Urus /Z//’,{Ym,;f%'//
Prog Pemb Politk dan Penyelenggaraan U ////Z//Z%//j// '

diarahkan pada upaya pembinaan dan pemberdayaan r/ /.//‘// :

= KONO

D
e

strategi Ditjen Politk dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 aan
1

(1] |

1 N

! AL | arlatar
----- 1l ICUCIT] DClidlal

e
e

- . 3
0 wva ekonomi (senak [a lan

o JKE! Jﬁf
\ -

Jatar belakang Permilu

an Pilkada. -

Pe ' dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

g .m. 2giatan sebagai berikut:
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1. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organ
o

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksa

dan dukungan bagi peningkatan peran- o

dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): .~ /

~
oy,
®

.

- wvan la T

aﬁaﬁ"’-
PRt -

Jumlah peraturan perundang-undanga

kemasyarakatan; \
Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kiner]a pelayanan Pendaftaran,

data base, sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa, monitoring
dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing;
Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik
dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan,
penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain melalui kemitraan dengan
ormas;

Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah
pergurun tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemt
ormas;

Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan komp salits
0077

penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berw

memperkuat ketahanan nasional serta pe ‘gemb
rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas

Penyusunan pengukuran kinerja or

-
e
1 . O e P e
loa di masvarakat ,;a..:;‘.':.w'c?“ r

N

nal dan daerah;

) o i e 2 z |
e e i a-.-.:::_-'jvﬁ- :
.

erapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik;
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- Jumlah pengembangan sistem‘ jetah

.

- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan poll

3. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Soslia ds n Budaya

pengembangan dan pemanfaatan

- Jumlah penguatan Pokja Demokrasi;

- Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi [

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan,

pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan .

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah peraturan dan pedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan
agama;

- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan
pendekatan seni dan budaya lokal;

- Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi forum pertemuan, rapat koordin
terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan Konflik perebutan SL
melibatkan pemerintah, CSO, Dunia Usaha dan Media Sosial -25?57 o
Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan Iembag ‘/ 7

- Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komuni /// // i
tan; 7

masyarakat terkait dengan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakai

- Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi 'ngm -
dan Daya Saing Daerabh; L

- Jumlah daerah yang terpetaka
budaya;

Jumlah hasil

il

2 Y
By A~ . VALt
[Kator Kinerja Kegiatan (IKK):

“-'-“.W—-;?
perundang-undangan da

- i
s TP S
— - S_——

e SN,

Jatkan Penguatan dan pemberdayas

an forum dialog

1 ] anganan konflik 503|al) "s"j_e'_lg_r_'uhfvl'rfl'dbshesia;
un -ﬂ%@?c ar I an kapasitas masyarakat dah_p,érhérintah daerah;
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- Jumlah daerah yang telah dipetak “/a.v

g WA S
/ e
. o A=
i R AT e e
. i

-
(ot VT g e
e e v

secara efektif dan teratur di 34 Prov
- Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja i
dalam rangka penanganan konflik sosi
- Jumlah Peningkatan layanan publik khust
orang asing; .
- Pengembangan sistem peringatan dini dalam penaﬁganan konflik.

5. Kegiatan Bina ldeologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan dan
fasilitasi penanganan konflik dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah Peraturan perundang-undangan dan pedoman dalam rangka penguatan
karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa; f

- Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam
G

penguatan karakter bangsa; /
- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegar i
- Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dar orasi s
%

- Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan K

A

=,

tersedianya database serta pemutakhiran t w. faan dan

na
i

an ini adalah terse

fa

~ 33

untasi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Politik dan
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- Jumlah dokumen pelaksanaa

N

kepegawaian dan peraturan perunda
Kesatuan Bangsa dan Poliik Dalam
- Jumlah Penyelesaian Operasional

ketatausahaan Lingkup Ditjen Politik da\

- Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan‘Operasional Kerja (Pembayaran
Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) .
yang tepat waktu; R

- Jumlah Pengadaan sarana dan/Prasarana hon mengikat.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, pada Diktum Ketiga menegaskan bahwa "semua pimpinan
instansi pemerintah membuat perjanjian kinerja dengan pejabat dibawahnya secara:
berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu r
sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kine /

menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil ma

Ketentuan tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan Perjg ..//,, ing | / ,
di lingkungan Kementerian/Lembaga. Perjanjian Kinerj /
lembar/dok jadi d t komit erisikan penugasa
embar/dokumen yang menjadi dasar pernyataan ko |me / %

Wi
//////M/,;f/////;/'

r/,/ : :

ar
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Perjanjian Kinerja'Eselon.|
Direktorat Jenderal Politik dan

Meningkatnya ketahanan dan | Jumlah peristiwa gangguan <20

kewaspadaan ideologi, keamanan dalam negeri peristiwa
wawasan kebangsaan, berlatar belakang ideologi
ekonomi dan sosial budaya radikal, isu separatisme,

sumber daya ekonomi
(sengketa lahan dan SDA)

2. | Terpeliharanya kerukunan Jumlah konflik berlatar <5
komponen bangsa guna belakang isu SARA
mewujudkan stabilitas

keamanan dalam negeri

3. | Terpeliharanya stabilitas Persentase peristiwa konflik <10%
politik dalam negeri dalam berlatar belakang pemilu dan
rangka mewujudkan pilkada

demokrasi yang berkualitas
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A. TCARATANIKINER

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jen | Politik'dan Pemerintahan Umum
Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target)
masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran
dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran program dan kegiatan \._.
yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat

keberhasilan pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menetapkan tujuan
dan sasaran program beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan
kinerja, baik berupa output maupun outcome. Indikator tujuan menginformasikan
capaian kinerja sampai dengan tahun kelima sesuai periode Renstra Direktorat Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019. Capaian kinerja Direktorat Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 secara keseluruhan disajikan dalam
bentuk perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya ‘sebagai'
berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan,

Ekonomi dan Sosial Budaya

. / o o
! -

Dalam raagka -men;ag& persatuan d : Ditien Politik dan ]
Pe.memj'aﬁ’tjmurrr mempu,nyal sasaran pertama yaitu "Meningkatnya y

20




o
3',4:":’5’{ :
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum V

df - -
Kementerian Dalam Negeri 1',’,/’ /.#‘;:':,’4-";# —
L Kinerja 2018 : .
aporan Kinerja /;:::/";?f-:‘ .
'

Al B

L7 r

7

secara nasional sejalan dengan tugas fungsi |
# , o

Umum. ,, .

% :

CAPAIAN KINERJA SAS,
- ez
Tabel 31
Pengukuran KinerjaSa:
Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan ldeo
Dan Sosial Buda ~

1. Jumlah peristiwa gangguan <20 58 68 78 47
keamanan dalam negeri perisitwa perisitwa | peristiwa | peristiwa
berlatar belakang ideologi
radikal, isu separatisme,

sumber daya ekonomi

(sengketa lahan dan sumber
daya alam)

1
D) A

"

Definisi Konflik Sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 te

Penanganan Konflik Sosial dalam Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa:

Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/ata »;’?%/

i
dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau ;-.-r-/ /,,_/{'/%/
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibat / W;{ '
disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabi!j,tas // E

pembangunan nasional.

fungsi, sebagai berikut:

.......

1. Penyiapan ba

onflik dan pemulihan pasca k

— e —et. e

44444 Hihe ) A 1Tlik serta monitoring dan evalu

/Al

> : SIS
O ol S .

fleknis dan supervisi di bidang pencega
P - TS NP ~ o

" - #
e T

—=

M

pierhéhiél]’éﬁf é\?éluééi'}, d;aiﬁ; 'ﬁelap;dfrah di bidang
konflik dan pemulihan -péécg.kthlik serta monitoring
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Dengan mempertimbangkan fungsi diatas, tugas Ditjen Pol'ﬁlum yang berkaitan
dengan peristiwa gangguan keamanan dalam negeri atau bersifat konflik sosial dapat
diantisipasi lebih awal dengan melakukan koordinasi, pembinaan umum, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan baik pada masa pencegahan konflik, penghentian konflik, maupun pemulihan
pasca konflik.

Senada dengan tugas fungsi dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik”.
Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi bahwa Pencegahan Konflik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;

2. Mengembangakan sistem penyelesaian secara damai;
3. Meredam potensi konflik;

4. Membangun sistem peringatan dini.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sesuai
dengan kewenangannya selaku Pemerintah Pusat melaksanakan pencegahan konflik
melalui penyelenggaraan program dan kegiatan berupa: penguatan kerukunan umat
beragama, peningkatan forum kerukunan masyarakat, pendidikan bela negara dan

wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi peraturan perundang

penguatan kelembagaan dalam ra A sistem peringatan dini, penanamaps i-nilai
intergrasi kebangsaan, FWZZS kearifan lokal, serta keserasian dan ketahanan
sosial. '

Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) jumlah peristiwa

konflik sosial tahun 2015 secara keseluruhan onesia adalah 58 peristiwa,

- tahun 2016 lebih tinggi 10 peristiwa yaitu Istiwa, tahun 2017 meningkat kembali

lebih tinggi 10 peristiwa yaitu 78 peristiwa,@dan untuk tahun 2018 terjadi penurunan yaitu

47 peristiwa. Memperhatikan peristiwa konflik yang terjadi selama 4 (empat) tahun sejak
o -2018, hal ini perlu menjadi pokok bahasan penting bahwa peristiwa konflik yang
a bersifat lokal tidak ada berlangsung dalam waktu lama/tertentu sehingga

tidak “berdampak: luas bahkansampai mengakibatkan ketidakamanan, disintegrasi
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sosial, mengganggu stabilitas nasional dan/atau sampai menghambat pembangunan

nasional.

Melihat dari regulasi yang ada, sejatinya amanat dari peraturan perundang-
undangan tersebut sudah dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sesuai
dengan kewenangannya. Jika dilihat dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2018,
realisasinya untuk angka sebesar 47 lebih bes&ari jumlah target <20 yang telah
ditetapkan terlihat tidak sesuai dengan harapan. Tetapi jika melihat dari amanat
peraturan perundang-undangan jumlah ini tidak memiliki dampak yang signifikan,
karena seluruh peristiwa konflik dapat diselesaikan pada tingkat Pemerintah Daerah
secara berjenjang dengan upaya-upaya yang ada sesuai peraturan perundangan.
Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik di daerah yaitu melalui pembentukan,
pemberdayaan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial yang berada di daerah. Berdasarkan kondisi ini dapat dinyatakan bahwa target
untuk menekan angka gangguan keamanan dalam negeri yang bersifat konflik sosial
pada tahun 2018 masih dalam kondisi aman terkendali.

Tabel 3.2

Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian
dengan Indikator Kinerja Program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

No Indikator | Target | Capaian % Indikator Kinerja Unit | Target | Capaian % | y/
Kinerja Kerja Eselon | ,.//
Utama /
1. Jumlah <83 Tahun 130,12 | Jumlah peristiwa <20 Tahun 100
peristiwa 2015: gangguan keamanan 2015: 0 4
konflik 58 dalam negeri berlatar
sosial Tahun | 118,07 f’ae(;?r;"?sl:deo'og' Tahun | 100
2016: ' 2016: 0

separatisme, sumber

68 daya ekonomi

Tahun | 106,02 | (sengketa lahan dan Tahun 100
2017: sumber daya alam) 2017: 0

78

Tahun 143,37 Tahun 100
2018: 2018: 0

47
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P
wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial . budaya diharapkan'.“‘dapat mendukung
secara langsung terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Target pada indikator
Kementerian Dalam Negeri terkait jumlah peristiwa konflik sosial guna terpeliharanya
persatuan dan kesatuan bangsa yaitu jumlah-peristiwa konflik sosial< 83 peristiwa.
Perhitungan persentase pencapaian target sesuai dengan rumus PermenPAN-RB

Nomor 53 Tahun 2014 yaitu:

(2 x Target) — Realisasi

X 100%
Target

Rumus ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah peristiwa konflik yang
terjadi, maka pencapaian kinerja dianggap semakin rendah. Pada tahun 2015
persentase terhadap jumlah peristiwa konflik berjumlah 58 peristiwa dengan persentase
capaiannya sebesar 130,12% lebih rendah dari target yang ditetapkan Kementerian
yaitu < 83 peristiwa, pada tahun 2016 sebesar 68 peristiwa dengan persentase capaian
menurun menjadi 118,07% dibandingkan tahun 2015, untuk tahun 2017 sebesar
106,02%, dan tahun 2018 sebesar 143,37%.

Lain halnya jika dilihat dari target Eselon I, bahwa target jumlah peristiwa
gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme;
sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) memiliki target <20
selama 1 (satu) tahun anggaran. Jika dilihat dari jumlah yang ada, pada tahun 2015
sebanyak 58 dan tahun 2016 sebanyak 68 peristiwa konflik; tahun 2017 meningkat lagi
menjadi 78 peristiwa konflik, dan untuk tahun 2018 menurun menjadi 47 peristi
konflik, tentu saja hal ini melebihi target yang telah ditentukan <20. Namun |i ilihat
dari Undang-Undang NMJ??ZOH Tentang Penanganan: : éelama 1
(satu) tahun tidak terjadi konflik yang berskala nasional, maka dapat dikatakan capaian

kinerja Ditjen Polpum berada pada angka 100% dalam penanganan peristiwa gangguan
aratisme, sumber

keamanan dalam negeri berlatar belakang id'ggl

daya ekonomi (sengketa lahan dan sumbe

Indikator keberhasilan berkaitan an capaian kinerja untuk menekan jumlah
peristiwa gangguan keamanan dalam #egeritidak hanya dilihat dari jumlah peristiwa
g terjadi, tetapi juga dilihat darijUpaya-upaya yang sudah dilakukan untuk tetap

a kondisi aman dan damai dalam masyarakat sesuai dengan amanat

peraturan pertindang-undangan, sehingga di tahun 2018 ini dikatakan berjalan dengan
aman terkendali. Terlebih ketika dipahami bahwa sebagian besar peristiwa konflik sosial
' 24
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P
di Indonesia berlatar belakang ideologi, politik;  ekonomi, sosial',.“‘dan budaya yang
menjadi capaian kinerja Kementerian Dalam-Negeri terhadap jumlah peristiwa konflik
sosial secara keseluruhan tidak berdampak ‘secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari
implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan
konflik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun:2012 Tentang Penanganan Konflik,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentehyPeraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan :

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri diberi kewenangan untuk
mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sebagai salah satu program strategis
nasional melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang pembentukannya
dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertujuanuntuk
mengefektifkan koordinasi antar lembaga/instansi terkait, sebagai upaya penanganan
konflik sosial melalui kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan
pasca konflik sehingga skala konflik tidak sampai pada tingkat nasional sudah dapat
terselesaikan.

Kegiatan koordinasi guna mencegah konflik.secara luas terdapat pada pasal 6
ayat (1) pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, yaitu "Menteri, Gubernur da

Bupati/Walikota mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penet

Status Keadaan Konflik; b) tindak arurat penyelamatan dan perlindun
dan atau c) bantuan pen n TNI”. o

Penetapan status keadaan konflik dilaksanakan secara berjenjang, apabila suatu

rban;

Kabupaten/Kota terjadi peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/\Walikota tidak sanggup

menghentikan konflik dimaksud, maka Bupati ajib melaparkan penetapan

status keadaan konflik skala Kabupaten/ epada Gubernur dengan tembusan

kepada Menteri serta DPRD Kabupat ota. Demikian jika tingkat provinsi tidak

sanggup menyelesaikan, maka Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status

aan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan
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dilaksanakan dengan berpedoman p‘ da- 16

mengatur mengenai penanganan konflik s g

Berbagai upaya penanganan konfli ‘
Rencana Aksi (Renaksi) Tim Terpadu Pen ne

maupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya renc

o :
Oliak

melalui sinergi antara program/kegiatan Ditj

a aksi ini, upaya deteksi dini dan
cegah dini terkait permasalahan atau potensi konflik baik di tingkat pusat maupun
daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu dengan adanya rencana aksi
terpadu yang di susun dan dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/instansi, upaya
pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan pemerintah dan pemerintah
daerah akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri
melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam rangka memelihara
persatuan dan kesatuan bangsa melalui peningkatkan ketahanan dan kewaspadaan
ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud g:.- Y

Kementerian Dalam Negeri:

Sosial Berdast
12) selama 4 (empat)

Perbandingan Peristj

“ Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA mSARA = |[POLEKSOSBUD

a: Direktorat Kewaspadaan Nasional
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Perbandingan peristiwa konflik sosial b :e"/f..

Tahun 2012) di tahun 2015 dan 2016, se.b

1. Tahun 2015 jumlah konflik yang terjadi 58 p Jr{‘y’?
- Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 46 r/:
_ Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa atau &
- Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas \Wilayah/SDA/Distribusi SDAberjumlah
11 peristiwa atau 18,96%. i
2. Tahun 2016 jumlah konflik yang terjadi 68 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut:
- Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 51 peristiwa atau 75%,
- Perseteruan SARA berjumlah 2 peristiwa atau 2,94%,
- Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA
berjumlah 15 peristiwa atau 22,05%.
3. Tahun 2017 jumlah konflik yang terjadi 78 peristiwa dengan rincian sebagai berikut:
- Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 66 peristiwa atau 84,61%,
- Perseteruan SARA berjumlah 0 peristiwa atau 0%,
- Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/S

berjumlah 12 peristiwa atau 15,38%.

- Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 42 peristiwa
- Perseteruan SARA berjumlah 0 peristiwa atau

«=@=Jumlah Peristiwa Konflik Tahun 2015

:DirektoratAKewaspadaan Nasional -  ’

o
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b. Provinsi Jawa Timur 6 peristiwa konflik;
c. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Prov
berjumlah 5 peristiwa konflik; | T

d. Provinsi Papua berjumlah 4 peristiwa konflik; |

e. Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara masing-masing
berjumlah 3 peristiwa konflik;

f. Provinsi Jambi, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Maluku masing-masing
berjumlah 2 peristiwa konflik;

g. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan,
Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat m:
masing berjumlah 1 peristiwa konflik; ///

h. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi

m// 3

Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kalimani Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provi ’

masing 0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang

@ Jumlah Peristiwa Konflik Tahun 2016

a: Direktorat Kewgiépadéan Nasional ;
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o ot ot <. R

7 s . P

- / - ,,”—_.,:” 7 o
Berdasarkan pengelompokan wilayah/Pro ), ristiwva konflik -

sosial di tahun 2016 berjumlah 68 peristiw’ f.% , ; ﬁ@xﬁ?&%\:

a. Provinsi Papua terdapat 11 peristiwa konflik; =~ ' Ié‘:i‘:&w‘l"kg“ N

b. Provinsi Sumatera Utara terdapat 8 peristiwa konflik;

c. Provinsi Lampung, Provinsi Jabar, Provins ,:;!
berjumlah 5 peristiwa konflik; |

d. Provinsi Riau terdapat 4 peristiwa konflik;

e. Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua Barat terdapat 3 peristiwa konflik;
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I
Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku
Utara masing-masing terdapat 2 peristiwa konflik;

g. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Maluku masing-
masing terdapat 1 peristiwa konflik;

h

. Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi 7

Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan oVir
Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Gorontalo r sing

0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

#

Grafik 3.4
Rekapitulasi Peristiwa Konfli
Pengelompokan Wilaya

osial Berdasarkal
ovinsi di /?({/,4'//({

>4

[ ]
[ ]
@
[ ] [ ] [ ] [
[ ]
[ ] o 00
o L = [ ] [ ]
P XSSO O > S AR L >
& o @ & e\é?(ég-\‘é&o‘\ é\@‘\ &€ 's‘fo&fooé&ﬁo& S EFPLE 6’1@“& 8
@{b @6 & ’@ +QQ *}5.\0@ “5‘{»4{’ r$xx 6&0 S 006 3
o & 0T T ¢ S SE
& & ° e
&

@ Jumlah Peristiwa Konflik Tahun 2017
a: Direktorat Kewaspadaan Nasional
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sosial di tahun 2017 berjumlah 78 peris r/’%‘{:j

a.
b.

C.

. Provinsi Sumatera Utara 4 peristiwa konflik;

. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi

. Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Riau, Provinsi Bali

. Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pro

—
Berdasarkan pengelompokan yah/Provinsi, 1 |

A KG |
Provinsi Papua terdapat 15 peristiwa konfli il
Provinsi DKI Jakarta 11 peristiwa konflik;
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Prov
konflik;

Lampung, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi masing-masing berjumlah
3 peristiwa konflik;

Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Aceh,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Jawa Tengah

masing-masing berjumlah 2 peristiwa konflik;

konflik;

iau, Provinsi rovinsi Kalimantan Tenga rovinsi m'.r/vri///{/ g .'
zrov;nspi Kalima|:::;1 |:I_;arat, Pr:vlinsi }:alimZnt:nhLJt:ra, F ’///'/‘/Z{;/o//v/'/'/'// 1/

dSIf]
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Berdasarkan pengelompokan w /Pro\ .{{:( '

ilayah/F
sosial di tahun 2018 berjumlah 47 4r,_
Provinsi Papua terdapat 7 peristiwa koni I/ o

. Provinsi Jawa Timur terdapat 6 peristiwakon

a.
b

c. Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 Peri
d. Provinsi Maluku terdapat 4 Peristiwa konflik; . " :-‘;‘;_';,
e. Provinsi Jawa Barat terdapat 3 Peristiwa konflik; \ |
f. Jakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara terdapat 2

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DKI

Peristiwa konflik;
g. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara dan Lampung terdapat 1 Peristiwa konflik;
h. Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat
Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara di masing |

daerah tersebut tidak ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

Grafik 3.6
Perbandingan Data Peristiwa Konflik Sosial
Periode Tahun 2013-2018

wJumlah w=Target

—_— - = - —
,—'\d. m_a_,.__*ﬂ.r::;r\:ﬁ‘;w
— i

Tt P Py
N ™ ey g

e s et -~

enam) tahun terakhir mulai tahun 2013-2018 telah
a konflik dengan rincian sebagai berikut:
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» Tahun 2016 telah terjadi 68 peristiwa konflik:

= Tahun 2017 telah terjadi 78 peristiwa konflik: a8
= Tahun 2018 telah terjadi 47 peristiwa konflik. 2

Sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat dilihat grafik peristiwa konflik sosial
bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun bergerak menurun mulai tahun 2013 sampai
tahun 2015. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat kenaikan setiap
tahunnya sebesar 10 peristiwa konflik, sedangkan pada tahun 2018 terjadi
penurunan sebesar 31 peristiwa konflik. Konflik yang terjadi dalam hal ini secara
langsung tidak berimplikasi utama, karena konflik yang terjadi tidak menghambat_

proses pembangunan termasuk pemberdayaan manusia di daerah tertinggal, konf

VaASao

G ’, .
.............
.............

n Nasional, hal yang menj

Ut dcal |

vn.!i.‘éﬁ”lg-n_ denaoan 1

TS e

, “ ) 3
{2 Tentang Pe an Konflik Sosial serta

egeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015
oordinasi Penanganan Konflik ~ Sosial. ~Guna
penangangan konflik sosial secara terpadu sesuai tugas
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dan fungsi dari masing-masing “Ke

peraturan perundang-undangan, yan -/' atkan untuk mem T "‘“ Tim
Terpadu Tingkat Pusat dan Tim Terpad / ar anganan Konflik

Sosial, yang salah satu tugasnya adala

Konflik Sosial (Renaksi PKS). Efektifitas dan |
serta kebijakan yang tengah berlangsung te

encana Aksi Penanganan |

Q}-'
ktifitas pemberlakuan regulas

enjadi optimisme dan harapan
dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga pérlu secara terus-menerus
ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalui pembinaan, -,-'.|

fasilitasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat

maupun di daerah memerlukan kemampuan dalam memahami masalah
penanganan konflik sebagai bentuk kewaspadaan nasional. Untuk memberikan
pemahaman yang baik dalam menangani konflik diperlukan pelatihan bagi para
penyelenggara pemerintahan. Untuk mencapai tujuan pelatihan, maka setiap
pelatihan harus disusun modul/kurikulum yang berisikan materi-materi yang periu
diberikan kepada peserta pelatihan agar memiliki kemampuan sesuai de ¢

;

yang diharapkan. ;/»
Akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dap

3 _.9" aks :mf)a @an . / :

karena adanya efisiensi atau kebijakan Penghematan da -W o

K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun An /// ' P
meny

indikator dimaksud dilakukan rasionalisasi target o 4/4'/'/ //4/(//“ ‘

alokasi anggaran.

=] a =~y

layah Indonesia dilaksanakan di 2
PRSP A i
-”’w.mm:ﬁ“_’(',,;\:ﬁw S

< .glfa,uf’géda; goal
on, 3. Adi Sucipto Kim 11, Tanjung Pinang
PéSerié‘beﬁr}l_'bialddjfsépéh{giék':'iOO ‘orang yang

At Lt _:,I.m_é

hat Pemerintah Dae»rah_.r(‘Bia(jan-_ 'Kéébangpol Provinsi
Bakesbangpol Kab/Kota wilayah Kepulauan Riau,

33



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Laporan Kinerja 2018

Dinas/OPD/Instansi terkait), To ﬁ \c n: 7 'm":w:‘ ’{_{,w |
(FKDM, FKUB, FPK) dan Ditjen PG / ‘_ gri. dan dilaksanakan
Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara pada ti al 23 Juli 2018 d’i(ﬁdtekgr_a}nd

Dafam, Kota Ternate, Provinsi Maluk" '

Pemuda/Mahasiswa/Ormas Pe

serta Forum Dialog sebanye

110 orang yang berasal dari unsur P&@abat Pemerintah Daerah (Badan
Kesbangpol Provinsi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua
Barat, Bakesbangpol Kab/Kota wilyah Maluku Utara, Dinas/OPD/Instansi vl
Vertikal terkait), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
Pemuda/Mahasiswa/Ormas Pemuda, Forum-Forum Kemitraan Masyarakat
(FKDM, FKUB, FPK), serta Ditjen Polpum Kemendagri. Kegiatan dialog ini
menjadi salah satu upaya dalam rangka:
¢ Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran masyarakat terkait
terciptanya rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat; dan p

e Mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan

Y

cinta tanah air dan sadar hukum dalam kehidupan /r/// )
' ,_','4;

dan bermasyarakat sebagai sarana untuk antisipasi, deteksidini; C i
dan lapor dini terkait masuknya orang asing / sin /MW A

W ‘

membudayakan, melembagakan dan sekaligus memperte "
f

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut pe kana
para peserta dialog adalah:

e Terus tingkatkan peran dan

e

, cAaMmMa 2 P12 VZaYa
-"?»‘vl!*nsﬁ.|U|.~'¢L..;.:z.‘u.o.u'
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e Manfaatkan forum-forum kern ./-//
‘ ' v T
Dini Masyarakat (FKDM). Fo’ /‘:’

S

A
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

ot

T " ~
'I-d";:;mq-- A e
~
U E!Iaﬂ]s%]

AT R
—
.

e — <

pengawasan

kemasyarakatan lainnya sebagai mitra an

kegiatan orang asing di daerah. R

e Tingkatkan kewaspadaan dini selaku Aparatur Negara dan Kewaspadaan
Dini masyarakat terhadap potensi ancaman,“tantangan, hambatan dan
gangguan yang dapat timbul dari keberadaan dan kegiatan orang asing dan
lembaga asing di daerah;

e Untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa serta pelihara dan

pertahankan keutuhan NKRI sebagai prioritas utama.

b. Rapat Koordinasi dan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan
Pemerintah daerah dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di daerah yaitu :(1) Provi

Kalimantan Utara, Kota Tarakan, 14 Februari 2018; (2) Provinsi Jawa

Kota Semarang 15 Mei 2018; (3) Provinsi Sumatera Utara, ota M

September 2018. Dengan peserta sebanyak 70 orang /J/,,/ray g

"

pejabat dan staf kesbang, Unsur SKPD, Perwakila ///}/ff/”/

Camat, unsur Forkopimda, unsur Polsek dan r remo

—

#

kegiatan.

P
-------- — 1

vinsi dan kab/ko

masyarakat melalu penyatuan persepst

lisi da
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¢ Menghilangkan ego sektoral ;/-. ntino an dalan
, S

upaya meningkatkan sinergitas -a tal

peningkatan kewaspadaan nasiona

e Meningkatkan peran serta masyar i 'Réi#":t,r_aa
pemerintah dan masyarakat seperti'FK KDM, FPK dan forum-forun

lainnya sebagai saluran komunikasi dan“koordinasi peningkatan bidang
kewaspadaan nasional dengan mengedepankan peran lembaga budaya
atau adat serta menghormati kearifan lokal. ol
e Menjaga iklim yang kondusif di daerah melalui peningkatan koordinasi
antara Pemerintah, Pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam

mensukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

c. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewaspadaan Nasional.
Kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di daerah yaitu Provinsi Jawa .

Timur Kota Malang. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 100 orang ya

Malang, FKUB dan FKDM Kota Malang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengawasan dan ev aluas :
Pemerintah Daerah dalam menghadapi berbaga

disepakati yaitu:

e Mendorong Pemerin
untuk me Tim Kewaspadaa

' hun 2018 tentang Ke

laupun daerah khususn:

fi pembinaan dan fasiitasi kel

Konflik Si')—'sial.itihé[éf- r'if';i'sfi-br')al";:» Provinsi, dan

AN mitra 'strategis'rlai.nriya '-di.f'déefah dalam rangka
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optimalisasi pelaksanaan //;?,,
FKUB, FKPT, dan FPMMI9 F am F
Indonesia). :
e Mendorong peran serta masyarakat r _
pemerintah dan masyarakat sep f A_

forum-forum lainnya, sebagai saldfan< komunikasi dan koordinasi

peningkatan bidang kewaspadaan nasional deﬁgan mengedepankan peran

lembaga budaya atau adat serta menghormati kearifan lokal serta perlu
adanya penguatan fungsi FKDM sebagai pelaksana utama unsur
masyarakat kewaspadaan di daerah.

e Meningkatkan pembinaan dan mengkoordinasikan Gubernur, Bupati, dan
Walikota serta kecamatan dalam peningkatan peran Forkopimda dan
Forkopimcam dalam rangka kewaspadaan dini di daerah serta adanya
penguatan kelembagaan Forkopimcam dalam membantu pelaksanas

urusan pum di daerah.

d. Forum Komunikasi dan koordinasi nasional faham radikal, forum %ﬁ';’ n -
2r |

untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antara ap w/r/)/// h

///'/,/’////Z/

o . 2
masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani berken aham
777 7

radikal di daerah. Pada 25 Juli 2018 ini dilaksanakan di Kota Bogor Jawa Bara
dengan jumlah peserta 60 orang pesert 'é\ng '}/};%%%/
Kota Bogor, Pejabat yang Membidangi di Badan Kesl pol Kota Bogo
SKPD di lingkungan Pemerint //// ////////»///,//
Toga/Tomas/Toda di wi

berikut:

faham radikal pe

enanganan radikalisme d

an terori

e‘sépakatah’if bersarﬁ-af ~sebagai pedoman _dalam

anaan program masing-masing instansi
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e Mendorong pemberdayaan "{////

kemitraan pemerintah daerah dan-masyaral

ik

PPWK, FKPT, dan forum-foru ﬂé‘{/
7

koordinasi dalam mencegah berkemil
¢ Mengedepankan dialog antar uma
antar pemimpin dan umat beragama gtina-mencegah penyebaran faham

kebencian serta meningkatkan kerjasama dalam penyelesaian masalah

social secara bersama-sama; b
e Aktualisasi nilai-nilai pancasila perlu diimplementasikan pada semua aspek,
khususnya aspek pendidikan disemua jenjang pendidikan, dengan
mengedepankan pendidikan karakter bangsa, budi perkerti dan kearifan

lokal.

e. Penyelenggaraan Forum Dialog dalam rangka Cegah Dini terhadap
Perkembangan Konflik di Daerah dan Pembahasan Isu Strategis Iai '
Pada 26 April 2018 di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah,
oleh 80 orang (Kesbangpol Provinsi, unsur TNI, Polri, SKPD, .«f‘?:";

dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala.

diikuti oleh 140 orang peserta dari unsur /W///MZ/
kabupaten/kota terpilih. ' // A '

f. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Kewaspadaan Dini di Daerah pada tanggal 28 Feb
J

N
/
. Sosialisasi Peraturan Menteri

\/ O |

q'kani p-agataﬁggélﬂAprlIzOI& f’?grfe mpat di Hotel

ral Sudirman Mandati Il Wangsel Kabupaten Wakatobi
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- - - "
Provinsi Sulawesi Tenggara,
komunikasi dan kesepahaman . antar

pemangku kepentingan dalam penge

ingsaan dan
di Kabupaten
%

cinta tanah air terkait pemeliharaansituas dan damai

-

Wakatobi, Provinsi Sulawesi Ten untuk kegiatan peliputan

el T

jurnalis/syuting film asing agar tidak mémgarah atau menyimpang kepada
masalah keagamaan (isu SARA), idelogi politik (propaganda ideologi), social .
dan budaya (tidak sesuai norma/adat, gambaran keliru tentang budaya .
Indonesia), keamanan dan ketertiban umum (tidak provokatif, kriminal).

Peserta Forum Dialog Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas
Orang Asing dan Lembaga Asing (Peneliti Asing/Jurnalis Asing/Syuting Film
Asing) di Sulawesi Tenggara 2018 sebanyak 60 orang yang diikuti oleh
Pejabat Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Provinsi wilayah Kalimantan,
Jawa, Bali, NTT dan NTB, Badan Kesbangpol Kabupaten dan Kota seProvinsi:

Sulawesi Tenggara, Dinas/OPD/Instansi Vertikal Terkait, '/(,/,
S /

AT "
Kominda, Forum Kemitraan Masyarakat (FKUB, FKDM dan FPK), T okoh

Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama di wilayah Provins
Tengah. :
Dari Forum koordinasi dan koordinasi tersebut mer
yang isinya adalah sebagai berikut:

e Tingkatkan sinergitas antara Pe

Kemitraan Masyara ' ) pemantauar
- ey

/AN \A/A/A =Y a k=] ap=]

P — e
| = 1=y ~an - kateant
------- C J Ll Keéamanan, Keten

e
159 o - e act Tann ) .*r*:ﬂ"‘"':’ |
an-umum ( ) \Wes| -.“N-P?I,':”\dnl!l;?‘::_'ﬂ.v‘r:bfﬂg :
A - :
- B e s vy
.h‘w.twﬁw‘%%‘ t:..'"o’
e "“'-"-"f"";,.,.r,'/g:" \‘r'x)\(;}v

_jfké_wa deteksi dini, j&“eéh dini’

mampuan intelijen -b_'AaQii-fapa'r.a‘t pusat dan daerah,
bagi per’_sanil kesbangpol ‘."y'ang diproyeksikan akan
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..;;: = S -
Ao - :
: ‘::ﬁ\r":’w’"‘ e M

menjadi bagian dari Tim -% i Pem ah w"...\ e
r g P . 'm‘ >

. L, ) ; o A At . ‘“m%‘ﬁ *\

Kesbangpol. Kegiatan ini dilaksanakan pada tar - | 20 Oktober =~

C -

2018 bertempat di Pusat Pendidikan Ini
183 peserta yang berasal dari Kemente 4

ol Ny

e A A
. - : M . AR A
1 Dalam N t'iaa;‘u_’ngur

Kesbangpol Pemerintah Daerah seba ,
kan personil ditjen polpum dan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyie
kesbangpol yang cakap dalam mencari, ménjaring dan menganalisis
informasi-informasi yang menonjol di wilayah sebagai bahan masukan bagi
pimpinan untuk memutuskan suatu kebijakan.

c. Dialog kebangsaan dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan Nasional di
Wilayah Perbatasan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan Dialog kebangsaan dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan
Nasional di Wilayah Perbatasan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018
bertempat di Pacific Palace Hotel, JIn. Duyung sei. Jodoh, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau. |
Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:
¢ Untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat dalz

pemahaman masyarakat diwilayah perbatasan

000000
i 20 77

as dapat diambil kesimpulan
a kedepan yaitu:
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e Perlu dimaksimalkan peran .j_' 8
melakukan dialog dalam forum s
penaanman Jiwa Nasmnahsme d
Provinsi Maluku Utara, Aceh, dan Sulaw

e Diperlukan tindakan nyata dari be

pelaksanaan kegiatan pembanguna awasan yang dapat langsung

menyentuh kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan antar Negara di
Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;

e Meningkatkan kewaspadaan Nasional di wilayah perbatasan antar Negara
dalam upaya memantapkan stabilitas politik dan menjaga kedaulatan dan

keutuhan wilayah NKRI.

d. Penyelenggaraan Forum Dialog Persaudaraan Masyarakat Melanesia
Indonesia
Kegiatan dilaksananan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di (1) Jakarta 2 Maret 20
dan Provinsi Maluku, Kota Ambon 25 September 2018. Pesert
kegiatan ini sebanyak 30 orang di Jakarta dan 60 Orang di Am
dari Ditjen Polpum, Kemenlu, Kemenko Polhukam, Keme '-‘.%uv,o B
Anggota FPMMI Provinsi, TNI, Polri, tokoh agam '

masyarakat dan tokoh pemuda.

-

' ' "‘"‘" N | «,_n.n.n-ur-"-:-i'\. N -w,":Q-’.; 1L

1 Indonesia o

~ um'g N.ﬁ'b-;.

C o D W\ﬁ-’—w’-ﬂ““"-‘n‘_ ot
I e i Ao Sl

h daerah pef_iu: ﬂ‘:f

— C

_n.--_.. -y

f—\\\t
A
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berelaborasi dengan Pemanfaatan an Daerah untuk kegia

kegiatan penampilan budaya-budaya anesia Indonesia.

4. Jumlah daerah yang telah dipetakan, pemantauan dan pelaporan situasi R
daerah secara efektif dan teratur
a. Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring
evaluasi di wilayah perbatasan antar Negara, kegiatan ini dilaksanakan untuk
mengetahui situasi/kondisi di Wilayah Perbatasan yang mempunyai potensi
konflik dan rawan terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu dan
merusak persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah, serta kedaulatan negara: |
dalam upaya meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasa |
e Kegiatan pertama dilaksanakan di Prov. Kalimantan Barat pad
Mei 2018 bertempat di Hotel Neo Pontianak, JI. Gajah Mad '.
Melayu Darat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 1. r

////M/
/ // “
///” 7

/c,, 1

Nhariir Pro\i

Radan Kaoac)
I-hnlv-,m‘vf-luh

'“'-‘W -
. ,,v-;d
"t et o i o

aAS

Perbatasan Dae ah (BPPD) Dinas
aga Ker}a Dlnas Sosml dan Forum Kemitraan
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Berdasarkan hasil kajian .

permasalahan di Wilayah Perbatasan \ntar Ne
7

elah- :
Cenderung memiliki tingkat partis /
karena kurang didukung oleh tingkat r/

ekonomi belum optimal, karena tingké

Pemanfaatan sumber daya alam se tuk _fnendukung kemapn

mampuan dan keterampilan
masyarakat Kawasan Perbatasan kurang merﬁédai;

Layanan pendidikan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan masih belum
optimal, terutama pada aspek daya dukung infrastruktur pendidikan dan
tenaga pendidik;

Layanan kesehatan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan belum
memadai;

Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya integrasi nasional, nilai-
nilai kewaspadaan nasional melalui pengamalan Pancasila, UUD 194
Kebhinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); _
Rentan terhadap timbulnya konflik pada masyarakat Kaw. .

V4,

saling menghormati dan menghargai keberadas
masyarakat Kawasan Perbatasan; dan /
i ,

Vi

Masih belum optimalnya inisiatif dari mas ///
dalam menjaga daerah perbatasan, yang /./

.....
i ——
o
P
v‘l-"'

- S—
Uuliturk  rmeriernturd

rat  baik militer ma

O et i i e T
—— P

g@@?ke‘ff& an

e

: madengan~ plhak "-ﬁk:érﬁféh'f'efrifaﬁj:‘.?.“Pendidikg dan

menambah jumlah tenaga pendidik, baik melalui
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Program SM3T (Sarjana
Terdalam) maupun progra ’
pendidikan di Kawasan Perbatas
e Menjajaki kerjasama dengan pihak
pemanfaatan Kawasan Perbatasa .
untuk hal penataan kawasan;

e Meningkatkan pengawasan terhadap pengeldlaan Kawasan Perbatasan

untuk mengantisipasi adanya berbagai modus kegiatan yang dapat
merugikan masyarakat di Kawasan Perbatasan;

e Membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat Kawasan Perbatasan sebagai layanan
dasar atas hak-hak masyarakat sebagai warganegara;

¢ Meningkatkan kerjasama dengan pihak TNI/Polri yang mengawasi dan
menjaga Kawasan Perbatasan, untuk mengantisipasi tindakan oknur

oknum vyang tidak bertanggungjawab yang merugikan masy;

Kawasan Perbatasan; i

¢ Menyediakan infrastruktur jalan yang memadai agar da g;v‘A"f‘m’- @an -
dengan baik oleh masyarakat Kawasan Perbat

Katkan

kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka m )
masyarakat; f //

eni

e Mendorong berkembangnya kebudayaan daerah masyarak y

Perbatasan sebagai bentuk«'kearifan '////%// //f/ .//;/
| W/

[ ]
o~

e ST NN e,
- R
._z’_!:'_

o
s

antau perkembangan situasi di 34

provinsi dimana
S, di Kasifikasikan ke dalam bidang ideologi, politk,
gl//'/",l ' o :

i, sosi a, keamanan dan terorisme. Dalam rangka pelaporan

COT

44



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Laporan Kinerja 2018

/ o B
. . 9. _ - Lo
informasi secara cepat dan real time ”ﬁ;j

e 2 e
| penyus! n diakses
T e T SRS
g o ‘Pl .cr? .
S - Pl

pimpinan di Kemendagri melalui aplil anpun dan

dimanapun. Untuk mendukung hal ters

tuas

—

piket 24 jam untuk menampung dan mer r';nbangan Si wl;l_g ah‘\_j:‘ )

di 34 provinsi.
5. Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Penangana ] <onflik Sosial
Tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik

Sosial dan PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor
7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka menjamin terciptanya
kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran
pembangunan nasional kedepan adalah dengan dikeluarkannya Instr i
Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Ganguan Keaman al L

Negeri Tahun 2013, yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya kembali Instruksi

presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Ganguan Keaman n Dalam
Negeri Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatka
gangguan keaman.an dalal.*n negeri secara ts:e)?:

N\AALIAN k-

4'-'0'70.‘@(
\C|CIasSall Sc

masing-masing permasa
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Tabe

Data Rekapitula
SK Tim Terpadu Provinsi/Kab

1 | NAD V % 2
2 | Sumut S 30 3
3 | Sumbar S 19 0
4 | Riau S 12 0
5 | Jambi S 11 0
6 | Sumsel S 16 1
7 | Bengkulu S 10 0
8 | Lampung S 15 0
9 | Babel S 0
10 | Kepri \ 2
11 | DKl Jakarta S 0
12 | Jabar S 19 8
13 | Jateng \ 34 1
14 | DIY S 5 0
15 | Jatim S 37 1
16 | Banten v
17 | Bali v 9 /
18 | NTB y 10 Y
19 | NTT y 22 N
20 | Kalbar S / 14 / -
21 | Kalteng N B 14
22 | Kalsel v
23 | Kaltim
24 | Kaltara ==
25 | Sulut = ]
26 | Sulteng — N
27 e — - RV

— N
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7

Dari tabel diatas, pembentukar 7 'pa

di 34 Provinsi atau 100 % dari total Provinsi yang ada di wilayah Indonesia da
pada tingkat kab/kota dari 514 Kab/Ka /f/{/ 1457 __“’_» _;?at_aqs&g
% dari total kab/kota yang ada di Indo a ¢ 3h lebih 50 %’aarﬂg[npqh R

. —
o

keseluruhan kab/kota sehingga hal ini U >peningkatan sosialisasi

pembentukan SK tim terpadu, akan tetapi s@€ara fungsional pelaksanaan tugas

tim terpadu sudah terlaksana melalui dukungan ahggaran APBD sejak tahun .

2013. Tindak lanjut dari pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2014 adalah berupa \ .

Rakornas Tim Terpadu Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial dan Rapat

Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Prov/Kab/Kota dalam rangka

penanganan konflik. Berikut adalah deskripsi kegiatan :

a. Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 dilaksanakan
pada tanggal 7 Maret 2018 di Jakarta. Rakornas ini dibuka oleh Bapak Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang dihadiri peserta ,
sebanyak 1500 orang dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Sekda Pro "

Indonesia.

Dari Rakornas tersebut ada beberapa hal y

peserta Rakornas yaitu:

e Khusus bagi kepala daeral
menyelesaikan secar

berpotensi

yanNnan Konflik <Anc

n konflik sosial di dae rah n
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barat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Rlau (BO4) di ﬁfdvihsi Sumatera
Utara (B08), sedangkan wilayah" tlmur dl untuk.;EvaIuaS| (BO4) dan (B0O8)
dilaksanakan di Provinsi Bali. Keglat«aniRapat EvaluaS| Rencana Aksi Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosiél ".'r.ingkét-Provinsi Periode Pelaporan
Target B.04 Tahun 2018 se-Wilayah Sumatera dan Jawa pada hari Kamis
tanggal 31 Mei 2018 di Provinsi Kepjgﬁlaiau. Kegiatan Rapat Evaluasi
Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi

Periode Pelaporan Target B.04 Tahun 2018 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi,

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara,
Papua, dan Papua Barat pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 di Provinsi Bali.
Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2018 se-
Wilayah Sumatera dan Jawa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di
Provinsi Sumatera Utara. Dan pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Rencand
Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode
Pelaporan Target B.08 Tahun 2018 se-Wilayah Timur pada hari Kamis tanggaIA
27 September 2018 di Provinsi Bali. : :
Berdasarkan hasil evaluasi oleh Sekretariat Tim Terpadu ‘Penanganan Kdnfli}(“
Sosial Tingkat Nasional, disampaikan sebagai berikut: L |

> Daftar Peringkat Hasil Evaluasi Laporan Rencana Aksi Target B 04 Tahun_':.' "
2018 Wilayah Sumatera dan Jawa adalah sebagal benkut

Jawa Timur 100.95%
2 D | Yogyakarta 2 99.13%
3 Lampung 3 89.82%
4 Riau 4 88.53%
5 Aceh 5 85.47%
6 Jambi 6 70.33% £
7 Jawa Tengah 7 62.80% j"/
8 Sumatera Barat 8 61.94% |
9 Sumatera Utara 9 59.67%
10 Kepulauan Riau 10 59.45%
11 Jawa Barat 11 59.40%
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12 DKI Jakarta 50.59%
13 Bangka Belitung 13 38.95%
14 Bengkulu 14 30.05%
15 Sumatera Selatan 15 0% Tidak Kirim Data Dukung |
16 Banten 16 0% Tidak Kirim Data Dukung )

» Daftar Peringkat Hasil Evaluasi Laporan Rencana Aksi Target B.04 Tahun
2018 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 9
Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat adalah

sebagai berikut:

1 NTT 1 95.88%
2 Maluku Utara 2 87.58%
3 Papua Barat 3 86.67%
4 Kalimantan Timur 4 76.25%
5 Kalimantan 5 71.41%
Tengah
6 Sulawesi Tengah 6 71.33%
7 Kalimantan 7 63.86%
Selatan
8 Bali 8 61.28%
9 Sulawesi 9 55.44%
Tenggara
10 Kalimantan Utara 10 54.06%
11 Gorontalo 11 49.85%
12 Sulawesi Selatan 12 49.84%
13 Kalimantan Barat 13 47.07%
14 NTB 14 42.25%
15 Sulawesi Utara 15 23.61%
16 Sulawesi Barat 16 12.94%
17 Maluku 17 10.67%
- 18 Papua 18 0% Tidak Kirim Data Dukung

n‘/
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> Daftar Peringkat Hasil Evalus
B.08 Tahun 2018 Wilayah Su

agz'

5~
v
i

1 Jawa Timur 1 99.76%
2 D | Yogyakarta 2 99.37%
3 Riau 8 93.00%
4 Lampung 4 92.95%
5 Aceh 5 90.33%
6 Sumatera Utara 6 84.67%
7 Sumatera Barat 7 80.59%
8 Jawa barat 8 75.20%
9 Jawa Tengah 9 71.67%
10 Kepulauan Riau 10 68.00%
11 DKI Jakarta 11 60.68%
12 Jambi 12 50.33%
13 Kep. Bangka 13 30.42%
Belitung
14 Bengkulu 14 19.14%
15 Sumatera Selatan 15 9.44%
16 Banten 16 1.33%

» Daftar Peringkat Hasil Evaluasi

Py

B.08 Tahun 2018 se-WilayahsTimur adalah sebagai berik
Ve L

v

LA AL TS
7 7 4 ,-'
1pOral

1 NTT 94.71%
Kalimantan 2 91.53%
Tengah
Kalimantan 3 89.1%
Selatan
Kalimantan Timur 4 85.63%
Maluku Utara 5 81.05%
Papua Barat 6 76%
Sulawesi Utara 7 73.44%
Bali 8 69.56%
Gorontalo 9 69.3%
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10 Sulawesi Tengah 10 69.33%
11 Sulawesi Selatan 11 48.84%
12 Sulawesi 12 46.25%
Tenggara
13 NTB 13 46.2% %
14 Kalimantan Utara 14 43%
15 Kalimantan Barat 15 21.9%
16 Maluku 16 10.33%
17 Papua 17 5.5%
18 Sulawesi Barat 18 2.94%
Tabel 3.4

Hasil Evaluasi B.04 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa

1 Aceh 15 11 2 1 1 5
2 Sumut 18 6 4 7 1 9
3 Sumbar 17 7 4 5 1 8
4 Riau 17 11 2 1 3 4
5 Kepri 20 9 3 8 0 10
6 Jambi 15 9 1 4 1 6
7 Bengkulu 21 5 2 14 0 14
8 Sumsel 18 0 0 0 0 15
9 Babel 20 4 5 11 0 13
10 Lampung 22 20 0 1 1 3
11 Banten 15 0 0 0 0 16
12 DKI Jakarta 22 7 6 9 0 12
13 DIY 16 10 1 0 5 2
14 Jabar 15 7 5 3 0 11
15 5 5 0 7
0 0 4 1
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Tabel 35~
Hasil Evaluasi B.04 Tahun 201¢

1 Bali 18 5 4 7 2 8
2 NTT 17 11 1 1 4 1
3 NTB 20 5 2 12 1 14 .
4 Kalbar 29 9 2 15 3 13 5
5 Kalsel 21 7 5 7 2 7
6 Kalteng 17 12 1 4 0 5 b
7 Kaltim 16 10 1 4 1 4
8 Kaltara 17 9 3 5 0 10
9 Gorontalo 20 8 1 11 0 11
10 Sulbar 17 1 2 14 0 16
11 Sulsel 19 2 9 8 0 12
12 Sulteng 15 9 3 3 0 6
13 Sulut 18 4 0 14 0 15
14 Sultengara 16 5 4 7 0 9
15 Maluku 15 2 0 13 0 17
16 | Maluku Utara 19 12 2 2 3 2
17 Papua 16 0 0 0 0 18
18 Papua Barat 15 10 5 0 0 3
Sumber data: Direktorat Key éspadaan N'géi:qnél
pflcize [
Hasil Evaluasi B,08df@hun 2018 Wilayanj"
{ide

f
1 Aceh 15 10 2 0 3 5
2 Sumut 18 9 5 1 3 6 ,
3 Sumbar 17 10 3 3 1 7
4 Riau 17 11 3 0 3 3 /‘
5 Kepri 20 10 1 7 2 10 i
6 Jambi 15 7 1 7 0 12
7 Bengkulu 21 3 1 17 0 14
8 Sumsel 18 1 1 16 0 15
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9 Babel 20 4 1 15 0 13
10 Lampung 22 20 0 1 1 4
11 Banten 15 0 0 15 0 16
12 DKI Jakarta 22 8 8 6 0 11
13 DIY 16 11 1 0 4 2
14 Jabar 15 12 1 2 0 8
15 Jateng 15 9 3 3 0 9
16 Jatim 21 14 0 0 7 1

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Tabel 3.7
Hasil Evaluasi B.08 Tahun 2018 Wilayah Timur

1 Bali 18 9 2 6 1 1

2 NTT 17 8 2 1 6 2

3 NTB 20 4 4 10 2 6

4 Kalbar 29 4 3 22 0 18

5 Kalsel 21 12 4 1 4 5

6 Kalteng 17 13 1 1 2 9

7 Kaltim 16 9 4 1 2 10

8 Kaltara 17 3 3 11 0 14

9 Gorontalo 20 12 4 4 0 8

10 Sulbar 17 0 0 17 0 13

11 Sulsel 19 4 5 10 0 12

12 Sulteng 15 7 4 4 0 11

13 Sulut 18 12 2 4 0 4 :

14 Sultengara 16 6 2 8 0 7 .

15 Maluku 15 1 1 13 0 15

16 | Maluku Utara 19 6 0 6 7 3 /

Papua 16 0 0 16 0 17 i

Papua Barat 6 8 0 1 16

Jirektorat Kewaspadaan Nasional
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a. Penerbitan surat pengantar peneli agi Or:

180 SPP. Dari target tersebut pada 1// :
yang diterbitkan bagi orang asing yang k ak SR
Indonesia. Dalam hal ini terdapat optimali$asikinerja layanan SPP dari target =~
awal 180 SPP menjadi 414 atau 130% peningkatan layanan SPP. Sebaran ,
wilayah meliputi daerah wisata, taman nasional, sedangkan kajian ekonomi, o
sosial budaya dan politik meliputi daerah pusat pemerintahan. Hal tersebut )
dapat menjadi perhatian dalam perspektif kewaspadaan nasional sehingga |
instrument pengawasan yang digunakan tetap digunakan secara ketat guna
menghindari hal-hal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam
negeri. Dalam proses penerbitan SPP, Kemendagri menjadi salah satu
anggota tim inter kementerian yang disebut Tim Koordinasi Pemberian
Peneliti Asing (TK PIPA), dengan leading sector Kementerian Ristek d

Selain peneliti, khusus pengawasan kunjungan orang asing s

seperti wartawan, jurnalis dan kru syuting film asing teri

koordinasi pemantauan kunjungan orang asing dan

pemberitahuan ke setiap daerah tujuan. Hal ini bertuj

koordinasi pemantauan dan pengawasan.orang

asing di daerah sesuai dengan Peraturan Me

tahun 2010 tentang pedoman pem

di daerah.

SN

Tabel 3

'/,

o

Januari 24 Peneliti
Februari 27 Peneliti
Maret 57 Peneliti :;"Ef ," %
April 31 Peneliti Krtr)
Mei 36 Peneliti ' 774
Juni 19 Peneliti 7
Juli 46 Peneliti
Agustus 29 Peneliti

NN
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Sumber data: Direktorat Kewaspadasn.Nasional

b. Dilingkungan Direktorat Kewaspadaan Nasional juga terdapat pelayanan
penerbitan surat rekomendasi penelitian bagi orang lokal, rekomendasi
penelitian pada prinsipnya merupakan ijin penelitian yang dimaksudkan untuk
memantau penelitian yang bersifat akan merugikan kepentingan nasional.
Untuk itu pengaturan terkait rekomendasi penelitian telah di terbitkan regulasi
baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 dimana ada
sejumlah pengaturan baru maupun penguatan pengaturan sesuai aturan la
dimana salah satunya penamaan produk layanan adalah Surat Kete
Penelitian, dan selama tahun 2018 telah diterbitkan SKP sesuai
terlampir.

Tabel 3.9
Jumlah Penerbitan SPP Bagi Peneliti Lokal

Januari 29 Peneliti
Februari 26 Peneliti
Maret 28 Peneliti
April 20 Peneliti
Mei 24 Peneliti
Juni 35 Peneliti
Juli 26 Peneliti
Agustus 25 Peneliti
e . September 23 Peneliti
——— Oktober 38 Peneliti Ko
| November 25 Penelii :"f‘f’ff
4:_/,:; Desember 7 Peneliti ”r
/,:',2 Total 306 Peneliti 7

W

ata: Direktorat KéWaSﬁadaari?Né.sibﬂél' A
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September 38 Peneliti Pt
" [ R
Oktober 62 Peneliti Femmaie
November 32 Peneliti
Desember 13 Peneliti
Total 414 Peneliti

M
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peneliti lokal adalah 306 peneliti hal J
sudah ditetapkan yaitu 180 SPP yang mer

7. Pengembangan sistem peringatan dini dg enanganan konflik

Sistem peringatan dini dalam ‘pena ganan konflik merupakan
pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai satu upaya untuk
dapat memeperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang R
kendali organisasi. Sistem ini merupakan media database dan informasi terkait
penanganan Konflik. Realisasi kinerja berupa tersusunnya dokumen dan soft
copy Desain Sistem Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Berbasis
Elektronik.

Pelaksanaan program Grand Disain pembangunan system penanganan_
konflik berbasis elektronik ini berproses melalui beberapa tahapan yaitu mele i
beberapa kali pertemuan dengan pihak ketiga selaku pelaksana peker'

li{/

konsultan IT dan juga melibatkan Internal Ditjen Polpum maupun ]

nor ﬂ/
o7

diluar Ditjen Polpum untuk memberikan masukan terkait

dimuat dalam aplikasi. Pada tahun pertama (2015) ditar /f

bentuk/desain system yang berupa blue print. Pada /

ahun ke ”{,'//f/l/:r% / ‘
2016 memasuki tahap pembangunan syste "aplik / /4
tiga (2017) diharapkan Grand Disain System Pen . ’

/l
beroperasi sesuai dengan target

-----
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Pada tahun anggaran 2018 sudah- terbuat kerang'i(a program- sistem

peringatan dini, namun masih terdapat-variabel-variabel yang masih dalam
perencanaan sehingga sistem belum.dapat di jalankan pada tahun anggaran
2018.

8. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melalui Penguatan
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Permendagri Nomor

34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di

Daerah merupakan salah satu tempat berkumpulnya masyarakat untuk

menanamkan nilai-nilai integrasi kebangsaan dalam menghadapi berbagai
konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal disebabkan oleh berbagai latar
belakang permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam
integritas nasional. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan bagian
penting bagi kerukunan nasional dan upaya meningkatkan persatuan dan
kesatuan bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi,
komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan
untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan -~mengembangkan
pembauran kebangsaan.

Bangsa Indonesia terbangun  melalui’proses. ' bersatunya
keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di
nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa i
merupakan sesuatu yang patutsdisyukuri sehingga kedepan diharag
kemajemukan tW’potensi menimbulkan masalah. O renanya
upaya pengelol asyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan
secara sistematik dan berkelanjutan’ untuk menumbuhkan harmonisasi
kehidupan masyarakat, berbangsa dan,_.bgme ar -

Dilatarbelakangi oleh kondisi ter erta dalam rangka meningkatkan

rasa cinta tanah air di daerah

persatuan dan kesatuan, maka
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antar warga masyarakat yang diarahkan -untuk memantapkan kerukunan

nasional.

Dasar pembentukan Forum®.Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah
Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor
061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perigaliPembentukan FPK dan Dewan
Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh
Indonesia.

Berdasarkan data Tahun 2015 FPK telah terbentuk di 27 Provinsi dari 34
Provinsi (79,41%) dan 283 Kab/Kota dari 511 Kab/Kota (55,05%). Pada tahun
2016 terjadi peningkatan pembentukan FPK menjadi 32 Provinsi (94,11%) dan
327 Kab/Kota dari 511 Kab/Kota (63,61%). Pada tahun 2017 tidak terjadi
penambahan untuk daerah yang telah membentuk FPK, sedangkan pada tahun
2018 terjadi penambahan FPK yang terbentuk di Provinsi menjadi 33 Provinsi
(99,06%) dan 342 Kab/Kota (66,93%) dimana Provinsi yang belum membentuk
FPK adalah Provinsi Maluku, sedangkan Kab/Kota yang belum membentuk FPK
sebanyak 172 Kab/Kota.

Tabel 3.10 ¥
Data Rekapitulasi Pembentukan FPK Tahun 2018 v / '
FPK PROVINSI FPK KABUPATEN/KOTA / '
PROVINSI Sudah Belum Sudah Belum Yy
Terbentuk Terbentuk Terbentuk Terbentuk :

ACEH \/ - 20 3

SUMUT v 24 9

SUMBAR v 4 15
RIAU v 12

JAMBI v 8 3
SUMSEL v 17
BENGKULU v 6
LAMPUNG v 6
BABEL v 5
KEPRI v 7
DKI JAKARTA v 6

JABAR v 13 14

JATENG l 31 4
DIY v 5

JATIM v 24 14

/
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'/,

o

.*‘;’ .#."d? 2 .'
/,‘.7"." P, M«“‘\

o -~
A

BANTEN v - -
BALI v - - S
NTB v - 4
NTT V - 19 3 wm :
KALBAR N - 6 8 R
KALTENG N - 5 r\
KALSEL v - 12 1 i)
KALTIM v ; 1 'IQ‘".
SULUT \ - 6 9 )
SULTENG v - 11 2 '
SULSEL v - 24 -
SULTRA v - 12 5
GORONTALO v - 2 4
SULBAR v - 2 4
MALUKU - v 2 9
MALUT v - 1 9
PAPUA v - 4 25
PAPUA BARAT v - 5 8
KALTARA v - 5 -
TOTAL 33 1 342 172

Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan W

Kendala/permasalahan yang terjadi dala
daerah menemui antara lain:
a. Rendahnya pemahaman

Daerah dan DP

SN
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a. Melaksanakan Kegiatan di Kota Manado-Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24

Oktober 2018 dan di Kota Bogor.Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Nopember
2018.

b. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait
tentang pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga pada
masa yang akan datang, forum tersebu@akan terfasilitasi secara kegiatan
maupun anggaran sesuai dengan tugas fungsinya;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada
anggora FPK dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan dan juga dalam

rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

d. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi
daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum;

e. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi.

9. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan
Wawasan Kebangsaaan mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban
memegang teguh pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan
dan memelihara Keutuhan NKRI. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan wewenang dimaksud, maka Pemerintah ~dan Pemerintah Daerah
menyelenggarakan pemantapan wawasan kebangsaan sehingga per
membentuk pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah. Keha
PPWK merUpakW&si masyarakat dalam mengidentifikasi*nilai-nilai
dasar pondasi bang®a, seperti: memperkuat harga diri, ké\ré‘lllgte"r, wasbang dan
daya saing bangsa. Atas dasar inilah, forum PPWK merupakan salah satu forum
yang berperan untuk menekan angka konflik di daerah. un kegiatan yang
dilékukan uhtuk mendukung  pe , Pusat - Pendidikan Wawasan

Kebangsaan adalah sebagai berik
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7

. B
Saumlaki Maluku Nusa Tenggara.tanggal 28 S
P

Berikut data dukung tabel: g%;;; _..-:,-.:..'o Pusat

30
Y

"”" / , e P
Pendidikan Karakter (PPWK) tingka‘t_"fff‘ ~ Kabupaten dan Kota Se-

Indonesia:

Tabel 3.11

Data Rekapitulasi Pembentukan PPWK Tahun 2018

ACEH \ - 1 22
SUMUT v - 4 29
SUMBAR v - 2 17
RIAU \ - 2 10
JAMBI \ - 2
SUMSEL \ - 16
BENGKULU \ - 7
LAMPUNG \ - 1 14
BABEL v - 2
KEPRI v - 6
DKI JAKARTA v - -
JABAR - J 3 24
JATENG \ - 2 33
DIY l - 1 4
JATIM V - 15 23
BANTEN v - 1
BALI v - -
NTB v - 8
NTT v - 3 20
KALBAR v - 1 13
KALTENG v - 13 1
KALSEL \ - 3 10
KALTIM - V 5 5
SULUT v - 2 13
SULTENG v - 2 10
SULSEL \ - 1 23
SULTRA \ - 4 13
GORONTALO v - -
SULBAR v - -
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MALUKU
MALUT v -
PAPUA - v 2 27
PAPUA BARAT - v - 13
KALTARA - ol 1 4 s
TOTAL 28 6 110 404 R
Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan ".""

Terjadi peningkatan atas pembentukan PPWK di daerah, di tahun 2016
pembetukan PPWK di daerah sejumlah 60 Kab/Kota (11,67%), pada tahun 2017
meningkat menjadi 110 Kab/Kota (21,40%) sebesar 50 Kab/Kota yang baru
terbentuk dengan persentase kenaikan sebesar 9,73%, sedangkan pada tahun
2018 bertambah 21 Kab/Kota menjadi 131 Kab/Kota (37,11%) dengan‘
persentase kenaikan sebesar 15.17%. tetapi terjadi penurunan PPW ar

sudah terbentuk di 4 (empat) Provinsi, yaitu Bengkulu dari 7 menjadi *ﬁ/,,/.ﬂ /|
f

Kepulauan Riau dari 6 menjadi 5, Provinsi Kalimantan Tengah //r.//{ﬁ/?;
dan Provinsi Papua dari 2 menjadi 1. Penurunan PPWK :%“///,‘" , 7
dikarenakan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim . /,/% / / 7

berlakunya dan terjadinya pergantian kepengg.rusan '

Organisasi Kemasyarakat

merupakan organisasi yan

sukarela berdasar

P

tUj_Uaﬁ: ra Kesatuan Republ .

’ ~-..—s—v—v,v-,—f-":_’
----- 0 | 013 tentana O

1Ka
e

Wi | 1
fangka melindung

or 17 Tahun 2013, Ormas memiliki tujuan untuk:

dan kebefaﬁ@yaan. r'nasyéfaikatf,j b) memberikan

arakat, .c)‘ menjaga _hiiai_ 'agama" dan keperéayaan
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v, T
?I/ /;_ >
e L
) | .rl"s"':l"‘-'s'
ks .
/’)f . / ’or

terhadap Tuhan yang Maha Esa, d)-meles
moral, etika, dan budaya yang hidup aM
daya alam dan lingkungan hidup, f) //-"./4"’
gotong royong, dan tolerasi dalam 'i- F /"-(
memelihara, dan memperkuat pers’ §
mewujudkan tujuan Negara.

Fungsi Ormas dalam pasal 6 UU Nomor 17 'I:éhun 2013 sebagai sarana:
a) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan dan/atau tujuan organisasi, b)
pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi,
c) penyalur aspirasi masyarakat, d) pemberdayaan masyarakat, e) pemenuhan
pelayanan sosial, f) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau g) pemelihara dan
pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Adapun untuk pelayanan kepada masyarakat terkait penerbitan
Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas selama kurun waktu 4 (e

dari 2015-2018 mengalami kenaikan, yaitu: sebanyak 66 layan: w;f‘_ﬁ

Ormas.

Grafik 3.7

Drmas Tahul

Pelayanan S J

ta: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
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Rincian Pelayanan Pendatfte
rincian sebagai berikut:

Tab :
Ormas yang Terdaftar di Kement

s

£

1 Jumlah Ormas yang Mengajukan Surat gan Terdaftar 985 Ormas
(SKT)

2 Jumlah Ormas yang ditertbitkan Surat Keterangan Terdaftar 770 Ormas
(SKT)

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Ormas pada tabel tersebut merupakan jumlah Ormas yang
melakukan pendaftaran baik lengsung ke Kementerian Dalam Negeri maupun
melalui Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun jumlah Provinsi yang
terfasilitasi dalam Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ini yakni
34 Provinsi, dan jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi yakni sejulah ‘
Kabupaten/Kota.

Jumlah penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi (

e
melalui satu pintu, yakni hanya di Kementerlq,n' Dalam Negeri. Sebagai bar /
perbandingan, berikut kami sampaikan tabeljumlah p r/(//,/‘r/ﬂ/ /‘/‘ W//
Terdaftar (SKT) dalam 6 tahun terakhir, yakni se W%VW 4

/)70
17 Tahun 2013 tentang Organisasi _masyar / ,f;/;«(:'/.-zu"/: g ¢ %2/

9
~
C

§

Kan:
/_’/ // /’

e

Tabel 3.13

Jumlah SKT Oi S)}ang Diterbitkan
: /“ .
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Adapun jumlah Organisasi Kemasyarakatan yat 'terdaftar di jajaran

Pemerintah per 3 Januari 2019 berjumlah.401.217 yaitu terdaftar di Kementerian
Dalam Negeri sebanyak 1.238, Pravinsi 8.170, Kabupaten/Kota 16.954,
Kementerian Luar Negeri 79 dan Kemehterian Hukum dan HAM berbentuk
Yayasan/Perkumpulan 374.779.

Jumlah yang cukup besar ini tentu memerlukan penanganan yang
komprehensif baik yang dimulai dari proses pendaftaran Ormas maupun
pengelolaan data dari Ormas tersebut.

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang besar di Indonesia disatu sisi %

mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi akan tetapi di sisi
lain tingginya intensitas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di ruang publik
tentunya memerlukan penanganan yang cukup intens pula dalam melakukan
pelayanan dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
proses interaksi antara Organisasi Kemasyarakatan dengan negara, antar
Organisasi Kemasyarakatan maupun dengan komponen bangsa lainnya.
Sebagai salah satu upaya dalam penataan peran Organisasi Kemasyarakatan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan data dan
informasi yang lengkap tentang Ormas di Seluruh Indonesia dalam sebuah
sistem aplikasi, yang mempermudah aparat Kesbangpol dan seluruh jajarannya
dalam mengidentifikasi Organisasi Kemasyarakatan.

Gambar 3.1
Penganugerahan “Ormas Award”

8n keberadaan Ormas di Indonesia, Ditjen
Polpum melalm hasil Fort Koordinasi Nasional Ormas memberikan
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» Bidang Pendidikan

Indonesia dan 300 (Tiga Ratus) ora
dan Kabupaten/Kota, Kementerian de

Berikut Kategori Penghargaan Ormas: '_

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan®
dalam meningkatkan kualitas pembangunan™pendidikan di Indonesia dan
menjadi nominasi untuk penghargaan tahun ini adalah:

1. Yayasan Selamat Pagi Indonesia;

2. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda,;

3. Perkumpulan Sokola.

Penghargaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2018 bidang

pendidikan dianugerahkan kepada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang berperan besar terha
perempuan Indonesia adalah: _
1. Perkumpulan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kegil; :
2. Yayasan Perempuan Kepala Keluarga; :
3. Perkumpulan Kapal Perempuan.
Penghargaan kepada Organisasi Kemasyarak
pemberdayaan perempuan dianugerahkan kep
Perempuan Kepala Keluarga (PEK

Bidang Tata Kelola Pemerintah
Organisasi kemasya n yang telah me

penatakelolaah pemerintahan adalah:
1 pulan Pemantau Korupsi |

e
oy

“3“11; Anggaran 2018 bi dan g eIoI'
- m_,r_*‘-v—;::v,% _,.:@'r’ ‘-"

in  kepada Perkum : au  Korupsi
- Al — 'l o
atch (ICW).

— " el _ ™

s Disebut Indones

4
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Y
> Bidang Penanggulangan Benca o _ /
Nominasi Organisasi Kemasyarakatan-y: o

penghargaan Ormas Bidang Pena r.-/{./f;’
1. Yayasan Aksi Cepat Tanggap;

2. Muhammadiyah Dissaster Mané C
3. Yayasan Tanggul Bencana di IndoneSia:
Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2618 bidang Penanggulangan
Bencana dianugerahkan kepada Muhammadiyah Disaster Management
Center (MDMC).

» Bidang Kebudayaan
Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang sebagai nominator dalam ajang
penghargaan Ormas Bidang Kebudayaan adalah:

1. Yayasan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;

2. Yayasan Wayang Orang Ngesti Pandowo;

3. Yayasan Ruang Rupa.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2018 blda
dianugerahkan kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Al

» Bidang Kesehatan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang tela
bidang Kesehatan adalah: f
1. Yayasan Kasih Anak Kanker indonesia;

2. Yayasan Thalasemia Indonesia.

Penghargaan Kepada @ s Tahun

dianugerahkansk€pada Yayasan Kasih A

/'/
> ;;;,-».. <ungan Hidup

.............

l.._(“ﬂ-un--..—..-.M _-

N bt e S

yang terdaftar o

ah Ormas sebesar rn| tentunyadlperlukan sinergi yang

ntah dan Pemermtah Daerah dalam rangka mendorong
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potensi Ormas di daerah agar O 't

yang sifatnya positif sehingga bi 3 | v

untuk mewujudkan tujuan nasional.’Pg ,,“ r ""

berikut ini dianggap berhasil dalam

daerahnya melalui berbagai progra

Daerah-daerah tersebut adalah:

1. Tingkat Provinsi dianugerahkan kepada B?;idan Kesbangpol Provinsi
Sulawesi Utara,;

2. Tingkat Kabupaten dianugerahkan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten
Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

3. Tingkat Kota dianugerahkan kepada Badan Kesbangpol Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah.

» Penghargaan Khusus Bagi Ormas yang memiliki peran strategis dalam
‘merawat ke-Indonesiaan” sebagai bakti sepanjang hidup (Long
Achievement) adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah, khu
Kementerian Dalam  Negeri  terhadap keberadaan
Kemasyarakatan yang selama ini punya peran penting me //
merawat ke-Indonesiaan bangsa kita. Penghargaan Kh / / / / /
memiliki peran strategis dalam merawat ke-Indc / ar
sepanjang hidup ini dipersembahan untuk upa //é//%%
penghargaan Penghargaan Khusus Bagi Orm ////////////’///-/'/

dalam “merawat ke-Indonesiaan?'sebagai bal / J his '//

| % /,//%?4/ //f/

ini kepada: ;‘ o
1. Yayasan Tamdh Siswa;

sat Al-Irsyad Al-Islami

P e L Ll e TR

-ﬁm"*-{-un-lps—- J—-; ®
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11. Ormas Yang Didirikan Warga .f _f"
Program kegiatan yang men" a r{‘
Ormas yang didirikan oleh WNA (RD} u‘é;’

"‘1), —
rdinasi secara

=¥ L
dan Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Tekr :

gkah koo
ﬁg" membidangi kerjasam BRI

langsung dengan stakeholder — stakeholc
dengan Ormas yang didirikan oleh WNA ¥ehingga diperoleh kesepahaman
definisi Ormas yang didirikan oleh WNA beserta penguatan peran Tim Perizinan .
khususnya Kemendagri dalam memfasilitasi kemitraan Ormas Asing di daerah. \ .
Sejauh ini masih ditemukan sedikit kendala dalam proses pemetaan lokasi
kerjasama sampai dengan wilayah kabupaten/kota karena belum tertuang di
dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang harus dimiliki Ormas yang
didirikan dengan WNA sebelum melaksanakan kegiatan di daerah, Selain itu,
sesuai dengan amanat PP 59/2017 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA
Pasal 19 (2) telah diatur bahwa “Ormas badan hukum yayasan asing atau J

sebutan lain yang akan melaksanakan kegiatan di daerah wajib memberital ;,.‘::“' '
A

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di w’f;"*/ alam /
negeri” tetapi sejauh ini tidak jarang antara K/L mitra teknis }f’% T,

A |
CIJC

membagi dokumen RKT Ormas yang didirikan oleh WNA

tersebut melaksanakan kegiatannya.

Grafik 3.8
Rekapitulasi K/L bermitra dengan,Ormas

15 16
13
11
3 4
11 i 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
ggf!fgfgfggfgggggg
Y S & 2 LR PR PSP LL P> O
oq@ v.é osbg&eoo é({b 4.*’ 06{9%0‘1' {)}boﬁg 0&0 0(@0 b\‘po Qéq Q0¢° *:l& eops{' g 6\\0
& F @ 43,“\ R T 49@ & & T L &
& & & QJ: P {&& + 0&0
+ N z‘& & NL
EJumlah Kemitraan
'

ata: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
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Daftar Ormas y

1. Liga Muslim Dunia (Muslim Worl
2. | Makkah Al-Mukaramah = rrab Saudi A
3. | Qatar Charity ‘Qatar N
4. | Arbeiter Samariter Bund | Jerman R
5. | Care International Kanada j-';"'_- |
6. Ford Foundation Amerika Serikat A"""\'
7. Interchurch Organization For Development Belanda ‘;"."
Cooperation (ICCO)
8. International Foundation For Electoral System | Amerika Serikat
(IFES)
9. Islamic Relief Worldwide Inggris
10. | Konrad Adenauer Stifrung e.V Jerman
11. | National Democratic Institute Amerika Serikat
12. | Organization For Industrial, Spiritual and Jepang
Culture Advancement (OISCA)
13. | Plan International Indonesia Inggris
14. | Stichting SNV Nederlandse Belanda
Ontwikkelingsorganisatie 7
15. | Swiss Contact (SC) SwiW/mj
16. | The Asia Foundation (TAF) AWM
17. | Vredeseilanden Country Office (VECO) ylkolto
18. | Winrock International Institute for Agricultural 7

Development /
19. | Friedrich Naumann Stiftung/ drich //
Naumann Foundation : /’/
20. | Hanns-Seidel Sti )
21. | Rao nberg Institute (RW!)
22, | ch for Common Ground (SFC

oved Nutritio Swiss
nal(HKIl) | Amerika Serikat
niieres —— —— 1 Belgia:"
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32. | Netherlands Leprosy Relief (N R)
33. | Nutrition International
34. | SIMAVI
35. | SurfAid »
36. | The Fred Hollows Foundation (FHF) | Australia
37. | The Clinton Health Access Innitiative (CHAI)™ | Amerika Serikat
38. | Friedrich Ebert Stiftung Jerman
39. | The Committee for Promotion to Innovate Jepang
Japanese People (CPI) Japan
40. | Agriterra Belanda
41. | Artisanal Gold Council Kanada
42. | Conservation International Amerika Serikat
43. | Fauna and Flora International (FFI) Inggris
44. | Frankfurt Zoological Society (FZS) Jerman
45. | Lutheran World Relief (LWR) Amerika Serikat
46. | Orangutan Foundation International (OFI) Amerika Serikat
47. | Orangutan Foundation (OF-UK) Inggris
48. | PanEco Swiss
49. | Blacksmith Institute/ Pure Earth (BSI) Amerika W
50. | Rare Animal Relief Effort (RARE) Ameri / 7
51. | The Aspinall Foundation IrW///y///////”//’//”/
52. | The Nature Conservanc (TNC) ////77 /‘4
53. | Wetlands International /W/m
54. | Wildlife Conservation Society (
55. | World Neighbors (WN)
56. i
57.
58. |

71

[ inggris

/
.



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Laporan Kinerja 2018

ol .,;W—
BN
ettt s . _h’f‘mﬂ : 0

67. | Oxfam 4 | Inggris e
68. | World Relief (WR) : eril SEERA

.Y, M N
n s i

I . T (L0
69. | Singapore International Foundation (S F)
70. | Caritas Germany & "
71. | Natural Resource Governance Institute

:Amerika Serikat

72. | Johns Hopkins Center for Communicatic
Programs

‘| Amerika Serikat

73. | International Union of FOOD, Agriculture, Swiss
Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and
Allied Worker's Association (IUF Pacific)

74. | BBC Media Action Inggris

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

12. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Pendidikan
Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rang

20109.

Terlaksanakannya pening

valilg
pa—
o ———r
s

s i AN

dengan  Orma
T _ )

p ’
Y P o

7ejr7igarj' oifmas/LéMlLNL

da an 5.}§ilgka"penin gkatan

—— o

rem’p‘uén ~ penyandang - '{qi;ﬁb—’ej;? dan  kelompok

72



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri :
Laporan Kinerja 2018

rentan/marjinal lain. Untuk me
Kemitraan dengan Ormas dalam 2 Taha .
a. Tahap | dilaksanakan terhadap Orma

Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan '4///‘

b. Tahap Il dilaksanakan terhadap 3 Or %

Grafik 3.9
Sebaran Ormas Tahap | Tahun 2018

®DKI Jakarta

EBanten
‘ﬁ @ Jawa barat

®Jawa Timur

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Grafik 3.10
Sebaran Ormas Tahap/ll/fahun 2018

aJawa Barat

mJawa Tengah

s

P —— e o s gyt
at Organisasi Kemasyarakatan
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| eningkatan
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y
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peningkatan kapasitas - kelompok //
kelompok rentan/marjinal lain Regional Bar.

a. Senin, tanggal 8 Oktober 2018 bertem

kegiatan yaitu:

Pekanbaru, dengan melibatkan 200 (QUaratus) peserta yang berasal dari

Ormas Se-Provinsi Riau;

b. Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Hotel Le Polonia Medan,
dengan melibatkan 200 (dua ratus) peserta yang berasal dari Ormas Se-
Provinsi Sumatera Utara;

c. Senin, tanggal 12 November 2018 bertempat di Ballroom Hotel Le Polonia
Medan, dengan melibatkan 300 (tiga ratus) peserta yang berasal dari
Ormas Se-Provinsi Sumatera Utara;

d. Senin, tanggal 19 November 2018 bertempat di Ballroom Hotel Sapphire
Sky, dengan melibatkan 250 (dua ratus lima puluh) peserta yang b |

dari Ormas Se-Kota Tangerang Selatan. 5

2) Forum kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL. dala rangka
eningkatan kapasitas kelompok perempuan pen u/j /r:/;///

Eelomgz)l;kt renlt(a:/me:rjina:( Ilain pR:git))nal 'I"Jengahp »W%ﬁ /

Senin, tanggal 26 November 2018 berte ’ﬁétdi -//W'{»/i///{ 4

e
A ¢ v [ e diia oiilinih) oY £
----- C o sClalus . Ula puldrl) g

e aryags stspoperasmy et I A e L

B e st

’

tterkmfdenéarrhasalahsésml _erhé[syara atan.

engatasi masalah sosial kemasyarakatan diperlukan
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fasilitasi, koordinasi dan monev

(o
v
v

kemasyarakatan, dengan harapan al %

‘,_*:1, n
K?%?.

rangka berbagi informasi dan probl yang berkaitan d

v ~

lebih intensif antara pemerintah, ma

engan -

Ry A Y %
hambatan dan kendala yang dihadapi c - mengatasi masalah sosial

kemasyarakatan. Pencegahan dan penangafanmasalah sosial kemasyarakatan
merupakan tanggung jawab kita bersama untuk méwujudkan langkah-langkah i
yang lebih baik. R

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial saat ini
memerlukan panutan dan contoh yang dapat membawa kita ke arah yang lebih
baik. Terlebih lagi di era reformasi ini, kita dituntut untuk lebih berpartisipasi
dalam membangun Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahwa masyarakat
dan generasi muda adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan
masalah sosial kemasyarakatan seperti bahaya narkoba, sex bebas, minuman
keras, LGBT dan lain sebagainya yang merupakan masalah .

kemasyarakatan. Apalagi pelajar dan mahasiswa yang merupa ,/‘{; f""r"f”/

muda adalah tonggak keberlangsungan masa depan Indon I, '
harapan kita, yang akan memberikan warna bagi masa depan bg :gr%éaj_ Y,
karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh /‘%//
kemasyarakatan misalnya narkoba dan LGBT, dan i | o
pihak.

Oleh sebab itulah, kita perlu

1s1atit untuk Mmenas

O rad Ly I\ Py Py oG g rpi pl o
ol I B o AT
-0 :*"Fllll.*in!qu anakan galam
C - Al
P — B . "
umusan pemikiran dar
“1-—.-—\(:’""’;} -
e T e AT A W e
< B e et Y

35

 yang febin baik. S

suai dengan pelaksanaan

j ‘Dalam Negeri "t'er,'qs_—'?'be.rﬁp'aya? meningkatkan

75



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Laporan Kinerja 2018

kinerjannya agar hasil yang dihar
adapun yang menjadi ukuran kebert £ silan’ad:
1. Optimalnya kerjasama dan ko asi

h sosial kemasyarakatan;

pelajar dan mahasiswa dalam menghadap

o ;::'_:-"

dan misi antara pemerin

S

2. Sinergisitas dan kesepahaman peE

masyarakat, pelajar dan mahasiswa dglam menghadapi masalah sosial
kemasyarakatan; ‘

Hasil rekomendasi yang dapat dilaporkan pada kegiatan dimaksud adalah :

1. Harus ada inovasi dan terobosan dari pemerintah dalam upaya pencegahan

dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

2. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program dalam upaya pencegahan
dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

3. Agar pemerintah mengoptimalkan kerjasama, komunikasi, koordinasi yang
berkelanjutan dengan masyarakat guna tercapainya sinergisitas dalam
upaya upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyara ‘

4. Bahwa sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan masala

o

kemasyarakatan kepada masyarakat perlu lebih diper|u W

E—————————————————————

Terpeliharanya Kerukunan Komponen Bangasa Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Dalam Negeri

Jumlah Konflik berlatar belakang <5 Tahun 2015: 1 180 %
ISU SARA

Tahun 2016: 2 160 %

Tahun 2017: 0 200 %

Tahun 2018: 0 200 %
/‘ tatan Pusat | dan Informasi (Puskomin) Ditjen Polpum sepanjang
tah .r"‘:d/: dak diwe gan konflik berlatar belakang Isu SARA. Dibandingkan
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.

dengan tahun 2015 terjadi 1 (satu) kali peristiwa konflik sosial bérlatar belakang Isu

SARA yang sampai menjadi isu nasional terjadi-di Kabupaten Tolikara. Peristiwa konflik
ini sempat menjadi polemik secara nasional yang melibatkan Kepala Negara (Presiden)
dalam penyelesaiannya. Untuk peristiwa konflik-yang berlatar belakang Isu SARA di
tahun 2016 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu terjadi di Kota Tanjungbalai dan
Kabupaten Mempawabh. Peristiwa konflik ini sempat®menjadi pemberitaan yang cukup
mencuri perhatian di media massa nasional, akan tetapi peristiwa konflik ini selesai
sampai dengan tingkat provinsi. Sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak
terjadi konflik yang berlatar belakang Isu SARA.

Dukungan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan

dalam rangka memelihara kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas
keamanan dalam negeri yaitu melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas FKUB
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberadaan FKUB merupakan salah satu ujung tombak
kerukunan yang menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam terwujudnya
kerukunan umat beragama di daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama
Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun
2006, hingga tahun 2018, FKUB telah terbentuk di 34 Provinsi, 352 Kabupaten dan 93
Kota serta masih ada 14 (empat belas) Kabupaten di Indonesia yang belum membentuk
FKUB di daerahnya. Adapun 14 (empat belas) Kabupaten yang belum membentuk
FKUB yaitu :

1. Di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang belu

membentuk FKUB (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabup

Pesisir Selatan); . ‘
2. Di Provinsi Sulawemasih terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang belum
membentuk FKUB (Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan

Kabupaten Buton Selatan); :
en yang belum membentuk

3. Di Provinsi Papua masih terdapat 6 (ena
FKUB (Kabupaten Biak Numfor, Ka
Kabupaten Mamberamo Raya, Kabu

en Puncak Jaya, Kabupaten Paniali,

en Mamberamo Timur dan Kabupaten Intan
Jaya); serta
Di Provinsi Papua Barat masih tefdapat 2 (dua) Kabupaten yang belum membentuk

abupaten Manokwari'Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak).
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FKUB dalam menjaga kerukunan antar-umat beragama di daerah mempunyali

peran antara lain:

1. Melakukan Dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

2. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat.

3. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
‘rekomendasi” sebagai bahan kebijakan Gube\ur-, Bupati, dan Walikota.

4. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan yang berkaitan dengan kerukuanan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat.

5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khusus
FKUB Kabupaten dan Kota).

Peran FKUB saat ini semakin diperlukan karena sampai saat ini pemerintah
masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan keagamaan yang belum selesai
penanganannya yang mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Dimulali
dari permasalahan pendirian rumahi badat, penistaan dan penodaan agama, aliran
keagamaan bermasalah, radikalisme dan terorisme serta permasalahan akhir-akhir ini
yang cukup menyita perhatian kita adalah mengenai pendirian rumah ibadat yang terjadi
di beberapa daerah di Indonesia, seperti di daerah Kota Binjai dan Aceh Singkil yang
disebabkan oleh janji-janji politik. Selain itu, ada juga permasalahan penistaan dan
penodan agama seperti yang terjadi di Pilkada DKI.

Kita ketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalaha
tersebut bukan disebabkan oleh faktor keagamaan namun disebabkan oleh factor
diluar masalah keagamaan. Seperdi masalah politik, ekonomi, sosial, bud dan
hukum. Oleh karena itlj)ia/wmensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun
2018 peran FKUB sanéat dibutuhkan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama
agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji politik dan isu-isu penistaan

dan penodaan agama. ——

Melalui Rapat Koordinasi Nasional
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%

v

1. Perlunya penguatan kapasitas dan nbag
tugas dan fungsi FKUB guna member"

meningkatkan toleransi dan kerukunan ani

- 4 ‘s
A T -0

Pilkada Serentak Tahun 2018, terutama unt erita fitnah dan ST
AT R

adu domba. fe s

2. Belum optimalnya fasilitasi Pemerintah Dae¥ah« Provinsi dan Kabupaten/Kota

terhadap pelaksanaan tugas FKUB Provinsi maupun FKUB Kabupaten/Kota.
3. Perlunya peningkatan peranan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Dewan
Penasehat FKUB Kabupaten/Kota.

Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan

Demokrasi Yang Berkualitas

CAPAIAN KINERJA SASARAN
Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Sasaran 3

Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka .’-'v/}.é.r,r.
Demokrasi yang Berkualitas /}%

1. Persentase Peristiwa Konlik <10% Tahun 2015: 3 170 %
B-erlatar Belakang Pemilu dan Tahun 2016: 0 200 %
Pilkada

Tahun 2017: 7 130 %

Tahun 2018: 8 120 %

Dalam h oran pemantauan situ

ristivwva konflik dena

oy W7 S,
1etinn/a konflik \van
C o | \ Vdl

e lotvva "RUTTTIR A

T e Trpetl Ep oy e Pt
ontak 2013, Dbeberapa f

P

n a distribusi

minal bersenjata sehingg

‘surat suara
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Intimindasi oleh kelompok pasangan.calon yang tidak Iolos'“ verifikasi di KPU
sehingga masyarakat tidak menggunakan_hak pilihnya;
Demonstrasi menolak pelaksanaan pilkada serentak dengan calon tunggal; dan

Surat suara yang sudah tercoblos.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan: Direktorat Jenderal Politik dan

Pemerintahan Umum di tahun 2018 dalam rangka¥memelihara stabilitas politik dalam

negeri serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas sebagai bentuk antisipasi

terjadinya konflik berlatar belakang pilkada di tahun 2018, antara lain:

1.

.20084tentang Partai Politik, Pemerintah tt

Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik

Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik merupakan bagian dari amanat dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik yang menyatakan Bantuan keuangan dan laporan
penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur lebih lanjut.dengan
Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer
sesuai dengan peraturan perundangsundangan. 4
Dalam rangka pemt;:)em/lmmuaﬁ’keuangan kepada Partai Politi[< y.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Angg'arz.a‘r”l' Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

netapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang an Keuangan Kepada Partai Politik

raturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012

sebagaimana telah diubah dengan
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pemerintah daerah setiap tahunnya secara proporsional kepadé Partai Politik yang

mendapatkan kursi dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara,
dan dipergunakan untuk pendidikan ‘politik ‘bagi anggota Partai Politik dan
masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan sisanya untuk menunjang
kegiatan operasional sekretariat Partai Politik;

Sedangkan alokasi anggaran yang tersedia ¥ntuk Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD adalah hanya untuk menunjang
kegiatan operasional kesekretariatan, hal ini tercermin dari nilai bantuan keuangan
kepada Partai Politik, bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini belum

mengalami peningkatan, sementara amanat Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik, mengamanatkan bahwa bantuan keuangan yang
bersumber dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik
bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik saat ini persuara adalah Rp. 108,- dengan
jumlah keseluruhan pertahun yang diterima oleh seluruh Partai Politik-adalah Rp.
13.167.442.296,- atau sekitar 0,0006 % dari jumlah APBN Tahun 2015, atau
0,0245 % dari jumlah keseluruhan bantuan dari APBN/APBD Tahun 2015.
Peningkatan besaran bantuan keuangan Partai Politik, diharapkan agar Partai
Politik dapat melakukan pengelolaan secara lebih transparan dan akuntabel untuk
memperkuat kelembagaan Partai Politik melalui proses pendidikan politik da

pelaksanaan operasional sekretariat, mengingat saat ini Keuangan Partai b

mandiri, serta iuran anggota “donasi publik untuk partai belum
dengan baik. e

Penyesuaian peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai

insentif mendorong partai lebih profesional dalam tata kelola keuangan partai,

sebagai 'upaya’ untuk  dorongan unt gkatkan akuntabilitas  dan

tanggungjawab partai kepada pub engurangi ketergantungan kepada

pendonor besar, untuk menimbulka rtai yang sehat karena persaingan internal

terjadi karena faktor kapasitas, dan untuk mengurangi tekanan kepada kader
arena harus menjadi penyumbang partai.
an besaran bantuan ke uangan kepada Partai Politik didukung oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indonesian
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Coruption Watch (ICW) dan Perludem,-dimana peningkatan"'bantuan keuangan

partai politik adalah untuk menjaga kemandirian-partai politik. Sebab, jika kebutuhan
dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik
cenderung memperhatikan kepentingan.-penyumbang daripada kepentingan
anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu
terjadi, maka posisi dan fungsi partai politi bagai wahana memerjuangkan
kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis
bantuan keuangan partai politik dari negara mampu menjaga kemandirian partai
politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

Berkenaan hal tersebut, bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik

diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi kader dan masyarakat perlu
diimplementasikan, antara lain dengan cara mengubah rumusan atau formula yang
telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, dengan
menambahkan variabel anggaran untuk pendidikan politik, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk-melakukan
perubahan kedua beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, melalui‘ penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang  perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2018 dan diundangkan pad

2018 Nomor 1, yaitu ada kenai ‘bantuan keuangan parpol yang bersus
APBN dan APBD sehagai*berikut: e

» Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol di Pusat yang bersumber dari  APBN

kenaikan menjadi Rp.-1.000,- per suara sah.

> Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol di rovinsi yang‘:'bersumber dari
APBD kenaikan menjadi Rp. 1.200, uara sah.

» Kenaikan Bantuan Keuangan Par

di Tingkat Kabupaten/Kota yang bersumber

dari APBD kenaikan menjadi Rp#1.500,- per suara sah.
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dan kualitas pendidikan politik bagi anggota Partai Politik daﬁ masyarakat guna

penguatan kelembagaan Partai Politik.

2. Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengunduran
Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Permintaan lzin
Pencalonan Presiden Dan Wapres Serta Pelaksanaan Kampanye Pemilu
Penyusunan tentang tata cara pengunduran :&‘damm pencalonan anggota DPR,
DPD dan DPRD dan permintaan izin pencalonan presiden dan wapres serta
pelaksanaan kampanye pemilu sebagai tindaklanjut pengaturan dalam Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diundangkan pada

tanggal 16 agustus 2017. Undang-undang ini sebagai landasan pelaksanaan
Pemilu serentak tahun 2019. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Pemilu
serentak tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama dalam sejarah
kepemiluan di Indonesia. Terdapat beberapa pengaturan yang berbeda dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu pengaturan tersebut adalah
terkait dengan pelaksanaan kampanye Pemilu. Keserentakan penyelenggaraan
Pemilu berimplikasi terhadap pengaturan pelaksanaan kampanye pemilu yang
serentak pula. Hal ini jelas berbeda dengan pelaksanaan Pemilu.sebelumnya yang
tidak serentak.

Di dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dimaksud, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 memberikan hak kepada Pejabat Negara dalam melaksanakan

kampanye Pemilu. Namun demikian, terdapat pembatasan terkait Pejabat Negar;

negara dan tidak mWsilitas negara. Disamping itu, | '
Pejabat Negara_, am kampanye Pemilu haruslah fétap menjamin
keberlangsungan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terkait dengan cuti Pejabat

‘Negara dalam kampanye Pemilu.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tah 13 tentang Tata Cara Pengunduran Diri

Kepala Daerah, Wakil Kepala Da
Bakal Calon Anggota DPR, DPD,
Pelaksanaan Cuti Pejabat Ne

, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi
RD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta
ra dalam Kampanye Pemilu sebagaimana telah
erintah Nomor 29 Tahun 2014 tetang Perubahan
Atas Peratu“ran Pemerinta omor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran

/-
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P
Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan-Pegawai Neger'i..;/ang akan Menjadi
Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta
Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam . Kampanye Pemilu mengatur terkait
dengan pelaksanaan cuti Pejabat Negara dalam kampanye Pemilu. Namun
demikian, pengaturan tersebut masih dalam konteks pelaksanaan kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan kar»anye Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang terpisah. Hal tersebut tentu saja sangat berbeda konteksnya
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di mana
kampanye Pemilu dilakukan secara serentak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan

perubahan kedua beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat

Negara dalam Kampanye Pemilu. Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR,

DPD dan DPRD dan permintaan izin pencalonan presiden dan wapres serta

pelaksanaan kampanye pemilu yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2018 dan

diundangkan pada tanggal 19 Juli 2019 yang mengatur ketentuan antara lain:

» Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakya
Daerah, Presiden, Dan Wakil Pres_iden.

> Permintaan Izin Dalam Pencalefian Presiden Dan Wakil Presiden.

» Serta Cuti Dalamgau({&::)Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undéng-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

diatur bahwa gubemur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota,

onesia, anagota Kepolisian

aparatur sipil negara, anggota Tentara

Negara Republik Indonesia, direksi, ta dewan komisaris, anggota dewan

pengawas dan karyawan pada bad saha milik negara dan/atau badan usaha

milik daerah, atau badan lain yangganggarannya bersumber dari keuangan negara
ang mencalonkan diri sebegai anggota DPR atau anggota DPRD harus
durkan diri. Selain itu/pula gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

walikota, ~-wakil walikota, ~ kepala desa, perangkat desa, anggota badan
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permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia,

anggota Kepolisian Negara Republik Indenesia; direksi, anggota dewan komisaris,
anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mencalonkan diri sebagai
anggota DPD harus mengundurkan diri.

Sementara itu, pejabat negara kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan
anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, serta aparatur sipil

negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik a

Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan
partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus
mengundurkan diri. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, pejabat negara mempunyai hak . untuk
melaksanakan kampanye Pemilihan Umum. Dengan memperhatikan
keberlangsungan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, mekanisme pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota
DPD, anggota DPRD, Presiden, atau wakil Presiden serta pelaksanaan hak pejabat
negara dalam rangka kampanye Pemilihan Umum perlu diatur secara tegas dan
rinci dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini juga memua
ketentuan mengenai batas waktu p'engunduran diri dalam pencalonan an
DPR, anggota DPD, anggota D E')', Presiden, atau Wakil Presiden serta«€uti bagi
pejabat negara dalamﬂﬂé;ksanakan Kampanye Pemilihan Umum. Dengan
berlakunya Peratu-ran Pemerintah ini, maka sekaligus mencabut Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala
ng akan meﬁjadi Bakal Calon
dan DPRD Kabupaten/Kota, serta

Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawali |
Anggoh DPR, DPD, DPRD _Provi
Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara

am Kampanye Pemilu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerigtah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan
itas Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran

ala Daerah, Wakil Ke ala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi
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Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kébupaten/Kota, serta

Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam-Kampanye Pemilu.

3. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawalan
Capres atau Cawapres Dalam Pemilu Tahun 2019
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pasal 305 ayat (3) yang berbunyi “CaI;}fésiden dan Calon Wakil Presiden
yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama masa kampanye diberikan
fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia serta ayat (5) Ketentuan Lebih lanjut bagi pelaksanaan

pengamanan dan pengawalan diatur dengan Peraturan Presiden”.

Bahwa selama ini yang dijadikan rujukan dalam pengamanan dan pengawalan
adalah Keppres Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawalan
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden.

Berdasarkan surat Menkopolhukam Nomor B-192/DN.00.03/8/2018 tanggal 24
Agustus 2018 perihal Rekomendasi Rapat Koordinasi Pengamanan dan
Pengawalan Capres/Cawapres dalam Pemilu Tahun 2019 yang meminta
Kementerian Dalam Negeri untuk memprakarsai penyusunan rancangan Peratur
Presiden tentang Pengamanan dan _Pengawalan Calon Presiden dan Calon i
Presiden dalam PeWI;residen dan Wakil Presiden 'I:ah 19.
Berdasarkan perti gan tersebut di atas, dipandang perl.l]."uhtuk melakukan
penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawalan
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemiliha
‘Wakil Presiden Tahun 2019. Melalui pel :
Tahun 2018 tentang Pengamanan d

mum Presiden dan

Peraturan Presiden Nomor 85

engawalan Calon Presiden dan Calon

Wakil Presiden dalam Penyelenggaréan Pemilihan Umum yang ditetapkan pada

tanggal 19 Septémber 2018 dandiundangkan pada tanggal 19 September 2018
yang mengatur ketentuan antara lain:
va ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan dan

keamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
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» Bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden perlu meh'dapat pengamanan

dan pengawalan secara profesional-dan proporsional sejak penetapan dan
pengumuman pasangan calon Presiden.dan Wakil Presiden sampai dengan
penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi

Pemilihan Umum.

4. Penyusunan Revisi Peraturan Menteri D!'a'r’n Negeri tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik

Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam
Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan terakhir dengan Peratur
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerifi
Nomor 5 Tahun ZOOW’uan Keuangan kepada Partai Pol' Iky@intara lain
mengatur bahwa,, cara menaikkan bantuan keuan.‘c‘jén' partai politik,
penggunaannya diprioritaSurat Keputusan an untuk melaksanakan pendidikan

politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat dan sisanya untuk menunjang

kegiatan operasional sekretariat Partai P rta pengenaan sanksi bagi bagi

partai politik yang terlambat dan tidak ampaikan laporan pertanggungjawaban.

Kebijakan pelaksanaan pemberian
bersumber dari dana APBN/AP
Menteri Dalam Negeri Nomo

ntuan keuangan kepada Partai Politik yang
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
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Partai Politik penormaannya perlu disesuaikan -dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan.kepada Partail Politik dan Peraturan BPK
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme-dan Tata Cara Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga
Pemerintah/pemerintah daerah dapat memp&mani tata cara menaikan bantuan
keuangan kepada partai politik penggunaan, pengenaan sanksi dan mempermudah
partai politik dalam mempertanggungjawabkan laporan penerimaan dan
penggunaan bantuan keuangan secara transparan dan tepat waktu sesuai aturan

perundang-undangan.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik, dipandang perlu untuk melakukan perubahan
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Melalui penetapan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan ‘Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mengatur substansi antara lain;
» Menyesuaikan dan menyempurnakan penormaan kebijakan pemberian ban

keuangan Partai Politik yan 'éhdapatkan kursi di DPR, DPRD Prowmifisi, dan

DPRD Kabupaten,/beaéj:: dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku terutarﬁa menyesuaikan pengaturan yang ada dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
ai Politik.

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan |
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> Bagi pemerintah provinsi dan kabupate ‘;"«,' A1
Keuangan kepada Partai Politik JW

7

Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah

» Besaran nilai Bantuan Keuangan dapat diffe

Rp1.500 per suara sah alokasi anggaran

gan kepada;aar:ta

~
-

Politik tahun anggaran berjalan. ;

N sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Méhhteri Dalam Negeri.

» Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk memberikan persetujuan
kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat Provinsi.

» Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur untuk
memberikan persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat
Kabupaten/Kota.

» Gubernur surat pengajuan permohonan kenaikan bantuan keuangan parta
politik tingkat provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Je

program prioritas daerah.

» Kriteria meliputi Kondisi kemampuan keuang an dae Nil

N
> Pembentukan Tim penilai besaran L 2naikan b /W

tuan reuangal
politik tingkat pusat dan provinsi. ///7//% :u:/

> Menteri Dalam --',._- am memberikan

keuangan tahun anggaran sebelumnya dan indeks

aNn evaluast diketua

dengan-

A
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Ut

» Biaya tim penilai dan evaluasi dibebankan pa 'ﬁ

- A v
Belanja APBN. ,.»’._-
7

» Gubernur wajib melaporkan pembefian - perset

- o~ e

ajian terhadap per

Negeri dan Menteri Dalam Negeri dapat-m: s‘e_gqjua_m

alam Negeri dapat melakuka

yang telah diberikan oleh Gubernur serta \

perubahan terhadap besaran nilai kenaikan B3 an keuangan berdasarkan hasil

kajian.

» Pengaturan Bagi Partai Politik yang berhak menerima bantuan keuangan yang v‘,{ "
bersumber dari APBN/APBD yang masih bersengketa kepengurusan baik di
tingkat Pusat, tingkat Provinsi ataupun tingkat Kabupaten/Kota.

» Terkait dengan rencana penggunaan diprioritas untuk pendidikan politik dan
operasional sekretariat serta melampirkan Daftar barang inventaris sekretariat
parpol dan Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan
keuangan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan
melengkapi kelengkapan administrasi berupa rencana penggunaan. i
bantuan keuangan partai politik diprioritas untuk pendidikan politi :

barang inventaris sekretariat partai politik yang bersumber dari APBN

» Pengenaan sanksi bagi partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan
isebutkan alam hal partai politik tidak mengaju ‘WW |
LPJ disebutk lam hal partai politik tidak '//}//f://,///

g

keuangan pada tahun anggaran berjalan, bant / /r/;

.......

rdaftar di

r keagis

s

8 M_« 7™
Yas dan funasi bartai politik
P e

ST o

gt Y ot
o ¢ /

étén,. , {g‘:_l‘kb‘rhbdasi dan

bayaran ransport kegi

gképan"pes'e.r.fé k_'e'g'i‘at"ari{.""?'7.’_; e
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> Penjabaran kegiatan operasional : ekref A
dalam mempertanggungjawabkan' ,; e
dan akuntabel. v ‘

» Penambahan pengaturan yang terkait keg
politik berkaitan dengan administrasi umum la .
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi palaipolitik dan pengadaan barang "

inventaris.

5. Penyusunan Draf Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Tentang Partai N
Politik |
Sebagai organisasi modern, partai-partai sudah tentu dituntut untuk
mengembangkan etika berpartai secara modern pula. Termasuk di dalamnya etika
kepemimpinan yang demokratis dan kolegial, etika berorganisasi atas dasar
distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi, dan etika pertanggungjawaban secara .
public, yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal partai yz .

disepakati bersama. Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, parte
Wi
partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik /'}rﬁ/
pel

7
L

kepemimpinan, tetapi juga bisa menjadi basis sekaligus fondasi bag

PE
demokrasi kea rah yang lebih substansial. :
Oleh karena itu paling kurang ada dua konteks pentin emk

ndang tentan artai  Politi akni Perta é{ o/u/t///:«/’/// ////
Undang g P Politik, yak P. ///////////////////,

ndang yang dapat mendorong dan pe atan 104/1/'/04'("-/!'
Undang yang dapat mendorong dan peningkat /W/W

politik sehingga terwujud partai-partai yang ,/?,/,/
(institutionalized). Kedua, tergi : Jndang-Undang yang.|

In 2 tahiin 2008
|-NO.2 anurn 2vvo (el
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> N
Bermunculannya partai politik baru juga ditunjang oleh keteﬁ{uan pembentukan '
partai politik yang terlalu mudah. Penyederhanaan partai politik juga terkendala oleh
belum terlembaganya sistim gabungan partai politik yang terbangun di Parlemen.
Gabungan politik yang tercipta cenderung bersifat instant, lebih berdasarkan
kepentingan politik jangka pendek, dan belum berdasarkan platform dan program
politik yang disepakati bersama untuk jangka vbetu tertentu dan bersifat permanen.
Kedua, belum terlembaganya partai sebagai organisasi moderen dimana sikap dan
perilaku partai politik belum terpola atau sistemik sehingga belum terbentuk budaya
politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistim demokrasi. Lemahnya

pelembagaan partai politik terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai a

kader. Partai politik cenderung membangun partai massa yang aktivitasnya
meningkat hanya menjelang pemilu dimana sistim keanggotaan amat longgar,
karena belum memiliki sistim seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai
serta belum mengembangkan sistim pengkaderan dan kepemimpinan politik yang
kuat. Lemahnya pelembagaan sistim kepartaian juga dapat dilihat dari belum
tersedianya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk membekukan
kepengurusan partai politik, baik untuk kepengurusan tingkatan pusat, tingkat
propinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Problem lain yang dihadapi adalah upaya
untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik
sekalipun masih menemukan kendala kultural dan struktural.

Ketiga, belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh Partai Politik
baik fungsi partai politik terhadap Negara maupun fungsi partai politik terh
rakyat. Partai politik belum mberikan pendidikan politik dan g
pengkaderan serta Mﬁk yang efektif untuk menghasilkan kader-kader
calon pemimpin yz;mg memiliki kemampuan di bidang politik. Sepanjang tahun
sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti,

tidak ada rencana kerja partai yang bersifat jang, mene'ﬁgah, dan jangka

pendek. Akibatnya partai politik tida iliki program yang jelas dalam hal

bagaimana melakukan pendidikan tik bagi masyarakat, melakukan artikulasi

dan agregasi kepentingan, membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik

Intuk menjembatani rakyat dengan pemerintahan.
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sebagian besar tidak jalan makd
pemerintah. luran dari anggota tidak jala

lemahnya mekanisme hadiah dan ganja m i

pengakuntasian dan pelaporan, meng )E

mekanisme pengelolaan keuangan yang ,

lak terwujudnya Iap""' . ‘

ot

pertanggungjawaban keuangan akhir tahun paltaiyang transparan, akuntabel dan

auditable. '

Kelima, mudahnya syarat bagi pembentukan partai politik yang turut menyokong R

lemahnya pelembagaan partai politik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan

penyusunan rancangan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang tentang Partai

Politik yang mengatur ketentuan antara lain:

» Undang-Undang tentang Partai Politik perlu diselaraskan dengan sistem politik
dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan menunjang sistem
pemerintahan yang stabil dan efektif. y

» Tugas dan fungsi Partai Politik perlu ditata dan ditumbuhkembang! ar
konteks pelembagaan Partai Politk agar semakin memperkua
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Permasalahan Il i,

| | . V17007000

disusun tetapi pada tahun 2018 Revisi %Wé/;‘//’ D08

Tindak Lanjut 3 ///W

Mendorong Revisi U

hiiakan dan Produ

o

1 1 ; 9 . o T o ..

1 kebijakan dan produk h ukum bida 5/' olitik
*’-".‘"-z—..s——rﬂ ey H‘!’hd"’_ 1_4:,’ l’lf)}

o Radio sebanyak 2 (dua) kali dan Sosialisasi’
"Politik den Sosialisasi Undang-Undang tentang

h ahyék 1.660 _@e’_rjb’ﬁ_é’ri]éhi'-‘ratus'gham'puIuh) orang
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yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sumate';a Utara, Bali, Jawa

.

Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan,-antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan sosialisasi kebijakan‘bidang politik dalam negeri melalui media
publik radio KBR (PT. Media Lintas Inti-Nusantara) kegiatan Talkshow selama
60 menit yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018.

Melaksanakan sosialisasi kebijakan bidan litik dalam negeri melalui media
publik radio KBR (PT. Media Lintas Inti Nusantara) kegiatan Spot Iklan selama
60 menit yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2018.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta
Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada
tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Hotel Marbella Suite Jakarta Provinsi DKI
Jakarta yang diikuti oleh 125 (seratus dua puluh lima) Orang peserta terdiri dari
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi DKI
Jakarta, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat,
dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta
Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (Satu) hari pada
tanggal 05 Juni 2018 bertempat di Hotel Marbella Suite Bandung Provinsi Jawa
Barat yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat,
Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, da
Pejabat/staf di lingkungan Direktqrat Politik Dalam Negeri.
Pelaksanaan Kegiatan S iglisasi Peraturan Perundang-undanga
Kebijakannya TWfiolitik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada
tanggal 06 Sep‘tember 2018 bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh 350 (tiga ratus lima puluh) Orang peserta

terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa di ovinsi seluruh Indonesia dan

Kabupaten/Kota se Sulawesi Te a, Pengurus Partai Politik, Aparatur

Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat
Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Saosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta
ijjakannya Terkait Pa i Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada

tanggal 25 September 2018 bertempat di Hotel Le Polonia Medan Provinsi
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7)

8)

9)

.

Sumatera Utara yang diikuti oleh 200" (dua ratus) Orang"“peserta terdiri dar
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi
Sumatera Utara, Pengurus Partai Palitik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait,
Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta
Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaks@makan selama 1 (satu) hari pada
tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Hotel Grand Mega Resort Denpasar
Provinsi Bali yang diikuti oleh 200 (dua ratus) Orang peserta terdiri dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Bali,
Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta
Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada
tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di Hotel Aston Banyuwangi Provinsi Jawa
Timur yang diikuti oleh 200 (dua ratus) Orang peserta terdiri dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur,
Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta

Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada

tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Hotel Aston Menado Provinsi Sulawesj ‘

Kesatuan Bangsa dan Politi 'ﬁrovinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi. vesi
Utara, Pengurus Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat,

dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

10) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta

Kebijakannya Terkait Pemilu dilaksan a 1 (satu) hari pada tanggal
26 April 2018 bertempat di Hotel |

yang diikuti oleh 60 (enam pulu

alembang Provinsi Sumatera Selatan
rang peserta terdiri dari Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi/Ké@bupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan,
Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan

irektorat Politik Dalam Negeri.
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11) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi~Perat
Kebijakannya Terkait Pemilu dilék

28 Mei 2018 bertempat di Hotel Med /’

oleh 115 (seratus lima belas) Orang erta [.

Rt

dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se
Kementerian dan Lembaga/Instansi Terkait;
lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri. {
12) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta
Kebijakannya Terkait Pemilu dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal
28 September 2018 bertempat di Hotel Sense Sunset Seminyak Provinsi Bali
yang diikuti oleh 110 (seratus sepuluh) Orang peserta terdiri dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Bali,
Aparatur Pemda, Kementerian dan Lembaga/Instansi Terkait, Masyarakat, dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Gambar 3.2
Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Muda Melalui Media K

ber data: Direktorat Politik Dalam Negeri
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7. Dialog Pemerintah Dengan Masyarakat Dan-Partai Politik

Di Tahun Anggaran 2018, Pelaksanaan Forum Dialog antara Pemerintah dengan

Masyarakat dan Partai Politik dalam rangka kebijakan bantuan keuangan partai

politik dilaksanakan sebanyak 1.018 (seribu delapan belas) orang yaitu di Bali,

Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat, yakni antara lain sebagai

berikut:

a) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai
Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Februari 2018
bertempat Hotel Good Ways Provinsi Bali yang diikuti oleh 118 (Seratus Delapan
Belas) Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a

Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se
Provinsi Bali, Unsur Masyarakat, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari
DPD Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
se Provinsi Bali dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
b) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan.Partai
Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 April 2018 bertempat
Hotel Aston Jayapura Provinsi Papua yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh)
Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Papua dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se
Provinsi Papua, Unsur Masyarakat, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari
DPD Partai Politik yang mempunyai kursi.di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kot
se Provinsi Papua dan Pejabat/staf dilingkungan Direktorat Politik Dalam Negéri.
c) Penyelenggaraan Forum Dj g Pemerintah dengan Masyarakat (e i
Politik dilaksanalgu.seﬂﬁ??satu) hari pada tanggal 23 April 2018 bertempat
Gedung Pari Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 450
(Empat Ratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Seluruh | an Kepala 'éadan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten/kota eluruh Indonesia, Pengurus/Pengelola

Bantuan Keuangan dari Penguru
Pimpinan Pusat (DPP) Partai
_Pejabat/staf di lingkungan Dir

ngelola Bantuan Keuangan dari 10 Dewan
olitik yang mempunyai kursi di DPR dan
torat Politik Dalam Negeri.

elenggaraan Forum
Politik

lalog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai

aksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 September 2018
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_

bertempat Hotel Aria Barito Banjar /o/n,-""' alir e “""r"a-*“"r' o
oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang ovf/-//"

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selate pa dan 55-?'

- A

Bangsa dan Politik Kabupaten/kota -/'/’(:/ ‘ Imantan Sela én%' n§g

S

jan dari DPD Partai Polit

I

Masyarakat, Pengurus/Pengelola Bantus .

yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi¥dan Kabupaten/Kota se Provinsi
Kalimantan Selatan dan Pejabat/staf di Iingkungéh Direktorat Politik Dalam
Negeri.

e) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai
Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Desember 2018
bertempat Hotel Bogor Indah Nirwana Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150
(Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Unsur Masyarakat,
Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari Pengurus/Pengelola Bantuan
Keuangan dari 10 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang mempun
kursi di DPR dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Neger

7,

8. Peningkatan Fungsi Peran Fungsi Penyelenggaraan Politik Pemerintahan di- =~ =
Daerah (Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota DPR, d /
Kunjungan kerja anggota DPR RI ke daerah merupakan bagiar /T/n/o" '/‘ 9,
i

0

ot
dalam rangka menjaring informasi dari masyarakat sekaligus n ./:-//r, n'/Ar gSi

, Ke r/,/‘//:;/r//;g/ﬂ/a/,%/‘r/ : /

sekaligus sebagai bahan feedback dalam rangka perbaikan kebijakan ke depa y/
Dalam kunjungan kerja dimaksud di i JWW Z
l / i 7

pengawasan. Dalam kunjungan kerja dimaks

akan diangkat.

Beberapa kunjun

= -

'n"’ﬁ \/ Si
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:
Reses V (30 Juli — 3 Agustus 2018); A

a. Provinsi Kepulauan Riau
b. Provinsi DI Yogyakarta

i

>

-,

c. Provinsi Sumatera Barat

A

e

.
.
7

-
>
s

Kunjungan Kerja Masa Reses DPR RI Per:
Reses | (1-5 november 2018);
a. Provinsi Lampung

- -
= Pty

b. Provinsi Kalimantan Barat

c. Provinsi Bali tanggal

Reses Il (14-18 Desember 2018);

a. Provinsi Jawa Barat

b. Provinsi Jawa Timur

c. Provinsi Aceh

Kunjungan Kerja SPESIFIK DPR RI TAHUN 2018

a. Bali, Sulsel Dan Sumut (22-24 Januari 2018)

b. Lampung, Sumsel Dan Riau ( 5-7 Februari 2018)

c. Papua, Sumut ( 15-17 Maret 2018)

d. Riau (22- 24 Maret 2018)

Dalam rangkaian kunjungan kerja dimaksud mur '

dengan tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu: '

1) Pemilihan Kepala Daerah
Beberapa isu yang muncul terk dengan pem
terkait dengan hibah APBD
serta netralitas Apasattr Sipi Negara (ASN

3 cjé—p'enyel g

e g iy
,:.:.‘.‘-"W,v_-smv—j":,
O [ KCTUSAKAIL. FClITc

= ..-m 4 W i
m E KTP adalah gando ring
o C N - yallyt 4 -
2 = DR 2
0 C 2 s

majaan dari pus

e S

sering muncul permasalahan adalah masih belum
an dari UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
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Daerah. Kondisi tersebut meng .

UU No.23 Tahun 2014 seca

kesejahteraan rakyat.
4) Pelayanan Publik di Provinsi kepada )
5) Jumlah Perda yang masih berlaku daﬁ erd

6) Permasalahan tentang Aparatur Sipil Nega¥a'serta Tenaga Honorer.
7) Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.

8) Penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. ! vl
9) Penanganan/penyelesaian tenanga honorer dan arsip daerah.

10) Evaluasi pelaksanaan program E-KTP.

11) Evaluasi Pilkada Serentak, Persiapan dan Kesiapan Pemilu dan Pilpres 2019
12) Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

13) Membahas Permasalahan Perbatasan.

Pemantapan dan Monitoring Situasi Politik di Daerah
Di Tahun Anggaran 2018, Forum Pemantapan dan Monitoring Situasi Pc
Daerah (FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Sere '8 x
Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Monl
Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Forum Pem

Daerah, Pendidikan Politik bagl Pemilih Muda dalam ran /

NaNn Panyv
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2)

3)

4)

5)

.

Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demakrasi Pelaksanaé'h Pilkada Serentak
2018 dan Persiapan Penyelenggaraan-Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan
selama 1 (satu) hari pada tanggal 16 April 2018 bertempat di Hotel Singgasana
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh)
Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Selatan dan Aparatur Pefda Sulawesi Selatan, Unsur Tokoh
Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak
2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan
selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 April 2018 bertempat di Hotel Quality
Manado Provinsi Sulawesi Utara yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh)
Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Utara dan Aparatur Pemda Sulawesi Utara, Unsur Tokoh
Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak
2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan
selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di ' Hotel Grand
Central Provinsi Riau yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta
terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Ria

dan Aparatur Pemda Sulawesi Riau, Unsur Tokoh Agama, Unsur T

Masyarakat, Masyarakat U h’i, Mahasiswal/i dan Pejabat/staf di li
Direktorat Politilm;(r]i. Lo

Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak
2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan

selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 A ertempat d| Hotel Premiere
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6) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demakrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak

2018 dan Persiapan Penyelenggaraan-Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan
selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 September 2018 bertempat di Hotel Aston
Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh)
Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur dan Kaban Kesbangp@FKabupaten/Kota Se Provinsi Jawa
Timur, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum,
Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

7) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak

2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan

selama 1 (satu) hari pada tanggal 24 September 2018 bertempat di Hotel
Luxton Bandung Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh)
Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat,
Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat
Politik Dalam Negeri.

8) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak
2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan
selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Hotel The
Atrium Provinsi Yogyakarta yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang
peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsj

Yogyakarta, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingku

Direktorat Politik Dalam Negefis ‘
9) Pelaksanaan RMOrdi;;\si Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada

Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Hotel

Aryaduta Provinsi DKI Jakarta yang ujuh Puluh) Orang peserta

terdiri dari Instansi Terkait, Kepala
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11)

12)

13)

Aone Provinsi DKI Jakarta yang diikuti-aleh 70 (Tujuh Pdth) Orang peserta
terdiri dari Instansi Terkait, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Seluruh
Indonesia dan Kepala Bidang Politik’Dalam Negeri Seluruh Indonesia, dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada
Serentak 2018 dan Persiapan Penye&ggaraan Pemilu Serentak 2019
dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Desember 2018 bertempat di
Hotel Red Top Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 70 (Tujuh Puluh) Orang
peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Seluruh Indonesia dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Seluruh Indonesia,
dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Forum Pemetaan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan selama 1
(satu) hari pada tanggal 16 November 2018 bertempat di 7 (Tujuh) Provinsi di
Seluruh Indonesia yaitu Hotel Royal Kuningan Provinsi DKI Jakarta, Gets Hotel
Provinsi Jawa Tengah, Hotel Aria Provinsi Jawa Timur, The Atrium. Hotel
Provinsi Yogyakarta, Hotel Best Western Provinsi Sulawesi Selatan, Hotel
Pangeran Beach Provinsi Sumatera Barat, dan Hotel Karibia Provinsi Sumatera
Utara, yang diikuti oleh total 210 (Dua Ratus Sepuluh) Orang peserta terdiri dari
Instansi Terkait, KPU masing-masing Provinsi, Bawaslu masing-masing
Provinsi, Akademisi masing-masing Provinsi, Organisasi-Masyarakat masing-
masing Provinsi, Mahasiswa/i masing-masing - Provinsi, - Kepala  Bada

Kesatuan Bangsa dan Politik masing-masing Provinsi dan, dan Pejabat/s

lingkungan Direktorat Politi alam Negeri. ‘
Pelaksanaan For metaan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan selama 1

(satu) hari pada tanggal 27 November 2018 bertempat di 7 (Tujuh) Provinsi di
Seluruh Indonesia yaitu Hotel Sultan Provinsi Aceh, Hotel Travello Provinsi

Jawa'Barat, ‘Hotel Grand Mega Res ali, Hote.lﬁ Royal Tarakan

Provinsi Kalimantan Utara, Hotel adz Provinsi Kalimantan Barat, Hotel

Aston Provinsi Papua, dan Hotel Manise Provinsi Maluku, yang diikuti oleh total
210 (Dua Ratus Sepuluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, KPU
masing-masing Provinsi, Bawaslu masing-masing Provinsi, Akademisi masing-
ing Provinsi, Organis Si Masyarakat masing-masing Provinsi, Mahasiswal/i
masing-masing Provinsi; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masing-
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14)

15)

10. Komunikasi Sosial dan Pembah

Negeri

W\

masing Provinsi dan, dan Pejab‘ s ngkung
Negeri. 7 7,"
Pelaksanaan Pendidikan Politik Beé 4
Partisipasi Pemilih dilaksanakan sele

November 2018 bertempat di Hotel Travel

oleh 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Orang'peserta terdiri dari InstansiTerkait,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Organisasi .
Kepemudaan, Mahasiswa/i, Siswa/i SMU dan Pejabat/staf di lingkungan \ .
Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Pendidikan Politk Bagi Pemilih Muda Dalam Mendorong
Partisipasi Pemilih dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 01
Desember 2018 bertempat di Hotel Grand Mariana Tangerang Provinsi Banten
yang diikuti oleh 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Orang peserta terdiri dari
Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dan

dengan 4 (empat) segmen Video iklan layanan dalam - mendu
pemilu 2019 yang terdiri dari Pendidikan politik bag

+ 4 menit.

s /,f'f.’/ .

e
A i

|3 P
.

.ﬁtf‘”""-l'uu'._dq-r-unll?-""{zf:‘- sal

fi oleh 150 (Seratus Lima Pulu
t, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan

antan  Timur dan AKé‘sba‘r:l'g'pdl Kota Balikpapan,
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2)

3)

4)

Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan . 3 ‘) hari pé[d'ei't-angggl_é_'SV SR

4

i o
Maret 2018 bertempat di Hotel Sotis Kupa rovinsi Nusa Tenggara Timt

yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima PuluhyOrang peserta terdiri dari Instansi
Terkait, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsé dan Politik Provinsi Nusa
Tenggara Timur, masyarakat Umum, Mahasiswal/i, dan Pejabat/staf di
lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Isu-Isu
Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 11
Mei 2018 bertempat di Hotel Grand Dafam Jember Provinsi Jawa Timur yang
diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait,

Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tim

Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Su-lsu-
Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu 6.
Juli 2018 bertempat di Hotel Luxton Cirebon Provin 7
oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri ir/ nstarn ;’, erkait, Ka
i rovn sasa o

I
masyarakat Umum, ///// / //
Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegi

18 bertembpat di Hot

o

o
» e g = bl *“"""'p«!ﬁ gl e R

| fc.‘_""l.—*alllgv.j'- gan Politi ':\:‘qﬂ\‘,’ql-‘:l‘ A

: //7/ gi

v /

aksanaar ata itik 'd'_étr}_“?—'i?_emb_a“ha'sén Isu-Isu

dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 3
di Hotel Royal Kuningén Pro’vinsii DKI Jakarta yang
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e
diikuti oleh 150 (Seratus Lima Pur
Kaban dan Kabid Badan Kesatué 5
masyarakat Umum, Mahasiswali, dan Pejab

Politik Dalam Negeri. = ,-

11. Dialog Publik Dalam Rangka Analisis ¢ r uasi bidang Politik Dalar
Negeri : ] \
Di Tahun Anggaran 2018, Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi

bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan sebanyak 700 (tujuh ratus) orang yaitu di

Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau,

yakni antara lain sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan
Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada
tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Hotel Regents Park Malang Provinsi Jawa_
Timur yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatué 3
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Badan Kesbangpol v al

!’,ﬁl"
Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat U
Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik-Dalam Nege

2) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam R j.// s da
Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilakse_makan /
tanggal 09 April 2018 bertempat di Hotel T e Atr
diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdi

dan Politik Provinsi Yogyak ur /////%:;;%%

Masyarakat, Masyaraka 7 j,,/ gk

) Negeri.
egiatan Forum Dialog

Y Politik 1)Al:

4

o 7
et 3

esatuan Bangsa

' okoh

“Unsur Tokoh Agama, Unsul
- T R s /'.‘
r kunga

- 7 Y,
.‘d’ i

o

B e ot 7 ;

orum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan
Dalam Negeri.dilaksahakanl's’éflama'1 (satu) hari pada
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5)

6)

7)

tanggal 20 Mei 2018 bertempat k' :

v

oleh 100 (Seratus) Orang peserta
Politik Provinsi Papua, Unsur Tokah A
Masyarakat Umum, Mahasiswa/i ',,‘;:'

Politik Dalam Negeri. 3

Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog PO Dalam Rangka Analisis dan

Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada
tanggal 05 Juni 2018 bertempat di Hotel Pramesti Bogor Provinsi Jawa Barat
yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, Unsur Tokoh
Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan
Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada
tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Hotel Hill Batam Provinsi "
yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari B .

W
7

d
Bangsa dan Politik Kota Batam, Unsur Tokoh Agama, Unsu
ng

Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungat
Politik Dalam Negeri.

Jakarta yang diikuti oleh ) (Seratus) Of

Provinsi DKI

N iIrekiorat Polltik 1)a

a m‘?

ai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai
Amanat Nasional, PéfftéifKeédiléth Sejahtera, Partai
artai Nasdem, dan PartéiAHa'h'Ur_ai. .
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Bantuan Keuangan Kepada Partai Polit?kf

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

W e
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah N

. g O 'Ia:’.m‘::-' |
L

2018 dan diundangkan pada tanggal 5 janug

/
)
=

-
\ ¢

erdasarkan Peraturan Menteri.

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 teftang Tata Cara Penghitungan,."\

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu ada kenaikan bantuan
keuangan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai berikut:
» Bahwa Bantuan Keuangan Parpol di Pusat yang bersumber dari APBN terdapat

Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan

kenaikan dari persuara sah 108,- menjadi Rp. 1.000,-

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2014-2019
yang Mendapatkan Kursi di DPR-RI Hasil Pemilu Tahun 2014

Tabel 3.17

pada Tahun Anggaran 2018

Pertanggungjawaban

PARTAI
POLITIK

NO.

GOLKAR

PEROLEHAN
PEROLEHAN
SUARA HASIL
KURSI
PEMILU 2014

18.424.715

BESARNYA
BANTUAN (Rp.
108,-)

1.989.869.220

BANTUAN (Rp.
1.000,-)

18.424.715.000 |

GERINDRA

HANURA

14.750.043

6.575.391

1.593.004..644

710.142.226

14.750.043.000 |

6.575.391.000

JUMLAH

121.920.762

13.167.442.296

121.920.762.000

108
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kepada 10 Partai politik hasil pemenang pemilu

an 2018 diberikan selama 12 bulan dari bulan Januari
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13.

sampai dengan Desember 2018, dengan / litungal ; du"‘c‘f";""a_.-h-‘r
P AP . o e ey
Rp. 1.000,- (Nilai Persuara Sah) x Jumlah Petolehan Suar. R e S

Myw,,

A “a Lk
B A
-~

naikan bantuan

diberikan sebesar Rp. 13.167.442.296,- dan
keuangan kepada partai politik menjadi Rp;. 121
108.753.319.704,-

.

» R
2.000, - atau bertambah Rp.

Fasilitasi Audit Bantuan Keuangan Partai Politik
Fasilitasi Audit Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018 dilaksanakan selama R
1 (satu) hari pada tanggal 05 Oktober 2018 bertempat di Hotel Sentesa Paninsula
Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Fasilitasi Audit Bantuan Keuangan
Partai Politik diikuti oleh 100 (seratus) Orang peserta terdiri dari Pejabat dari Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum Pemerintah
Daerah Sumatera Selatan, Inspektorat Daerah, Pengurus Partai Politik dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri. Rapat Fasilitasi A |

Bantuan Keuangan Partai Politik dengan langkah-langkah penyelesaian,

1, yakK
= c{m,'f._ A

sebagai berikut: /}/// . e
a) Fasilitasi Audit dilaksanakan sebagai sarana untuk memfasilitast Partai Dol
i

dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Be g /
Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone :

setelah tahun anggaran berakhir. f /
Penerapan sanksi atas ketidakpatuhan‘dalam pelaporat

ad Dantuan K
e
/

Sa BPK perlu mengecek a

it e T - saninvae LT

- s,
Antuan keuangan sesuai d
- I i . - o
s e ‘-L—-.~a-.:-':—ﬁ“\"-"'.'::a'

-~

Jangan sebagaimana

i Tt
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d)

f)

9)

Bila realisasi dan rencana tidak se

partai politik sebagai lembaga put;’

kegiatannya dengan baik.

- g

Dalam rangka penguatan akuntabilitas ke terkai
Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksae adap pengelolaan keuangan I
parpol yang berasal dari APBN/APBD sebagai pérsyaratan pencairan dana By
tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 i
tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 tahun 2015 tentang
Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Bahwa pada umumnya permasalahan proses penyelesaian
pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol hanya berkisar pada pros:

NSt
AR, 7

penggunaan keuangan kegiatan pendidikan politik dan k

.

penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari parpol. ./:/

memperkuat akuntabilitas pertanggungjawaban Bantuan /"y;/;f/{/

diharapkan proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan

ik
| _-y:" )\
/s ’é{;/ g

sl

bantuan keuangarn, e iharapkan dapat ‘
idikan politik bagi angg

.........

Ticetraci Pann Y7
C ‘““I.!‘ll-,-gen‘n-.:orvd“'.";::; el
.‘W

. mmw\._>w-,.vmwﬂ‘:;\ﬁ_ .v;’)

= = 7
fnaan Fasilitasi Veriikasi keabsahan dan

- -_

.
B A =

Ul

e MARGA B A

—_— GV i
P .

-~ e D #

{ Barat, Banten dan Kepulauan Riau, dengan total

) orang, yakni dengan rincian sebagai berikut:
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15.

_dari APBN dan Pejabat/staf di lingkungan

.

a) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi’ Verifikasi  -keabsahan "Ndan kelengkapan
administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan selama 1
(satu) hari pada tanggal 19 Januari*2018 bertempat di Hotel Pramesti Bogor
Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta terdiri dari
Pengurus Partai Politik dan Pejabat/staf'di lingkungan Direktorat Politik Dalam
Negeri.

b) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Verifikasi keabsahan dan kelengkapan
administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan selama 1
(satu) hari pada tanggal 02 Februari 2018 bertempat di Hotel Marbella Provinsi
Banten yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta terdiri dari Badan
Kesbangpol Provinsi Banten Pengurus Partai Politik dan Pejabat/staf di
lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

c) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Verifikasi keabsahan dan kelengkapan
administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan selama.1
(satu) hari pada tanggal 17 September 2018 bertempat di Hotel Pacific Palace
Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) orang
peserta terdiri dari Badan Kesbangpol Kota Batam, Pengurus Partai Politik dan

Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pemutakhiran Data Base Partai Politik

Pada Tahun Anggaran 2018, Penyusunan Database Partai Politik diselenggarakan
pada tanggal 31 Juli 2018 di Hotel Lombok Raya Provinsi Nusa Tenggara Bar
Rapat ini diikuti oleh 150 (seratuslima puluh) orang peserta, yang terdi
Pejabat dan StafW’deral Politik - dan Pemerintaf,lan :
Direktorat Politik D egeri, Operator Database di Kesatuan .i3a'ngsa dan Politik
di tingkat Kabupaten/ kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendahara Umum

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan

at Politik Dalam Negeri.
Perancangan aplikasi Data Base Part itik ini akan menghasilkan:
a) Sistem informasi keberadaan partai politik, kepengurusan, partai politik yang
mendapatkah kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, partai

olitik yang mendapatkan bantuan keuangan bagi partai politik,
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dirubah akan terjadi tidak konsis

v

o

diambil atau dicetak data yang memiliki Krite
tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu daff'sebagainya,

d) Menyusun format standar dari sebuah data, data 'yang sama pada file yang .
berbeda harus memiliki format data berupa type dan jangkauannya harus sama, \ .
ketidaksamaan format data akan mengakibatkan sulit atau tidak biasanya
pengaksesan data yang lain.

e) Data Base Partai Politik akan disimplifikasikan menjadi satu dengan Sistem

Informasi Politik Dalam Negeri.

16. Penerapan Best Practice Peningkatan Pendidikan Politik '
a) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan Pendidikan Politik dilaksanakan selan '
1 (satu) hari pada tanggal 01 Februari 2018 bertempat di Hotel -ff“;,: 30¢
Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima f‘?{';{;@'ﬁ%f 7

: i

terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, Unsur Tokoh Agam
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam 7/'/ 7 i 7 7

b) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan P didikan Politik dilaksana p S '..'T',mr/
1 (satu) hari pada tanggal 24 Mei 2 /%%% :

' ma. Puluh) O :ii"/,'-.'."' ’//

Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mah

0

150 (Se

o

carlle
A S

NI1aAtanNn Dialog

e £ e P
at i LA~ ru--ri-“""_':‘;"ﬂ
cliipat udr rotel Durllll ' 1

ey e e g Wt P e £

It oleh 150 (Seratus Lima Pulul
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17.

~dalam mendukung sasaran strategis yaki:fT

ol

d) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik-dan‘Pendidikan Politik d'ilaksanakan selama
1 (satu) hari pada tanggal 18 September 2018 bertempat di Hotel Pacific Palace
Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh)
Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam,
Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum,
Mahasiswa/l, Siswa/i dan Pejabat/staf di kungan Direktorat Politik Dalam
Negeri.

e) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan Pendidikan Politik dilaksanakan selama
1 (satu) hari pada tanggal 15 Agustus 2018 bertempat di Hotel The Atrium
Provinsi Yogyakarta yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta
terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Yogyakarta, Unsur
Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswal/i,

Siswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pemetaan Dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Seluruh
Indonesia

Dalam melaksanakan Implementasi Permendagri No.61 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
Dalam Rangka Pilkada Serentak 2018, perlu dilakukan komunikasi politik “dan
pemetaan dan kondisi politik dalam negeri dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Politik Dalam Negeri (Simpoldagri).

Di Tahun Aggaran 2018 pada sasaran strategis ini yakni Terlaksananya Kegiat
Pemetaan Dan Evaluasi Kondisi Pelitik Dalam Negeri Yang Dinamis Selé
Indoensia, memWator yakni Jumlah pengemb sistem
pengetahuan kew egaraan melalui pengembangan dan b‘gm'anfaatan media
layanan yang memiliki jangkauan luas, dengan target 1 (satu) Sistem, dan
eban

terlaksananya Pemetaan Kondisi Politik terealisasi (empat) Provinsi,

Pemetaan dan Evaluasi Kondisi
Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Di ruh Indonesia dilaksanakan di 4 (empat)
Provinsi, dengan total péserta sebapyak peserta sebanyak 450 (empat ratus lima
puluh) orang yaitu di Sulawesi Tepgah, Papua Barat, Jawa Barat, dan DKI Jakarta,
antara lain sebagai berikut:
1) P sanaan Kegiatan Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam
Negeri ‘\‘('éng Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari
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2)

3)

pada tanggal 07 Februari 2018k

Sulawesi Tengah yang diikuti olé 10

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik-P

Masyarakat, Unsur Tokoh -"ftr:;;z'. Lerempua‘n;'"Orgf;gn_is_a_rsiv

masyarakat, Akademisi, Mahasiswa dan P /staf di lingkungan Direk.:

Politik Dalam Negeri. :
Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam
Negeri Yang Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari

pada tanggal 09 Februari 2018 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari

Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Unsur Tokoh
Masyarakat, Unsur Tokoh Agama Organisasi Perempuan, Organisasi
masyarakat, Akademisi, Mahasiswa dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat
Politik Dalam Negeri. '

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dz lam S
pada tanggal 27 Februari 2018 bertempat di Hotel Puncak Bog .y/‘/ff%/{///, / .. :
Barat yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terd '?/V«//{//., i
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Unsur Tokoh r%///l; /

Negeri Yang Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan selama

Agama Organisasi Perempuan, Organisasi

‘asyar /
dan Pejabat/staf di lingkungan Direktor olitik
Wi

. 7
Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pe "f/""é Kondisi P
W’///,

........

........ Sa Udll FPOIlILIK

o rye—
Oraanicaci  n

AAlLl, JiygadliioQol

N P DaAli
A dl lIngkungan Direktorat PolitiK

"
S :
: tik - ,.-,//f\lege '

ki jangkauan yang luas, sebagai sistem yang

jolitik di daerah, Data base Partai politik dan Data
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F o S ’ » -~ - - P i BRIV
o ” N o e

Laman Kondisi Situasi Politik di Daer’%ﬁ:

7

Daerah dapat dilihat sebagaimana gan‘ig
o

Gam ﬁaj@’

Dalam Negeri

B SMPOLDAGRI x 2ang] - x

& C | ® Not secure | simpoldagri.kemendagrigo.d/indexlogin.php Q| B W

Login Aplikasi
Username

Sistem Informasi
Politik Dalam Negeri Password

Login
Silahkan login untuk masuk ke dalam sistem informasi

Gunakan browser versi terakhir untuk kelancaran dalam
penggunaan aplikasi.

Copyright © Direktorat Jenderal Bina Politik & Pemerintahan Umum

Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Gambar 3.4
Halaman Utama Sistem Informasi Politik D

[ SIMPOLDAGRI x

<« C | ® simpoldagrikemendagrigo.id/index.php?page=dashboard
[ poldag grig php?pag

Welcome SULAWESI UTARA

POLDAGRI
Situasi Daerah Terkini :
® Dashboard

£ Data Parpol

L Data KDH

) D 1asi Politik

data: Direktorat Politik Dalam Negeri -
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F

G’ .
Halaman Input Sistem Informasi Politik

/ [ SIMPOLDAGRI X\

< clo i kemendagrigo.id/index php7page=kdn

Form Input Kepala Dacarah

NAMA KEPALADAERAH Input Narms Kepala Daerah
JnaTAN B JABATAN
NOMOR SURAT KEPUTUSAN InputNomor 5K KDH TANGGAL SURAT KEPUTUSAN yyyy-mm-dd =
TANGGALPELANTIKAN yu-mmedd & AKHIRMASAJABATAN  yyryermem-dd =
PARTAI PENGUSUNG !
PARTAI PENGUSUNG UTAMA Input Partsi Fengusung Utsma
% '
PARTAI PENGUSUNG GABUNGAN N
Input Partsi Pengusung Gabunga )
“
PARTAI PENDUKUNG GABUNGAN R g Gabuga

DAERAH PEMILIHAN :

PROVINISI  FILIKPROVINS!
KABUPATENKOTA  PILIH KABUPATENKOTA
vist Input Visi KDH

Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

18. Fasilitasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula,
Perempuan Dan Kelompok Marjinal

Di Tahun 2018 pada sasaran strategis ini yakni Terfasilita hya pelaksal

pendidikan politik dalam rangka mewujudkan masyarakat W /

.- /////};/ 2

kewajibannya sebagai warga Negara dan Berbangsa serta me

olitik Bagi Perempuan dan
- M_ -
(sat harl pada tanggal

" et e il i v
W - &

N i i i b T '~



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Laporan Kinerja 2018

2)

3)

4)

Partai Politik Perempuan dan ...._--. Staf ¢
Negeri. ’;/ :
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan’.Pc /f

ari

Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu)

bertempat di Hotel Aston Provinsi Bali yan
peserta terdiri dari Unsur Tokoh Perempudan;.Organisasi Perempuan, Kader
Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di Iingkun'gan Direktorat Politik Dalam .
Negeri. \ .
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok
Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Maret 2018
bertempat di Hotel Swiss Bell Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diikuti oleh
100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Tengah, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan,
Kader Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik
Dalam Negeri. o
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan f‘
Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal: 17 /
bertempat di Hotel Aston Balikpapan Provinsi Kaliman I
oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dgri Bad /,/ 7/
Politik Kota Balikpapan, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Peremp
i

Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan P

mMa Puiun) Oranga pnes

Ya¥=
jalc

e
TS,

ez st
T e TN e e P Tt A
IV i T S

b — - —
T ) ety r;

- "-'-'>" S P gk .,;-r*&';:"_-r- -

fikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok-
a 1 (sa) hari pada tanggal 19 Okiober 2018

ium P:rdvinfs.i DI Yogyakarta yang diikuti oleh 150

ang peserta terdiri dari 'Baq‘an’ Kesatuan Bangsa dan
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19.

” .

Politik Provinsi DI Yogyakarts 1Sul

Direktorat Politik Dalam Negeri. :
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai-bs

> Menumbuhkan kesadaran akan hak dan kew 1 sebagai warga negara untuk

menggunakan hak pilihnya dalam pelaksand@nspemilihan umum.
» Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kaum pefempuan khususnya politisi
perempuan dalam bidang politik. i
» Meningkatkan jumlah partisipasi politik kaum perempuan.

Bimbingan, Supervisi Dan Evaluasi Kinerja Pemda Dalam Pengembangan
Demokrasi (IDI)

Di Tahun 2018 pada sasaran strategis ini yakni, Jumlah Penguatan Pokja
Demokrasi di 10 (sepuluh) Provinsi dengan melaksanakan penguatan Pokja
Demokrasi, Yaitu Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indet -

Demokrasi Indonesia di Jakarta, serta Bimbingan, Supervisi dan Evalua _..;W,«,'
R .
Pemda dalam pengembangan demokrasi di 10 (sepuluh) -t“/f’;{’:m-,- :

Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Papua Barat, Lampung, Nusa Teng

Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara sert / litk Bagi~~
Kaum Perempuan dan Marjinal Dalam Mendukung Capaia /'4‘//4 /%W :
Indonesia) dan Pemilu Serentak tahun 2019 y é.dila .

e .16
.u;,':'*‘-'I'"'m--—n-:-a-mb!-';::,mvfﬁ4 f}‘#i,!’

N
di ; /

7/

FE L g T pe

{ Penyusunan Insiumen Penguatan Polja Indeks

Aksanakan selama 1(satu)hart p'éda tanggal 20
t di Hotel Menara PahinSUIa.'ﬁerinéi DKI Jakarta yang

118



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri

Laporan Kinerja 2018 _ //

3)

4)

5)

Z

.

diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang.peserta terdiri dari"ﬂPerwakiIan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Pravinsi,- Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi,
Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
(BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan
Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan¥nstrumen Penguatan Pokja Indeks
Demokrasi Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 08 Maret
2018 bertempat di Hotel Losari Roxy Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 60
(enam puluh) Orang peserta terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indeks
Demokrasi Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 April
2018 bertempat di Hotel Menara Peninsula Provinsi DKI Jakarta yang.diikuti
oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur
Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik
Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indek

2018 bertempat di Hotel RQ 'kuningan Provinsi DKI Jakarta yang diikUti oleh
60 (enam puluh)jaav@ﬁ:a terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik PrO\;insi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat

Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di li
Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bi

orat Politik Dalam Negeri.

an, Supervisi dan Evaluasi Kinerja
Pemda dalam pengembangan okrasi (IDl) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Hotel Aston Jayapura Provinsi
Papua yang diikuti oleh 60" (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid

agri Badan Kesatuam Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-
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7)

8)

9)

Pejabat/staf di lingkungan Di Ktorat Politik Dalam Negeri.
10) Pelaksanaan Kegi Rapat Bimbingan, Supervisi dan

.

Provinsi Papua, Aparatur Pemda; . Instansi Terkait d"én Pejabat/staf di
lingkungan Direktorat Politik Dalam-Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja
Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 02 April 2018 bertempat di Hotel Arthama Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 60 (ena“puluh) Orang peserta terdiri dari
Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja
Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 11 April 2018 bertempat di Hotel Grand Zuri Padang Provinsi
Sumatera Barat yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari
Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sumatera Barat, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf
di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja
Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 03 Maret 2018 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari
Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri
dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Paolitik - Provinsi

Kabupaten/Kota se-Provinsi PapuaBarat, Aparatur Pemda, Instansi Terkai

valuasi Kinerja
Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Hotel Aston Bandar Lampung
' ) (enan Orang pgserta terdiri dari

Kabid Poldagri Badan Kesatuan a dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota

se-Provinsi. Lampung, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di
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.

Nusa Tenggara Barat yang diikuti cleh”60-(enam puluh) drang peserta terdiri
dari Kabid Poldagri ~ Badan .. -Kesatuan Bangsa dan  Politik

Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi-Nusa Tenggara Barat, Aparatur Pemda,
Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
12) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja
Pemda dalam pengembangan demokrasi ) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 13 Agustus 2018 bertempat di Hotel Swiss Bell Provinsi Jambi
yang diikuti oleh 100 (seratus) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi,

Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat

Politik Dalam Negeri.

13) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja
Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Hotel Pandanaran Semarang
Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 90 (sembilan puluh) Orang peserta
terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, Aparatur.Pemda, Instansi
Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

14) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi- dan' Evaluasi  Kinerja
Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu)
hari pada tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Hotel The Luxton Bandun
Provinsi Jawa Barat yang diikuti Qleh 90 (sembilan puluh) Orang peserta t
dari Kabid Poldagri Badafl Kesatuan /Bangsa dan Politi vinsi/
Kabupaten/KotMgwa Barat, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan
Pejabat/staf di iingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

15) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja

Pemda dalam pengembangan demok fla sanakanq'selama 1 (satu)

hari pada tanggal 22 Oktober 2 ertempat di Hotel Le Polonia Medan

Provinsi Sumatera Utara yang ti oleh 90 (sembilan puluh) Orang peserta
terdiri dari Kabid Polda

Provinsi/Kabupaten/Kota -Provinsi  Sumatera Utara, Aparatur Pemda,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ansi Terkait dan Pejal \tstaf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
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16) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Palitik- Bagi- Kaum Pere'anuan dan Marjinal

Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu

Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 07 Mei

2018 bertempat di Hotel Grand Global Palangkaraya Provinsi Kalimantan

Tengah yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsixiimantan Tengah, Unsur Tokoh
Perempuan, Organisasi Perempuan, Mahasiswi, Kader Partai Politik dan
Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

17) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal

Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu

Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 06 Juni
2018 bertempat di Hotel Sitameang Bogor Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh
150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jawa Barat, Unsur Tokoh Perempuan, Masyarakat Perempuan,
Organisasi Perempuan, Mahasiswi, Marjinal dan Pejabat/staf di lingkungan
Direktorat Politik Dalam Negeri.

18) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal
Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu
Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari‘pada tanggal 07 Juni
2018 bertempat di Hotel Bumi Wiyata Depok Provinsi Jawa Barat yang diikuti
oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Unsur Toko
Perempuan, Masyarakat Perempuan, Organisasi Perempuan, Mahasj
Marjinal dan Pejabat/staf dili "l{ungan Direktorat Politik Dalam Neggs#*™ '

19) Pelaksanaan Kmifdr?kan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal
Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu
Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 02
Oktober 2018 bertempat di Hotel Ro al Kunis :

yang diikuti oleh 150 (seratus lima

akarta Pro()insi DKI Jakarta

Orang peserta terdiri dari Unsur Tokoh
Perempuan, Masyarakat Pere an, Organisasi Perempuan, Mahasiswi,

Marjinal dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

apaian skor IDI selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dari
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Perkembangan IDI I\Té-,sidr;a
S

PERKEMBANGAN IDI NASIONAL, 2009-2017

B0
B0 -
40 4

20 4

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2m5 2016 207

P Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017
mencapai 72,11

P Tingkat Demokrasi di Indonesia secara umum
masih dalam kategori SEDANG

Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Gambar 3.7

BAIK
. 1 T78.75
T
SEDANG 72.49
1
60 7 66.63
40 - .[ 4T BT 47 54 4633 7304
BURLK
20 1 ==K ehehasan Sipil == Hak-hak Foltic =O=Lembaga Demokrasi

(=]
 ——

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2018 207

Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2017 sebesar 78,75;
naik 2,30 poin dibanding 2016 dan masuk kategori sedang.

Indeks Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2017 sebesar 66,63;
turun 3,48 poin dibanding 2016 dan masuk kategori sedang.

Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 sebesar 72,49; ‘
naik 10,44 poin 2016 dan masuk kategori sedang. y

ektorét i?_oliiik Daiam: Neg’é'fi; e S
Arget skor IDI pada tahun 2019 adalah sebe§a'}
keseluruhan capaian IDI Nasional sebesar 72','11,
ikan bahwa terjadi kenaikan kinerja demokrasi jika
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<
o
”

dibandingkan tahun 2016 skor IDI ad%fp'

o
o

sedikit dibanding Tahun 2015 yaitu 72,82,
A >

. . s
Dengan memahami hasil IDI tahun 201?;?

L

erbedaan yang cukup berarti
dan 2017. Hal ini dapat dilihat

perkembangan indeks variable IDI Nasio

pada grafik dibawabh ini:

Gambar 3.8 o
Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional Tahun 2016-2017

SELISIH
(2017-2016)

VARIABEL

|. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 82,79 79,16 -3,63

"1" @ Il. Kebebasan Berpendapat 72,17 65,97 -6,20
SPIL Ill. Kebebasan Berkeyakinan 81,69 84,28 2,59

IV. Kebebasan dari Diskriminasi 87,43 90,74 3,31

AI’AI’A V. HakMemilih dan Dipilih 75,26 75,65 0,29
VI. Partisipasi Politik dalam PengambilanKeputusan

HAK-HAK POLITIK dan Pengawasan Pemerintahan L Sik o
Vil. Pemilu yang Bebasdan Adil 95 48 95,48 0,00
Vill. Peran DPRD 46,76 59,78 13,02
a IX. Peran Partai Politik 52,29 71,64 19,35
LEMBAGA DEMOKRAS! X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 47,51 56,26 8,75
X1. Peradilan yang Independen 91,36 86,31 -5,05

I<enai|<an

INDERS VARIABEL YANG MENGALAMI FENURUNAN:

HIDEKS VARLABEL YANG MEMGALEMI KENAIKAN : o
oooooo BEEEA Vo000
,'\;'{,?"L.;!'

Sumber data: Direktorat Polit
o : y

el 8

>/
Perbedaan ini memperlihat anya kesenj angan ',,?{%;y}%}-l Seg
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7 ,vff)‘ -
Perkembangan IDI Provi ahun 2
’ o

PERKEMBANGAN IDI PROVINSI 2016-2017

s | D] Jaaria e E—————
| DiYogyakarta —————

8558 e
TR | Walmerian Utara I 0 &
o | Kep Bargka Belur I 11 -3
e | Kalmertan Barat (Rl
amE | Hal Tae0
EF] | [ BT 748
T4 | Kep Riau TeE
Ta43 | Kalimanian Selatan L
™I |- Kalimarman Tergah L AH
8641 | Musa Tenggara Baral Th
TS | Sulawes Utara 7576
oLl | Meza Tanggara Timr 7851 '\
[T | Jamei T2 ‘
0086 | Sumeatara Selatan M Jy
748 | [ T3 !
T | Banien TaT2
7189 | Riau Ta41
TRE | Kalimantsn Timue 7286
™A | Benghdu TITR
o Indoreaia Tan
1DI £100 | Lampurg TEM
7248 | Areh e
2“16 M | Jawa Timur ez
ol | Jawa Tergah TOES
G5} | Cadawesi Selatan e
T3 | Makdu Utara T
R | Sulawes Tengah BO.TS
5441 | SwnakraBaral ®|sn
BEEZ | Jawa Baral BET3
FARE! | Sulawas Tenggara 51
8.7 | Sumalsra LHara BI08
a7 | Subwesifard 774
6135 | Papas Baral b
Bl | Papua I 1 13

Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

/ 7,

karena itu, pengungkit skor IDI sebenarnya terletak di provinsi:- Sehingga

. . . . S
demikian diperlukan penguatan kelembagaan di provinsi. //-4 ba '. prov
inilah yang kemudian akan memetakan variabel atau indikato dja ya

egeri mengeluarkan S
B

Nomor 200 anggal 28 Septen:

cJa A
l{
\ \N\ /D9 & ';
Nomor B-56/DN.00.00/3/2018 tangg
d-n-.-w..::.:",...‘““...m"w.s:-';{&-»1&49,;’.;
e St SRS

‘Pencapa eks Demokrasi

dimaksud menginstruksikan agar setiap p?ovinsi
Kerja Demokrasi Provinsi dalam rangka penguatan
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b, SV

berdasarkan perolehan nilai IDI, M"
POKJA IDI, mempublikasikan meI _amal
anggaran penguatan kelompok kerja ,
Rapat Penyusunan Instrumen Pokja Indeks

e

si Indonesia
Rapat Penyusunan Instrumen Pokja Inde Demokrasi Indonesia tersebut
dilaksanakan di Jakarta selama 5 (lima) kali dengém mengundang peserta dari '”'i .:;

Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli R
IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan

Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di

lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

3) Penguatan Pokja Indeks Demokrasi di Daerah Yang Capaiannya 10 Provinsi

Terendah Hasil Pengukuran Tahun 2016

Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembanga

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.18
o

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan C n Kinerja %
Tahun 2015, 2016, 2017, dan 7/////
, 7 ‘

Sasaran 1

Jumlah peristiwa <20
gangguan (berdasarkan
keamanan dalam indikator
negeri berlatar kinerja Eselon

| belakang ideologi )
radikal, isu
separatisme,
sumber daya
ekonomi
(sengketa lahan

| dan sumber daya
alam)
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P e et e,
U T ol ) et L e e
yf'a":f/.’;r;«f.r e e
p o ” W e A A?’ ~ - -

.
L s -
s -
’ o P A

e

Terpeliharanya <83 130,12% | 118,07% | 106,02% | 143,37% | 3
persatuan dan (berdasarkan
kesatuan bangsa indikator

kinerja utama

Menteri)

Sasaran 2 &
Jumlah Konflik <5 1 2 0 0 180% 160% 200% 200% ‘
berlatar belakang /4iIN
Isu SARA \
Sasaran 3
Persentase <10% 3 0 7 8 170% 200% 130% 120%
peristiwa konflik
berlatar belakang
Pemilu dan
Pilkada

Capaian terkait indikator kinerja dari sasaran 1 dan 2 yaitu: “Jumlah pe va
gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu ‘A‘i%ﬁ%, L
i 0 5 a-u_ :

z

:
L
I
1

2018 berjumlah 7per wa serta tidak ada yang be '

target dari sasaran program-unit-kerja eselon I han

penan - 1\ f' "m;

fasenya sebesar 130,1

enjadi 118,07%, sedangka aik

-

njadi 106, 02 onflik yang berlatar belakang Isu SARA pada tahun
apal

ma ) kont di tahun 2016 menjadi 2 (dua) konflik, di Tahun 2017

2 .
”
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P
tidak ada konflik atau 0, begitu pula pada tahun 20198 juga tidak ada f(E)anik atau 0. Pada
tahun 2015 peristiwa ini sempat menjadi isu nasional. dikarenakan kehadiran Presiden untuk
turun langsung dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian konflik, dan di tahun
2016 2 (dua) konflik Isu SARA tersebut selesai di tingkat Provinsi. Hal yang demikian secara
jumlah terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah“peristiwa gangguan keamanan dalam
negeri. Perlu diketahui dari jumlah peristiwa gangguaf*keamanan dalam negeri di tahun
2015, 2016, 2017 sampai 2018 tidak ada yang sifatnya berskala nasional dan dapat
dikatakan bersifat aman. Analisis ini dapat diperkuat dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Bab | :

Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa, Definisi Konflik Sosial yang selanjutnya disebut
Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua
kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan
berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga
mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat
(1) menyebutkan bahwa ”"Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya melakukan pencegahan Konflik”. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi
bahwa "Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b) mengembangakan  siste

penyelesaian secara damai; c) meredam_ potensi Konflik; dan d) membangun: si

peringatan dini; o ,

3. Peraturan Menteri Damomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Koordinasi Penanganaﬁ Konflik Sosial pada Pasal 6 ayat (1) bahwa:Menteri, Gubernur
dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penetapan

Status Keadaan Konflik; b) tindakan darurat an dan perli‘ﬁdungan korban;

dan atau c) bantuan penggunaan TNI;

Penetapan status keadaan konflik d dikatakan berskala nasional jika telah

dilaksanakan secara berjenjang, sebagai contoh: apabila suatu Kabupaten/Kota terjadi

istiwa konflik_sosial tetapi Bupati/\Walikota tidak sanggup menghentikan konflik

aka Bupati/Walikota 'ajib melaporkan penetapan status keadaan konflik

skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD

J
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Kabupaten/Kota. Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggu mé;yelesaikan, maka
Gubernur juga wajib melaporkan penetapan-status keadaan konflik skala provinsi
kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk
penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik
sosial;

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 salah satu tugas
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yaitu menyelenggarakan fungsi antara lain: a)
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pencegahan dan

penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; b) :

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencegahan dan
penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; c)
Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan
penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; dan;.d)
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan
evaluasi;

6. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
beserta Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat
Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta SKPD terkait lainnya untuk menekan jumilah

peristiva gangguan keamanan dalam negeri_di seluruh’Indonesia: Secara umum

FKDM, FPK, PPWK, KOMINDA, d Tim Terpadu telah berpartisipasi dalams |
gangguan keamanan M:; yang berlatar belakang ideologi radikal, isu
separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).

Capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu: “Persentase partisipasi politik

masyarakat pada saat Pemilu” untuk persentase berlatar‘"belakang pemilu

an pilkada di tahun 2015 terdapat 3 peristiw an tingkat persentase sebesar 170%,

pada tahun 2016 tidak terjadi peristiwa ik berlatar belakang pemilu dan pilkada

~_sehingga persentasenya sebesar 200%, df tahun 2017 terjadi 7 peristiwa konflik berlatar

7 b

’ | pemilu dan pilkada dengan persentase sebesar 130%, sedangkan pada tahun

aikan menjadi 8 pe Stiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada

dengan persentase sebesar 120%.
: y

129

7

7



Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Laporan Kinerja 2018

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan .:/ /"’
Dalam melaksanakan tugas fungsi Ditjen P :y/f’ ar

A N
ey o,

| te S
SIS
- AN ~ J‘M.
melakukan berbagai upaya guna mendukung € :ﬁg','iﬁéla%‘ SO

',e,/«f:" m :
,(éf pdaan’ada ra

lain: e

direncanakan dan melakukan efisiensi dalam peng

1. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan yand onis dan sinkron terkait upaya

penataan regulasi bidang Politik dan Pemerintahan Umumi,"diantaranya:
» Politik Dalam Negeri, yaitu dengan:

1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

2) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik;

3) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentan '

W

Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan R
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewa

e

Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan lzin Dalam P //

encal al
Wakil Presiden Serta Cuti Dalam Pelaksanar'iPem
4) Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Nege Nom | //‘/ /
[ al i

S
_ 7
Cara Perhintungan, Penganggara .‘alam Y/,///‘/é////’////’ :;;'é//""//

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengaj /

PertanggungjawabaasP€nggunaan Bantua

Terbitny Peraturan Presiden Nomor 85

Pe awals N Calon Presiden dan A1lon

o
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tidak ada lagi kebijakan resentralisasi pelal /A; elama ini t
ksanaan Urusan

dilaksanakan oleh daerah, sehingga diputuskan ,
' Jisusun usulan penambahz R0
ah (PP) Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, terkait dengan penguatan Organisasi Perangkat Daerah .
(OPD) Kesatuan Bangsa dan Politik; \ o
3. Dokumen Progress Evaluasi Program Legislasi Tahun 2017 yang masih belum selesai

Pemerintahan Umum ditunda pelaksanaannya, seh

1 (satu) ayat terkait draft Perubahan Peraturan Pe

dan evaluasi atas program legislasi Tahun 2018, yaitu:
a) Dokumen progress evaluasi atas program legislasi yang belum selesai pada Tahun

2017 yaitu:

e Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri
Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dew; '
Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan:\A :
Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wak
Cuti Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum:;

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
di Daerah;

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 T un
Keterangan Penelitian;

e Permendagri Tentang Perangk

Pemerintahan di Bidang Ke

........

ey v et ]

YA/ ), | D . p T o o
L i Ay, Ir "ﬁ“'albgll—-ur:tjﬂgf_ﬁn;.

-

nggaran]ljalam Anggar‘an'.“lf’endabatan dan Belanja
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Daerah, dan Tertib Administrasr. Pengajuan, Penyalurgn, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

e Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 85.Tahun 2018 tentang Pengamanan dan
Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. X

4. Terlaksananya kegiataan Pembinaan Adminstrasiydan Ketatausahaan Pegawai bagi
Pejabat dan Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum
pada tanggal 8-9 Agustus 2018 bertempat di Hotel Grand Asrialia Bandung Jawa Barat;

5. Terlaksanaannya Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian pada tanggal 19 Oktober 2018
bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, peserta Beberapa pejabat eselon lll,
IV dan JFU di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,;

6. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan Aparatur Sipil Negara melalui
pelatihan pengembangan pembuatan aplikasi infograsi pada tanggal 19 s.d 20
Nopember 2018 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta pusat, peserta dari pejabat Eselon
IV dan Para Kasubag TU Direktorat serta JFU di lingkungan Direktorat Jenderal:Politik
dan Pemerintahan Umum;

7. Terlaksananya Kegiatan Rapat Penyelenggaraan Tata Kelola .Persuratan dan
Kearsipan pada tanggal 15 Oktober 2018 bertempat di Hotel Media Tower;

8. Terlaksananya kegiatan Penyusutan Arsip dan Pemberkasan dengan Sarana Kode
Klasifikasi tahun 2018 pada tanggal 29 s.d. 31 Januari 2018, tanggal 14 Februari 2018,
dan tanggal 20 s.d. 21 September 2018 bertempat di Pusat Arsip Kementerian Dala
Negeri Pondok Kelapa-Kalimalang, JakartaTimur;

9. Terlaksananya Kegiatan Rapat Ko inasi dan Konsolidasi Ketatausahaan. '
Terkait Isu Strategis Biwzn Pemerintahan Umum pada tanggal 2 Agustus
2018, dan tanggal 1 Oktober 2018;

10. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penyusunan SIMAK BMN dan laporan

persediaan pada tanggal 5 Februari 2018 bert ation Room lantai 1V Gedung

F peserta pegawai lingkungan Direktorat J al Politik dan Pemerintahan Umum;

. Terlaksanaan inventarisasi dan pelaksafnaan sensus Barang Milik Negara (BMN)
ster (1) bulan Desember 2018;

n evaluasi pengadaan barang dan jasa, sesuai

semester (1) Bulan Juni 2018 dan Se
‘Terlaksanaanya rapat monitoring
ruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);
: y
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13. Terlaksananya penyusunan Aplikasi Sistem .Informasi Rencana'..LﬁJmum Pengadaan
(SIRUP) serta terlaksanaanya Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-bagi para pejabat dan panitia pengadaan
barang serta para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum pada tanggal 27 Nopember 2018, bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat;

14. Terpenuhinya kebutuhan sehari hari operasional hrkantoran berupa: Terfasilitasinya
rapat-rapat bagi pimpinan; Terbayarnya upah kerja pengamanan dalam sebanyak 5
orang; Terbayarnya upah kerja supir sebanyak 13 orang dan pramusaji 2 orang selama
12 bulan; Tersedianya kardus box arsip sebanyak 90 kardus; Tersedianya Buku Agenda
sebanyak 305 buku dan Kalender dinding tahun 2019 sebanyak 100 buah serta
kalender meja sebanyak 305 buah; Terwujudnya sewa kendaraan roda 4 bagi para
pejabat Eselon | dan Il sebanyak 8 unit; Tersedianya kebutuhan bensin selama 12 bulan
bagi kendaraan operasional roda 4 sebanyak 17 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak
12 unit serta terfasilitasinya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 dan
Roda 2; Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga berupa shower, kran air, kuncipintu,
kunci lemari, dan lampu pijar; Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor berupa
mesin ketik manual sebanyak 10 unit, AC Split sebanyak 10 unit, Mesin foto copy
sebanyak 5 unit, PC unit computer sebanyak 210 unit, notebook sebanyak 30 unit,
printer sebanyak 166 unit, dan alat komunikasi sebanyak 8 unit; Terfasilitasinya
pengiriman surat surat dinas keluar selama 12 bulan; Terbayarnya langganan daya dan
jasa selama 12 bulan;

15. Terlaksanaanya dan tersedianya peng'adaan belanja modal barang milik ne
berupa: 7 unit Note book, 25 unit P ﬁit, 16 unit Printer, 6 unit Mesin foto 1 unit
papan visual, 2 unit LaMMeja Kerja Kayu, 19 unit kursi besi/Metal, 1 unit
Workstation, 3 unit ala.t komunikasi Radio Ssb lainnya, 1 unit CCTV, 1 unit Camera
digital, 1 unit lemari kayu, 1-unit LCD/Infocus, 1 unit video wall;

erupa proéés kenaikan gaji

16. Pembinaan administrasi dan tata usaha kep

secara berkala periode bulan Januari sa engan Desember 2018 sebanyak 104

pegawai;
jen Polpum pada Tahun Anggaran 2018 dari
BN sebesar Rp. 131.333.816.000,- bertambah
240.078.184.000,- d | gan persentase realisasi sebesar 99,80% dan sisa

. Terjadinya kenaikan pagu anggaran
o asi_anggaran program dalam

anggaran sebesatR_p. 490.962.348,-.
: /
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Dengan adanya optimalisasi dalam penggunaan sumber dayaf berjalan maksimal
dengan capaian 100% untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis dalam rangka

pelayanan teknis dan administratif di lingkungan‘secretariat Ditjen Polpum.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan " ‘

Kinerja Ditjen Polpum secara keseluruhan jika .dilihat dari persentase capaian
sebesar 99,80%, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh unit kerja Eselon Il di
lingkungan Ditjen Polpum.

Kegagalan yang terjadi lebih kepada kurangnya sinergitas program/kegiatan antara
pusat dan daerah, sehingga ada beberapa daerah yang belum menjadi target pelaksanaan
program/kegiatan, sedangkan anggaran di daerah pun terbatas. Selain itu adanya beberapa
kegiatan berkurang target sasarannya dan tidak sedikit yang tetap mempertahankan target
sasarannya dengan anggaran yang terbatas, sehingga mengurangi target kehadiran
peserta pada setiap kegiatan.

Berbagai penyesuaian-penyesuaian terjadi di tahun 2018 dapat dioptimalkan dengan
baik dalam menjalankan program/kegiatan. Alternatif solusi banyak dilakukan agar realisasi
anggaran berjalan maksimal, beberapa kali revisi POK dan 4 kali revisi Kanwil dilaksanakan,
sehingga ada capaian target yang melebihi sasaran seperti: terlaksananya survei pemetaan
situasi politik di daerah dengan target 13 Provinsi pada Direktorat Politik Dalam Negeri, serta

beberapa program/kegiatan untuk mendukung kinerja pimpinan melalui layanan sekretariat.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Penca

e

Perjanjian Kinerja M :
Adapun program/kegi ain yang menunjang keberhasilan pe'ﬁéapaian Perjanjian

Kinerja di lingkungan Ditjen Polpum, antara lain:
1. PenyusunanKebijakan Bidangideologi Karakter, dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan

ini berupa Kompilasi/Penggambungan Mod idang ideologi karakter dan

- wawasan Kebangsaan, Penyusunan P an Pelaksanaan Gerakan Indonesia

Bersatu, Penyusunan Pedoman Pembe an Gugus Tugas GNRM, serta Penyusunan

Manajemen Penyelenggaran Pemeri an Umum.

>

1etaan Permasalahan AGHT Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

gunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan

yang berkaitaﬁ';dengan Permasalahan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan
: y
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P
Tantangan (AGHT) Bidang ldeologi, Karakter.dan-\Wawasan Kebéﬁgsaan yang dapat
menganggu keutuhan NKRI.

3. Forum Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bagi ASN, Masyarakat,
Toga, Tomas, Toda, Pendidik dan Lembaga Pendidik. Kegiatan yang dilaksanakan
adalah Forum Dialog Pemantapan Pemahaman Ideologi Pancasila, Forum
Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan»orum Peningkatan Kesadaran Bela
Negara Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Bagi Masyarakat di Daerah, Forum
Penguatan Nilai-Nilai Luhur Bangsa, Forum Pemantapan Pembauran Kebangsaan dan
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Forum Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, dan Forum
Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan dan Masyarakat Wilayah
Perbatasan.

4. Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter
dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan
aparatur pemerintah untuk dapat mengimplementasi wawasan kebangsaan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomiysosial
budaya, dan pertahanan keamanan semuanya itu harus tercermin dalam pola pikir, pola
sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
kesatuan republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan.

5. Kaderisasi Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan . Bagi' Pendidik  untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah kebangsaan
dikalangan pendidik dalam rangka membangun karakter bangsa (Character Natio
Building). .

6. Peningkatan Kesadaran Warga Ne {Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban
bertujuan untuk meninM::aran masyarakat terhadap hak dan kewajiban
sebagai warga negaré indonesia sekaligus mendukung Demokrasi Pancasila di
Indonesia.

u menggéiorakan kembali

7. Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang b
revolusi mental yang mengandung nilai — egritas, etos kerja dan gotong royong.

ruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang

Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan
Gerakan Nasional Revolusi Mental d

>

an 5 Program pokok yaitu Gerakan Indonesia
yani, Gerakan Indonesia Bersifi, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia
Gerakan Indonesia Bersatu dan Kementerian Dalam Negeri merupakan

Gerakan Indonesia Bersatu serta pembentukan,
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pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan Gugus Tugas Gera Nasional Revolusi
Mental di Provinsi, Kabupaten/Kota yang melibatkan: satuan kerja perangkat daerah,
kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi dan akademisi.

8. Penyusunan kebijakan Bidang Ketahanan Ekbndmi, Sosial dan Budaya. Modul yang
disusun adalah Modul Strategi Perlindungan dan. ngembangan Pasar Tradisional dan
Modul Tentang Peran Strategis Pasar UMKM&Q&I. Kreatif Terhadap Ketahanan
Ekonomi Nasional.

9. Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Dengan Menggunakan Pendekatan Sosial Dan

Budaya yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: |

a. Komunikasi Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial di Daerah;
b. Pelestarian Budaya Melalui Pagelaran Wayang dan Seni Tradisional Sebagai
Perekat Bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 13
April 2018 oleh Dalang Ki Sujiwo Tejo dengan lakon: “Samba Juwing Tekan Arjuna
Wiwaha” dan tanggal 3 Agustus 2018 oleh Dalang Ki Tantut Sutanto dengan lakon:
“Gatutkaca Winisuda”; dan

Gambar 3.10
Pagelaran Wayang Kulit 13 April 2018 dan 3 Agustus 2018

e = = g = -

g 'r'F' rumfP'erremuarLQQ.u—Ra'pat K
- //'E‘@‘flen% yan:g dltaksanakan dalam be .
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|

c. Penguatan Peran Pemda Dalam Mendorong
Kebutuhan Pokok Di Daerah. | : ”

11. Dialog Organisasi Penghayat Kepercayaan T
pemberian pelayanan kepada Penghayat Ke
Konstitusi mengenai pencantuman aliran kep

12. Forum Diskusi Aktual (FDA) Pemerintah Dengan & - Majelis Agama dan Ormas
Keagamaan yang diharapkan dapat meningkatkan intghsitas komunikasi, jalinan
kemitraan dan fasilitasi majelis-majelis agama dan Ormas Keagamaan dalam rangka
mengantisipasi munculnya konflik sosial bernuansa agama yang dapat mengganggu
keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

13. Penguatan Tim Koordinasi Pakem Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Penanganan Permasalahan Aliran - Aliran Keagamaan di Daerah yang bertujuan untuk
mengatasi Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Daerah ini serta mendoron
optimalisasi peran Tim PAKEM baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kot

enyelesaian berbagai permasalahan kehidupan keagamaan. o
peny gai p p e y ////f //,
ay

14. Penguatan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing

77 :

yang dihasilkan oleh para perajin dan pelaku usaha serta dapat me

istiadat, karya seni dan budaya daerah. ; ///

Sedangkan kegagalan dalam pencapaian Perjanjian /4 a dil //, | /
e

'/; kurangnya

Nusantara Expo dan Forum yang bermaksud untuk mempromosikan berbagai p

dukungan APBD terhadap SKP Kesbangpo nya S
ukung p ap W/,
program/kegiatan antara pusat dan daerah dalam menunjang j/

terdapat di dalam perjanjian kineffa'secara maksimal.
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B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 k' N '
Tabel 3.1¢
Tabel Realisasi Angg

9375 |

1. 2013 190.417.548.000 178.523.300.675 e
2, 2014 176.210.000.000 151.542.567.268 86,00 :‘-“'k-.?,{;.;:

g 2015 230.045.735.000 133.165.224.549 57,89 ""l‘;:;:'.;.

4, 2016 125.530.817.000 122.344.128.977 97,46 e
5. 2017 159.635.402.000 147.177.128.476 92,20 i
6. 2018 240.078.184.000 239.587.221.652 99,80 !

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.20
Revisi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Bina ldelogi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

(/777

Pagu Anggaran Direktorat Bina Idelogi, Karakter dan
Wawasan Kebangsaan
Pagu Awal Rp. 12.250.000.000,-
Pagu Reuvisi | Rp. 12.250.000.000,-
Pagu Reuvisi Il Rp. 12.250.000.000,- //
Pagu Reuvisi lll Rp. 12.250.000.000,- /
Pagu Revisi IV (Akhir) Rp. 11.850.000.000,- //
Realisasi Rp. 11.533.314.856,- /
Persentase 97,33 % ;2
uangan Dit ;f,:j
_

Revisi Anggaran Ta
Direktorat Politik D

Pagu Anggaran Direktorat Politik Dalam Negeri

Pagu Awal Rp. 31.525.000.000,- =
Pagu Reuvisi | Rp. 140.269.368.000,-
Pagu Reuvisi Il Rp. 140.269.368.000,-
Pagu Revisi Il Rp. 139.847.566.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir) Rp. 141.306.469.000,-
Realisasi Rp. 141.286.299.079,- ;
Persentase 99,99 %

ta: Bagian Keuangan Ditjen Polpum
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%

-;;/
, Ta
Revisi Angg
Direktorat Ketahanan Ek

Pagu Awal Rp. 7.337.227.000,-
Pagu Reuvisi | Rp.  7.337.227.000,-
Pagu Reuvisi Il Rp.  7.337.227.000,-
Pagu Reuvisi lll Rp.  7.337.227.000,-

Pagu Revisi IV (Akhir) Rp.  6.954.686.000,-
Realisasi Rp. 6.878.009.651,-
Persentase 98,90 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.23
Revisi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Pagu Awal Rp. 14.270.000.000,-
Pagu Revisi | Rp. 14.270.000.000,-
Pagu Reuvisi Il Rp. 14.270.000.000,-
Pagu Revisi Il Rp. 13.558.141.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir) Rp. 13.056.607.000,-
Realisasi Rp. 12.691.169.250,-
Persentase 97,20 %
Sumber data: B <euangan Di
Tabel 3.24
- Revisi Anggaran T
Y aspa
Pagu Awal Rp. 14.350.000.000,-
Pagu Reuvisi | Rp. 14.350.000.000,-
Pagu Reuvisi Il Rp. 14.350.000.000,-
Pagu Revisi Ill Rp. 14.350.000.000,- |
Pagu Revisi IV (Akhir) Rp. 13.969.152.000,- ’;::
Realisasi Rp. 13.832.444.827,- |
Persentase 99,02 %

-

e —

ata: Bagian Keuangan

Ditien Polpum

7=
e

=,
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L ; ” o P ris q”;:%‘w\_
Tabel'3.25 - . e S e
€ / . - Sy .- v*“:h".:-?-?.‘.“‘-“

. ;“"‘.;.gmf"’ﬂé"i %
A

Revisi Angga

Sekretariat l// 1

, R —
Pagu Anggaran Sekretariat Ditjen Polpum e N
Pagu Awal Rp. 51.601.589.000,- v :
Pagu Revisi | Rp. 51.601.589.000,- RS
Pagu Revisi Il Rp. 51.601.589.000,- "“":,-};i;'
Pagu Revisi Ill Rp. 52.735.250.000,- i
Pagu Revisi IV (Akhir) Rp. 52.941.270.000,- -\.",‘-'.‘
Realisasi Rp. 51.539.642.657,-
Persentase 97,35 % '\".

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Polpum Tahun Anggaran 2018

No. Unit Kerja Pagu Awal Pagu Akhir (Revisi Realisasi %
(Perjanjian V)
Kinerja)

1. Direktorat Bina Rp. 12.250.000.000,- | Rp. 11.850.000.000,- | Rp. 11.533.314.856,- | 97,33 %
Idelogi, Karakter
dan Wawasan
Kebangsaan

2. Direktorat Politik | Rp. 31.525.000.000,- | Rp. 141.306.469.000,- | Rp. 141.286.299.079,- | 99,99 %
Dalam Negeri

3. Direktorat Rp. 7.337.227.000,- | Rp. 6.954.686.000,- | Rp. 6.878.009.651,- | 98,90 %
Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya

4. | Direktorat Rp. 14.270.000.000,- | Rp. 13.056.607.000,- | Rp. 12.691.169.250,- | 97,20 %
Organisasi
Kemasyarakatan

5. | Direktorat Rp. 14.350.000.000,- | Rp. 13.969.152.000,- | Rp. 13.832.444.827,- | 99,02 %
Kewaspadaan
Nasional

6. | Sekretariat Rp. 51.601.589.000,- | Rp. 52.941.270.000,- | Rp. 51.539.642.657,- 97,35%
Ditjen Polpum

N\

Total Rp.131.333.816.000,- | Rp. 240.078.184.000,- | Rp. 239.587.221.652- | 99,80 % |
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.

Adapun total alokasi anggaran'.pada  Program Pemt';inaan Politik dan

Pemerintahan Umum sepanjang 6 (enam) tahun terakhir 2013-2018 adalah sebesar Rp.
1.121.917.686.000,- dengan realisasi sebesar Rp..972.339.571.597 -

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun-2018, Ditjen Politik dan Pemerintahan

Umum memiliki Pagu sebesar Rp. 131.333.816.000,- tetapi Pagu mengalami revisi

sebanyak 4 (empat) kali sepanjang Tahun Anggara®2018, berikut penjelasannya:

1.

kebutuhan Tim Survey Pemantauan Kondi

Revisi pertama pada tanggal 23 Mei 2018, revisi dilakukan karena terjadi
penambahan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari Rp. 108,- per suara
menjadi Rp. 1.000,- per suara, perubahan pagu anggaran terjadi pada Direktorat
Politik Dalam Negeri dari yang sebelumnya Rp. 31.525.000.000,- menjadi Rp.
140.269.368.000,- sehingga total pagu anggaran Ditlen Polpum dari
Rp.131.333.816.000,- menjadi sebesar Rp. 240.078.184.000,-.

Revisi kedua pada tanggal 13 Agustus 2018, revisi dilakukan karena adanya
pergerakan pada pagu anggaran di Sekretariat Ditjen Polpum terkait dengan
pembelian belanja modal tetapi untuk total pagu anggaran Ditjen Polpum tetap yaitu
sebesar Rp. 240.078.184.000,-.

Revisi ketiga pada tanggal 10 Oktober 2018, revisi dilakukan untuk pemenuhan
belanja modal di direktorat lingkup Ditjen Polpum. Pada revisi ketiga ini terjadi
pergeseran pagu anggara antar Satker Eselon Il di lingkungan Ditjen Polpum, yaitu
pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dari Rp. 14.270.000.000,- berkurang
menjadi Rp. 13.558.141.000,-, Direktorat Politik ~Dalam Negeri dari Rp
140.269.368.000,- berkurang menjadi Rp. 139.847.566.000,-, anggaran
berkurang pada Direktorat Or Sasi Kemasyarakatan dan Politik Dalas egeri
dialihkan ke Sekretju*(tjj:w;olpum sehingga anggaran yang semula Rp.
51.601.589.000,- bértambah menjadi Rp. 52.735.250.000,-.

Revisi keempat pada tanggal 26 Oktober 2018, revisi dilakukan untuk pemenuhan
aerah. Pada revisi keempat

ini semua Satker mengalami pergeser gan rincian sebagai berikut:
dan Wawasan Kebangsaan dari Rp.
adi Rp. 11.850.000.000,-.

I dari Rp. 139.847.566.000,- bertambah menjadi

a. Direktorat Bina Ideologi, Kara

12.250.000.000,- berkurang m
b. Direktorat Politik Dalam Neg
41.306.169.000,-.
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c. Direktorat Ketahanan Ekonomi,
berkurang menjadi Rp. 6.654.686.0

d. Direktorat Organisasi Kemayarakat
menjadi Rp. 13.056.607.000,-.

e. Direktorat Kewaspadaan Nasional dari OOO berkurang men
Rp. 13.969.152.000,-. :

f. Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum?dari Rp. 52.735.250.000,-
bertambah menjadi Rp. 52.941.270.000,-.

e

Berkenaan dengan hal tersebut, pagu anggaran Ditjen Polpum pada Tahun
Anggaran 2018 terjadi kenaikan dari alokasi anggaran program dalam APBN sebesar
Rp. 131.333.816.000,- bertambah menjadi Rp. 240.078.184.000,- dengan persentase
realisasi sebesar 99,80% dan sisa anggaran sebesar Rp. 490.962.348,-. Berikut data
realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018

Belanja Pegawai Rp. 31.748.514.000,- Rp. 30.600.417.000,- 96,38
Belanja Barang Rp. 208.112.873.000,- Rp. 206.825.549.610,- 99,38
Belanja Modal Rp. 2.163.311.000,- Rp. 2.161.254.627,- 99,90

Total Rp. 240.078.184.000,- Rp. 239.587.221.652,- 99,80
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PENUTUP "g

»
ASRKES|VRYFAN E i

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politikgdan Pemerintahan Umum Tahun
2018 merupakan kelanjutan dari kinerja tahun sebelumnya yang dibuat untuk
membandingkan dan memberikan gambaran capaian kinerja dan prestasi maupun

permasalahan yang dihadapi Ditjen Polpum. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan tolok
ukur keberhasilan pencapain sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 1

mengetahui sejauh mana manfaat program/kegiatan di bidang Pembinaan Politik dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.Selain itu, laporan kinerja juga merupakan
acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja pada masing-masing unit
kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban
yang obyektif. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Direktorat Jenderal:Politik
dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dari keseluruhan
program/kegiatan mencapai nilai 99,80% dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Capaian sasaran dinilai cukup baik dan berhasil ditangani, selain karena kinerja
Ditjen Polpum juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Ditjen Polpum;
2. Pada beberapa capaian sasaran, adanya beberapa kegiatan yang melebihi target,
hal inilah yang menjadi ukuran bahwa perjanjian kinerja berjalan secara optimal;
3. Sebagian besar program Ditjen Polpum menunjukkan capaian kinerja yang
terutama pada indikator kinerj fébme maupun indikator kinerja outpuie
Pencapaian kineﬂa*ﬁ%;n tidak hanya dinilai dan diukur secara kuantitatif,
namun juga dilihat dari proses berlangsungnya pelaksanaan dari dukungan program
dan kegiatannya. Dengan terlaksananya seluruh kegiatan selama tahun 2018,

diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan p terhadap kinerja pada tahun

berikutnya agar pencapaian kinerja dapat al sesuai dengan harapan organisasi.

~ B. SARAN

“ - 1. Perlu komitmen dari pimpinan, setiap pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Polpum
! saling mengingatkan target capaian kinerja dan dapat mempertahankannya
8 penghematan’ anggaran, untuk itu Ditjen Polpum harus senantiasa
meningkatkan .k-apasitas seluruh jajaran Ditjen Polpum dalam menjalankan tugas;
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2. Perlu adanya kesesuaian antara Ik /j/;/,
perlu adanya penyesuaian kembali Renstra

Renstra Eselon I;
3. Perlu dilakukan sinergitas lintas program-d

-

Polpum agar dilaksanakan secara Dbe

sehingga hasilnya lebih komprehensif dan rganfaatnya dapat dirasakan secara

langsung oleh pemangku kepentingan;

4. Perlu adanya product campaign terkait keberhasilan program/kegiatan, terutama
program prioritas dengan mengusung isu strategis yang berbasis partisipasi dan
terintegrasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta
meningkatkan stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan
demokrasi yang berkualitas;

5. Melakukan evaluasi secara berkala (setiap tanggal 10 setiap bulannya) terhadap

perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap lingkup unit kerja eselon

kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya; /W

6. Evaluasi dari laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi ba /ﬂ./,},

penetaan kebijakan di tahun berikutnya, sehingga w/ N

pencapaian kinerja.

C. TINDAK LANJUT

ram dan kegiatan ©

an‘ masih buruk (perar

Y g | -r,.——-‘-d“""‘"'

A.h«."..-f";!IlHl.n-‘n‘\—plﬁ"f: >
ferintan Nomor 1 Tahun 2C
.
————— — : e

g ,- o

- i e
s TP e

S Wasbang-& Karbang (]ika'R?Pé.rpr'és disetujui);
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R~
c. Optimalisasi Penguatan dan Pemb
Kebangsaan (PPWK) dan Forufn -

4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Per /f
Pemilu Serentak Tahun 2019; '

5. Rapat Koordinasi Nasional Badan Kes

Sinergitas dan Penguatan Program/Kegiata
Pemilu Serentak Tahun 2019;
6. Penguatan Best Practice Pendidikan Politik untuk Mendorong Partisipasi

'_'méndukung pelaksanaan

Masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas demokrasi
(Berdasarkan Rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019)
sebagai salah satu upaya menyiapkan masyarakat pada pemilu serentak 2019.
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